: KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,

DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 13.23/UNS50/OT/1IV /2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 4.8/UNS50/0T/II1/2024
TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PADA BIRO PERENCAAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan
kualitas dalam pelaksanaan tugas unit kerja di
Lingkungan Universitas Bangka Belitung, maka
dipandang perlu untuk diadakan perubahan Prosedur
Operasional Standar (POS) berdasarkan Penyesuaian
Sistem Kerja di Lingkungan Universitas Bangka
Belitung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung,
Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

S. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka
Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 751);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 40087 /MPK/RHS/KP/2020
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor
Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja
Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
REKTOR NOMOR 4.8/UNS0/OT/III/2024 TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PADA BIRO
PERENCAAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) pada
Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.

Prosedur Operasional Standar (POS) pada Biro

Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum

Universitas Bangka Belitung yang dimaksud dalam

DIKTUM KESATU terdiri dari:

1. Prosedur Operasional Standar (POS) Bidang
Perencanaan dan Evaluasi, sebagaimana terlampir
pada Lampiran [ dan Lampiran II;

2. Prosedur Operasional Standar (POS) Bidang
Perbendaharaan, sebagaimana  terlampir pada
Lampiran III dan Lampiran IV,

3. Prosedur Operasional Standar (POS) Akuntansi dan
Pelaporan, sebagaimana terlampir pada Lampiran V
dan Lampiran VI;

4. Prosedur Operasional Standar (POS) Bidang
Kepegawaian, sebagaimana terlampir pada Lampiran
VII dan Lampiran VIII;

5. Prosedur Operasional Standar (POS) Bidang Hukum
dan Tata Laksana, sebagaimana terlampir pada
Lampiran IX dan Lampiran X;

6. Prosedur Operasional Standar (POS) Bidang Barang
Milik Negara, sebagaimana terlampir pada Lampiran XI
dan Lampiran XII;

7. Prosedur Operasional Standar (POS) Bagian Umum,
sebagaimana terlampir pada Lampiran XIII dan
Lampiran XIV;

-

LFJ |<IH ]




KETIGA

KEEMPAT

Prosedur Operasional Standar (POS) pada Biro
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum
menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan di setiap
Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal
ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 23 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001




Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Perubahan Kedua Atas
Keputusan Rektor Nomor
4.8/UNSO/OT/IlI/2024 Tentang
Prosedur Operasional Standar
(POS) pada Biro Perencaaan,
Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum Universitas  Bangka
Belitung

Nomor . 13.23/UN50/0T/IV/2026

DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

1. POS Administrasi Pengusulan Revisi Anggaran Universitas Bangka Belitung
2. POS Administrasi Tata Cara Penetapan PNBP Universitas Bangka Belitung

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 23 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- IBRAHIM
NIP 198104102012121001




Lampiran II :

Nomor

Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Perubahan Kedua Atas
Keputusan Rektor Nomor
4.8/UNSO/OT/II1/2024 Tentang
Prosedur Operasional Standar
(POS) pada Biro Perencaaan,
Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum  Universitas  Bangka
Belitung

13.23/UN50/0T/IV/2026

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

i NOMOR POS 001/UN50/ POS/F.1/2024
A TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024
£ ‘ [ TANGGAL REVISI
. Ay TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024
aanct® DISAHKAN OLEH REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si

TIM KERJA BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI NIP. 108104102012121001
ADMINISTRASI PENGUSULAN REVISI
ADMINISTRASI PENGUSULAN REVISI ANGGARAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG NAMA POS ANGGARAN UNIVERSITAS BANGKA
BELITUNG

KUALIFIKASI PELAKSANA :

DASAR HUKUM :
1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 78, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4301);

2 UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 112, TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5038);

3 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG (BERITA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 60);

4 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NO. 71
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN

5 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
(BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 751);

6 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NO. 190 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG;

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

KETERKAITAN :
1 Stempel; 5 ATK.

2 Meja/ Kursi;
3 Printer;
4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




ADMINISTRASI PENGUSULAN REVISI ANGGARAN

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

telah disahkan kepada masing-masing unit kerja

1 |Membuat draft surat pemberitahuan jadwal Draft surat pemberitahuan revisi |, = . Draft surat pemberitahuan revisi
pelaksanaan revisi anggaran tahun berjalan anggaran . anggaran
Mem!-m‘!a.tangargi dan mengirimkan surat l Kertas kerja reviu, rekapitulasi Kertas kerja reviu, rekapitulasi
2 P*’-mbel‘ﬂxhuan ]ad_wnl revisi anggaran kepada usulan revisi anggaran dan jadwal |10 Menit usulan revisi anggaran dan jadwal
masing-masing unit kerja reviu masing-masing unit kerja reviu masing-masing unit kerja
. Unit kerja mengirimkan i
3 kepada KPA ustlan revisl anggaran BA Reviu usulan revisi anggaran 5 Menit BA Reviu usulan revisi anggaran
i g
Melakukan rekapitulasi usulan revisi anggaran,
mereview kelangkapan dokumen administratif i i . i
4 |yang dipers kan, dan melakukan persiapan Doklumen rekapitulasi dan laporan 5 Menit Dok_umcn rekapitulasidan laporan |
pelaksanaan review usulan revisi bersama Legiaten ks
dengan unit kerja dan SP.
. . Surat usulan revisi, matriks
Men y BA Revisw:ii S Surat usulan revisi, matriks semula Tk
B rtar iRl 5 XD Eovie MngiATan menjadi, TOR/KAK, RAB dan data |5 Menit | ScUla menjadi, TOR/RAK, RAB
unit kerja dan BPKKU : ) dan data dukung lainnya sesuai
dukung lainnya sesuai ketentuan et
& |Melakukan perbaikan usulan revisi anggaran Dokumen rekapitulasi dan laporan |, Dokumen rekapitulasi dan laporan
sesuai dengan catatan pada BA Reviu kegiatan enit kegiatan M
Melakukan rekapitulasi usulan revisi anggaran Surat usulan revisi, matriks semula Surstaglan revis, il ‘
7 ianz dt:!?(h direviu dan melaporkan hasilnya menjadi, TOR/KAK, RAB dan data |5 Menit da’“‘nm‘]"dmmdu”:ud:sﬁ‘; ;;,‘:if:f
epi PA : :
dukung lainnya sesuai ketentuan Seoten
'l
g |Menyetujui dan mengirimkan usulan revisi Menerbitkan surat pengesahan SRR Menerbitkan surat pengesahan
anggaran kepada Kanwil DJPb/DJA DIPA enit DIPA
!__I
9 | Mengesahkan usulan revisi anggaran Dokumen final revisi anggaran : Dokumen final revisi anggaran
e masing-masing unit kerja <Harl masing-masing unit kerja
|
10 Mengirimkan dokumen final revisi anggaran yg 0 o o




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI

NOMOR POS 002/ UN50/ POS/ F.1/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si
NIP. 198104102012121001

ADMINISTRASI TATA CARA PENETAPAN PNBP UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

ADMINISTRASI TATA CARA PENETAPAN
" PNBP UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 78, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4301);

2 UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 112, TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5038);

3 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG (BERITA NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 60);
4 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NO. 71

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN

5 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
(BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 751);

6 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NO. 190 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG;

1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi;

3 Printer;

4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




ADMINISTRASI TATA CARA PENETAPAN PNBP UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

1 Mengirimkan surat permintaan data Surat permintaan data 30 Menit | Surat peoo ot i
pencrimaan PNBP 2 tahun yang akan datang
. ) Data penerimaan PNBP masing- . Data penerimaan PNBP masing{
2 Mengirimkan data penerimaan PNBP 2 mash} ¢ unit kerja 3 Hari masing unit kerja
tahun yang akan datang,
Melakukan rekapitulasi data dan Rekapitulasi data dan surat usulan [, Rekapitulasi data dan surat
g [mengusulkan besaran PNBP yang diterima besaran PNBP 3 Hari usulan besaran PNBP
untuk selanjutnya dilakukan reviu oleh SPI
dan Tim PNBP. L
Melakukan reviu terhadap kesesuaian angka ) 5 ) Revi R
4 |dasar yang ada pada RSB; dan melaporkan Dokumen RSB; BA Reviu 3 Hari Boloamen: KOk, By Hewia
hasilnya kepada rektor untuk memperoleh
persetujuan.
5 |Menetapkan dan menandatangani besaran . ) I i
pendapatan serta dokumen lainnya
6 |Mengirimkan dokumen besaran pendapatan s . 0 i
kepada Unit Eselon | untuk ditetapkan
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Lampiran I[II : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Perubahan Kedua Atas
Keputusan Rektor Nomor
4.8/UN50/0T/IlI/2024 Tentang
Prosedur Operasional Standar
(POS) pada Biro Perencaaan,
Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum Universitas Bangka
Belitung

Nomor : 13.23/UNSO/OT/1V /2026

DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG PERBENDAHARAAN
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

POS Penerimaan Dana Operasional Penerimaan Pendidikan Mahasiswa
(UKT, SPI, Matrikulasi, Registrasi)

POS Permintaan Dropping Dana

POS Penerimaan Pada Rekening Dana Kelolaan

POS Pengujian Tagihan Belanja BLU

POS Penerimaan Pada Rekening Pengelolaan Kas Dana Tidak Bergerak BLU
POS Pengesahan Pendapatan

POS Pengajuan Uang Persediaan

POS Permintaan Ganti Uang Persediaan BLU

POS Permintaan GUP Nihil BLU

POS Pemilihan Mitra Bank (Beauty Contest)

POS Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara BLU

POS Pengesahan Belanja BLU

POS Mekanisme Pengajuan Uang Persediaan (UP) Rupiah Murni

POS Mekanisme Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Dana Rupiah Murni

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 23 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

P



Lampiran IV

Nomor

Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Perubahan Kedua Atas
Keputusan Rektor Nomor
4.8/UN50/0T/11I/2024 Tentang
Prosedur Operasional Standar
(POS) pada Biro Perencaaan,
Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum  Universitas  Bangka
Belitung

13.23/UN50/0T/IV/2026

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG PERBENDAHARAAN
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR(POS)

“

NOMOR POS 010/UNSO/POS/F.2/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH
Rektor Universitas Bangka Belitung

NG
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG )
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN Prof. Dr. Ib i
NIP 19810410201212001
POS PEMIL
IHAN MITRA BANK (BEAUTY CONTEST) NAMA POS i
DASAR HUKUM - KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355):
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

2 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5336):
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan
Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan

6 Kas dan Investasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
996);

1 Mengetahui dan memahami tata persuratan

2 Memahami Microsoft Office

3 Mampu membaca dan mamahami instruksi (lisan/tulis)

4 Memahami tugas dan fungsi pokok dibidang perbendaharan

5 Memahami ragam dan substansi kegiatan keuangan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Renstra Universitas
2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3 Dokumen Anggaran

1. Peralatan Komputer/Laptop dan Printer
2. Memahami Microsoft Office

3. Komputer dan Jaringan Internet
4 Pagu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika POS ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, berdampak pada efektifitas dan efisiensi RAB
program kegiatan Anggaran

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




PROSEDUR OPRASIONAL STANDAR (POS)

PROSEDUR : POS PEMILIHAN MITRA BANK (BEAUTY CONTEST)

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Bank Umum KA BPKKU Panitia Rektor Kelengkapan Waktu Output Ket
Membentuk Panitia Beaut Keput
1 Ha beauty L= Draf SK 60 menit [P0 san
Contest Rektor
: : | Peraturan,
Panitia mulai merumuskan
s Pedoman dan . Pedoman
2 |Jkriteria dan panduan 1 hari
s SOP Beauty Panduan
pemilihan Beauty Contest
Contest
Draft
Mengumumkan rencana Pengumuman, .
3 . [ 60 menit |pengumuman
beauty contest secara online internet, dan
Medsos
Dokumen Dokumen
Menerima Dokumen Penawaran, Penawaran,
4 Penawaran Profil Calon Bank |30 menit |Profil Calon
I I Mitra Form Bank Mitra
Penilaian Form Penilaian
ilai ing- i Penilaian
g, [Menlial Masing-masing Form Penilaian |3 hari sRieian
Dokumen Penawaran kualifikasi
| Berita Acara Laporan
6 |Melaporkan Hasil Penilaian “ 30 menit | PO
Ifj Penilaian Penilaian




No. Aktivitas Bank Umum KA BPKKU Panitia Rektor Kelengkapan Waktu Output Ket
Menetapkan pemenan
7 K P P g v Draft SK 60 menit |SK Rektor
ontes
J;
Mengumumkan Pemenang Suralt, Wensite, . Pengumuman
8 Email, dan 3 hari
kontes l Rektor
| Medsos
|
Menandatangani Perjanjian
Kerjasama Operasional Draft Perjanjian
9 J P et 60 menit |Perjanjian KSO

dengan bank mitra pemenang
kontes

KSO




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

%

&

ot

%
As BAN!
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN

NOMOR POS 009/UNS0/POS/F.2/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. 1 .Si
NIP 19810410201212001

PERMINTAAN GUP NIHIL BLU

NAMA POS PERMINTAAN GUP NIHIL BLU

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 62/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 62/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan

3

6

1 Memahami proses pengajuan Uang Persediaan
2 Memahami Microsoft Office

3 Memiliki sertifikat pelatihan bendahara negara tersertifikat (BNT)

4 Memahami tugas dan fungsi pokok dibidang perbendaharan

5 Memahami pengelolaan keuangan BLU

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Terbitnya NPM dan NPM BLU
2 Pengesahan Belanja BLU

1. Surat Pengajuan GUP NIHIL
2. Memahami Microsoft Office
3. Komputer dan Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika POS Ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses GUP NIHIL pada dana BLU

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




NO

Unit kerja pengusul mengajukan

POS GUP NIHIL BLU

RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,

selanjutnya diserahkan ke PPSPM

Pesanan, serta Permohonan pembayaran
dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)

1 berkas Pengajuan untuk dimasukin Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, : Surat
ke GUP NIHIL kepada penerima Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat e pengajuan
berkas . Pesanan, serta Permohonan pembayaran

! dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
: RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
Penerima Berkas menyerahkan berkas SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,

5 |Pengajuan untuk dimasukin ke GUP Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, . Surat
NIHIL kepada BPP untuk di verifikasi :I Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat i pengajuan
dan di input Pesanan, serta Permohonan pembayaran

dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
BPP memverifikasi dan menginput RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
GUP NIHIL, Jika tidak sesuai 4 SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,

3 |dikembalikan ke unit pengusul. Jika | | | <‘>=’_"I___.I Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, -

Sesuai, BPP Menerbitkan NPP GUP Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat L BEIR
NIHIL kemudian diserahkan kepada Pesanan, serta Permohonan pembayaran
PPK dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)

RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,

SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,

4 PPK Memeriksa dan menandatangani Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, 1 Hari NPP

NPP GUP NIHIL Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat an
Pesanan, serta Permohonan pembayaran
dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
BPP Fakultas/Unit kerja menerima RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
berkas NPP GUP NIHIL dan =1 SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref, NPP. bukti
s |mengajukan ke Sub Bagian E__] Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, |, . -
perbendaharaan dan melakukan Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat o SEAOE
penyetoran sisa UP ke rekening Pesanan, serta Permohonan pembayaran uF
bendahara dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
Berkas NPP GUP NIHIL di serahkan ke SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref, ;
6 Penguji tagihan untuk diverifikasi dan Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, : TWERS bgkn
diuji NPP NIHIL, jika sesuai Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat bitig ;e;or s




RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
PPSPM menandatangani NPM BLU SPP LS, E-Faktur, bukti tranafer, Ref, NPM, NPP,
jika sudah Sesuai dengan Syarat Bank, rek Koran, NPWR. Km“Fu pengwas, |, oo Bl astar
ketentuan dan menyerahkan NPM - Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat sisa UP
BLU ke Bendahara pengeluaran Pesanan, serta Permohonan. pembayaran

dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)

Bendahara Pengeluaran merekap SP2D GUP
NPM BLU sebagai proses GUP NIHIL NPM, NPP, bukti setor sisa UP 1 Hari UKL
dan memeriksa setoran sisa UP yang
dilakukan BPP ke rekening bendahara
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PERMINTAAN GANTI UANG PERSEDIAAN BLU

NAMA POS PERMINTAAN GANTI UANG PERSEDIAAN BLU

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162 /PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 62 /PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 /PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan

3

4

1 Memahami proses pengajuan Uang Persediaan
2 Memahami Microsoft Office

3 Memiliki sertifikat pelatihan bendahara negara tersertifikat (BNT)

4 Memahami tugas dan fungsi pokok dibidang perbendaharan

5 Memahami pengelolaan keuangan BLU

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Terbitnya NPM dan NPM BLU
2 Pengesahan Belanja BLU

1. Surat Pengajuan GUP
2. Memahami Microsoft Office
3. Komputer dan Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika POS Ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses pencairan GUP pada dana BLU

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




POS GUP BLU

NO i b Ja
(: RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
Unit kerja pengusul mengajukan P SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,

1 |berkas Pengajuan untuk dimasukin Bfmk’ wel Horan, NPWP,’ Kar.m PENEWaS; 1) Hari Huat 1

ke GUP kepada penerima berkas Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat pengajuan
Pesanan, serta Permohonan pembayaran
dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,

Penerima Berkas menyerahkan berkas :: SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,

2 Pengajuan untuk dimasukin ke GUP Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, 1 Hari Surat
kepada BPP untuk di verifikasi dan di Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat an pengajuan
input Pesanan, serta Permohonan pembayaran

dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
BPP memverifikasi dan menginput RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
GUP, Jika tidak sesuai dikembalikan SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,

3 |ke unit pengusul. Jika Sesuai, BPP <>—- j Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, .
Menerbitkan NPP GUP jika nilai sdh Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat A AR
GUP diatas 50% dr UP kemudian Pesanan, serta Permochonan pembayaran
diserahkan kepada PPK dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)

v
RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,
4 PPK Memeriksa dan menandatangani Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, 1 Hari NPP
NPP GUP Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat o
’
Pesanan, serta Permohonan pembayaran
dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
BPP Fakultas/Unit kerja menerima SER 15, E-Paictur, Bukil trasistes, Rel,
5 |berkas NPP GUP dan mengajukan ke Bank; rok Koven, NEWP, Karta pengwas, [y i Inpp
Sub Bagian perbendaharasn Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat
Pesanan, serta Permohonan pembayaran
dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
I::l RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
Berkas NPP GUP di serahkan ke SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,
¢ |Penguii tagihan untuk diverifikasi dan Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, |, 1. |ypp

diuji NPP, jika sesuai selanjutnya
diserahkan ke PPSPM

Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat
Pesanan, serta Permohonan pembayaran
dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)




NO

PPSPM menandatangani NPM BLU
jika sudah Sesuai dengan Syarat

RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,

SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,

7 Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, 1 Hari NPM dan
ketentuan dan menyerahkan NPM Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat SPpP
BLU ke Bendahara pengeluaran Pesanan, serta Permohonan pembayaran
dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
Bendahara Pengeluaran merekap
g |NPM BLU sebagai proses GUP dan _ _ SP2D Surat
memproses pencairan dana GUP ke SP2D, Surat perintah Tranfer 1 Hari Perintah

r ing BPP

Transfer
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UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAN

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitag Bangka tung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP 19810410201212001

PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN

NAMA POS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

2
3

Undang-undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 tahun 2023 tentang Penetapan Universitas
Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

6

7

1. Memahami proses pengajuan Uang Persediaan
2. Memahami Microsoft Office
3. Memiliki sertifikat pelatihan bendahara negara tersertifikat (BNT)

4. Memahami tugas dan fungsi pokok di bidang perbendaharaan

5. Memahami Pengelolaan keuangan BLU

Negara
KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Realisasi terkait dengan belanja barang
2 Laporan Keuangan BLU UBB

1. Surat Permohonan UP awal tahun
2. Komputer dan Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika POS ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses pembayaran UP dan realisasi
belanja barang

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas i Keterangan
BPP PPK ,F;;lg;;ii PPSPM BP Kelengkapan Waktu Output E
BPP Mengajukan Kebutuhan UP dalam i
1 ( )
bentuk NPP disertai ke PPK L L
2 |[PPK Memeriksa dan menandatangani NPP NPP UP 1 jam gft):nLc}iit{Ell; gani
|
A—
BPP menerima berkas ajuan yang sudah l NPP UP van NPP UP van
3 |ditandatangani PPK selanjutnya ditand ty g 1-3 jam ditandatin ga .
disampaikan ke penguji tagihan T vRneRRNRe s
: v
Penguji tagihan memverifikasi dan menguji i —_—
4 |NPP jika tidak sesuai akan diberikan SR S Ll gfp lftya”? ;| dagem |7 A8
dikembalilean 4 itandatangani itandatangani
| S—
PPSPM menandatangani NPM BLU jika : __ [REP g e
D : NPP, NPM 1-3 jam |yang sudah
sudah Sesuai dengan Syarat ketentuan dtandatangani
6 Bendahara Pengeluaran merekap NPM l NaT d;:ﬁizl:M 1-3 iam Data no rekening
BLU untuk di proses pencairan :ltaf detangani . BPP
|
1
Bendahara Pengeluaran memproses é Data no rekening . . .
i -
pencairan dana UP ke rekening BPP BPP bdiam [H0ns ol Iaenrs




NOMOR POS 006/UNSO/POS/F.2/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si

KELOMPOK JABA
KJ TAN FUNGSIONAL BIDANG HUKUM DAN TATALAKSANA NIP 19810410201212001

POS PENGESAHAN PENDAPATAN NAMA POS POS PENGESAHAN PENDAPATAN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memiliks gertikas BNE

2. Memahami Pedoman Penerimaan PNBP

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 8. Memahami Perdturan yang berlaku

Belanja Negara ) ) . ) )
4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum 5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 /PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 tahun 2023 tentang Penetapan Universitas
Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah

7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

| Negara
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
1 Pengesahan Pendapatan BLU 2. Alat Tulis Kantor
2 Laporan Keuangan BLU UBB 3. Pedoman Penerimaan PNBP
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dokumen administrasi harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan, dan harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang
ditetapkan

Keterlambatan, tidak lengkap berkas, dan sulit berkoordinasi dalam hal pengajuan penerimaan PNBP dapat
mengakibatkan mundurnya waktu proses Penerimaan PNBP




POS PENGESAHAN PENDAPATAN

Pelaksana Mutu Baku
Ketua Tim
No Aktivitas B i KET
- endahara Bidan,
& KPA JOPERATOR SPM| PPSPM KPPN Kelengkapan Waktu Output
Penerimaan Perbendahara
an BPKKU
1. |Bendahara Penerimaan Membuat Laporan Pendapatan D Rekening Koran 2 hari Laporan Pendapatan
Laporan Pendapatan diperiksa oleh Ketua Tim Bidang Laporan Pendapatan
i . e ditandatangani oleh
Perbendaharaan. Apabila sudah sesuai maka dikirim ke KPA| i i
2, . . . Laporan Pendapatan 1 hari Kepala Biro Perencanaan,
untuk ditandatangani, apabila tidak sesuai atau perlu ada Keuangan, Kepegawaian,
perbaikan maka dikembalikan ke Bendahara Penerimaan dan Umum
e S
" Laporan Pendapatan yang cirat Pernyatagn
Dokumen Surat Pernyataan T ikiri i i
3. : \% anggung Jawab dikirim ke KPA| ldelahslelahpdﬂandar.angan: - ranggung lawab (SPT))
i n [f rnyataan
untuk ditandatangani T:ngsuu:; J:w:l: (::n ) ditandatangani oleh KPA
L
-Srurat pernfma::![sp‘__’ Surat Perintah
PRI ANgRUN, awal 4 A
4. 1Dckumen Laporan Pendapatan dikirim ke Operator SPM E darsi gran pendasatan 1 hari JF'enee%al‘-ﬁﬂ Pendapatan
il L dan Belanja BLU (SP38)
yang telah ditandatangani
Surat Perintah Pengesahan
5. |Kemudian Operator SPM membuat SP3B pada aplikasi SAKTI I Pendapatan dan Belanja |1 hari Data Aplikasi Sakti
JBLU (sP3B)
A Surat Pernyataan
' [Tanggung Jawab (5PT]), Sivat Pasinia
Laporan Pendapatan yang benaesahan Paridapatin
6. JPejabat Penandatangan SPM menandatangani SP3B telah ditandatangani dan 1 hari g >

Surat Perintah Pengesahan
Pendapatan dan Belanja

Iaau (5P3B)

dan Belanja BLU (SP38)
ditandatangani




Pelaksana Mutu Baku
Ketua Tim
No. Aktivitas KET
Bendahara Bidang kPA  |oPeraTorsPM]  PPSPM KPPN Kelengkapan Waktu Output
Penerimaan Perbendahara
an BPKKU
Surat Pernyataan
[Tanggung Jawab (SPTJ),
7.

SP3B dikirim ke KPPN melalui aplikasi SAKTI

Laporan Pendapatan dan
Surat Perintah Pengesahan §1 hari

an dan Belanja

Pend;
| I JBLU (SP3B) yang telah

ditandatangani

SP3B

8. |Hasil pengesahan dapat dilihat pada aplikasi SAKTI I JS-’“ 1 harl Data Apikast Soks
Pendapatan berhasil disahkan dan KPPN mengeluarkan y
Dokumen SP2D. Dokumen SP2D yang sudah keluar bisa dilihat] B Blats Apikas Sakii L bt Data Apkias OMSEAN
pada aplikasi OMSPAN
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TANGGAL REVISI
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TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAN
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PENERIMAAN PADA REKENING PENGELOLAAN KAS DANA TIDAK BERGERAK BLU

PENERIMAAN PADA REKENING
NAMA POS PENGELOLAAN KAS DANA TIDAK
BERGERAK BLU

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/ PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 1‘29 /PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

6 Kep.utusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Bangka

Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang

7
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

1. Memiliki sertifikat BNT

2. Memahami Pedoman Penerimaan PNBP
3. Memahami Peraturan yang berlaku

4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Pengesahan Pendapatan BLU
2 Laporan Keuangan BLU UBB

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor
3. Pedoman Penerimaan PNBP

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlambatan, tidak lengkap berkas, dan sulit berkoordinasi dalam hal pengajuan penerimaan PNBP dapat
mengakibatkan mundurnya waktu proses Penerimaan PNBP

Dokumen administrasi harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan, dan harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang

ditetapkan




PENERIMAAN PADA REKENING PENGELOLAAN KAS DANA TIDAK BERGERAK BLU

Pelaksana Mutu Baku
Ketua Tim
: Rektor (Kuasa Kepala 3
v HevE P : Biroe,*‘pl(aba Bitane Serdalie Kelengkapan Waktu Qutput =
engguna ; n
< gf:an} e ang Perbendahara] Penerimaan
o § an BPKKU
i E . fLaporan Jumlah
1. |Memperhatikan Jumlah Saldo Lancar JRrekening Koran 1x24 Jam
Saldo Lancar
: Jumlah Pendapatan UKT Rekap
4 . % u patan ., eka
2. |Menghitung Jumlah Penerimaan Tahun Berjalan dan Non UKT 2 Hari FPeneriman
Memperhatikan Jumlah Pagu Anggaran (DIPA) yan lah
3. ; p Y g ge ( ) yang foira 1x24 Jam KD S
diterbitkan Kementerian Keuangan Pagu Anggaran
. Sirat Rekap Jumlah Pagu B Besaran Ambang]
4. IMenentukan Ambang Batas sebesar 10% dari Jumlah DIPA [ IG——[ ] odisian 2 Hari g
Rapat Pimpinan daan Persetujuan Dewan untuk pinti Prrencendan iie ; Besaran Idle
5. Icash Berdasarkan Besaran |1 Hari cash
Menentukan Idle Cash Ambing Batas as
T |
' Idie Cash
: IBesaran Idle Cash yang ; Sebelum
6. Rekomendasi Rektor I F-ﬂ I direkomendasi pean Pemindahbukua
n
3 3 > i . Idie Cash Setelah
Memindahbukukan Dana sesuai Rekomendasi Rektor dari Idie Cash Sebelum ) )
7 1 Hari Pemindahbukua

Rekening Rektor ke Bank/Deposito Jangka Pendek

—

Pemindahbukuan

n




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 004/ UN50/POS/F.2) 2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

Sy TANGGAL REVISI

%\ TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024
DISAHKAN OLEH

S ganot
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN

PENGUJIAN TAGIHAN BELANJA BLU

Rektor Universitas Bangka Belitung

01212001

NAMA POS PENGUJIAN TAGIHAN BELANJA BLU

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1
2
3

7

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 62/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor
230/PMK.05/2016 Tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja
Pengelola APBN

PMK Nomor I 26 /PMK.05/2016 jo. PMK Nomor I 28/PMK.05/2017 Ten tang Tata Cara
Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 /PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

KETERKAITAN :

1. Memahami landasan hukum pengujian tagihan
2. Memahami Konsep Pengujian

3. Ketepatan Pengujian AKUN

4, Pengujian Pembayaran dan Syarat Administrasi

5. Melaksanakan Pengujian Tagihan Terkait Kelengkapan Dokumen

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

2

3

1 Terbitnya SPM BLU UBB

Pengesahan Belanja BLU UBB

Laporan Keuangan BLU UBB Penagihan Piutang

1. Komputer / Laptop /Printer / Scanner

# Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika POS Ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses pencairan
dana BLU

Disimpan sebagai data elektronik dan manual (arsip)




NO

Unit kerja pengusul mengajukan
berkas ajuan pembayaran belanja
barang kepada penerima berkas

RPP, SPK, BAST, BAPB,
Faktur barang, SPP LS, E-
Faktur, bukti transfer, Ref,
Bank, rek Koran, NPWP,
Kartu pengwas, Ringkasan
Kontrak, Kuitansi, Surat
Pesanan, serta Permohonan
pembayaran dari pihak ke 3
(adendum bisa ada)

2 Hari

Surat

Penerima berkas meyerahkan berkas
ajuan kepada BPP untuk diverifikasi
dan di input, jika tidak sesuai

dikembalikan ke unit kerja pengusul

]
Ll

KPP, SPK, BAST, BAPB,
Faktur barang, SPP LS, E-
Faktur, bukti transfer, Ref,
Bank, rek Koran, NPWP,
Kartu pengwas, Ringkasan
Kontrak, Kuitansi, Surat
Pesanan, serta Permohonan
pembayaran dari pihak ke 3
(adendum bisa ada)

1 Hari

Laporan Rincian Belanja

BPFP Menerbitkan NPP kemudian
diserahkan kepada PPK

RPP, SPK, BAST, BAPB,
Faktur barang, SPP LS, E-
Faktur, bukti transfer, Ref,
Bank, rek Koran, NPWP,
Kartu pengwas, Ringkasan
Kontrak, Kuitansi, Surat
Pesanan, serta Permohonan
pembayaran dari pihak ke 3
(adendum bisa ada)

1 Hari

NPP

PPK Memeriksa dan menandatangani
NPP, jika tidak lengkap kembalikan ke
unit pengusul

BPP menerima berkas NPP yang sudah
ditandatangani PPK dan menyerahkan
ke penguji tagihan

RPP, SPK, BAST, BAPB,
Faktur barang, SPP LS, E-
Faktur, bukti transfer, Ref,
Bank, rek Koran, NFWP,
Kartu pengwas, Ringkasan
Kontrak, Kuitansi, Surat
Pesanan, serta Permohonan
pembayaran dari pihak ke 3
(adendum bisa ada)

1 Hari

NPP yang sudah
ditandatangani

RPP, SPK, BAST, BAPB,
Faktur barang, SPP LS, E-
Faktur, bukti transfer, Ref,
Bank, rek Koran, NPWP,
Kartu pengwas, Ringkasan
Kontrak, Kuitansi, Surat
Pesanan, serta Permohonan
pembayaran dari pihak ke 3
{adendum bisa ada)

1 Hari

NPP yang sudah
ditandatangani




NO

RPP, SPK, BAST, BAPB,
Faktur barang, SPP LS, E-
Faktur, bukti transfer, Ref,

Penguji tagihan menguji NPP untuk
6 |diverifikasi dan jika sesuai ey :Eg?;:m Rilr.;lw{:;an v | Ry yeng sudal
dilimpahkan ke PPSFM Kontrak, Kuitansi, Surat dltandatanganl
Pesanan, serta Permohonan
pembayaran dari pihak ke 3
(adendum bisa ada)
RPP, SPK, BAST, BAPB,
Faktur barang, SFP LS, E-
PPSPM :nenaf]datangani SPM BLU jika Faktur, bukti transfer, Ref,
sudah Sesuai dengan Syarat Bank, rek Koran, NPWP,
7 |ketentuan dan menyerahan ke Kartu pengwas, Ringkasan 1 Hari [NPP dan NPM
Bendahara pengeluaran untuk Kontrak, Kuitansi, Surat
diproses selanjutnya Pesanan, serta Permohonan
pembayaran dari pihak ke 3
(adendum bisa ada)
Bendahara Pengeluaran merekap SPM
8  |BLU untuk di proses pencairan | | _,C: Aplikasi CMS Bank 1 Hari mkem"g

transfer ke penerima




NOMOR POS 003/UN50/POS/F.2/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAN

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. [brahim, M.Si
NIP 19810410201212001

PENERIMAAN PADA REKENING DANA KELOLAAN

NAMA POS

PENERIMAAN PADA REKENING DANA
KELOLAAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 /PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 /PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 tahun 2023 tentang Penetapan Universitas
Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah
7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara

1. Memiliki sertifikat BNT

2. Memahami Pedoman Penerimaan PNBP
3. Memahami Peraturan yang berlaku
4, Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Pengesahan Pendapatan BLU
2 Laporan Keuangan BLU UBB

2. Alat Tulis Kantor

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya

3. Pedoman Penerimaan PNBP

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlambatan, tidak lengkap berkas, dan sulit berkoordinasi dalam hal pengajuan penerimaan PNBP dapat
mengakibatkan mundurnya waktu proses Penerimaan PNBP

ditetapkan

Dokumen administrasi harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan, dan harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang




PENERIMAAN PADA REKENING DANA KELOLAAN

kerjasama tersebut dicatat sebagai pendapatan kemudian
memasukkan rincian pendapatan ke dalam laporan pendapatan
dan menentukan akun pendapatannya

Pelaksana Mutu Baku
No Aktlvit Bandak Ketua Tim Bidang KET
’ G Unit Kerja Pihak Ketiga en ,a ara Perbendaharaan KPA Operator SPM KPPN Kelengkapan Waktu Output
Penerimaan BPKKU
" LUnit Kerja mengajukan permohonan pembuatan rekening virtual IHF: L“:“"' Akses 1%24 jam k;oum" Vil
’ nteme’
penerimaan dana kelolaan kepada Bendahara Penerimaan l l
Pihak Ketiga melakukan pembayaran rekening virtual
2 penerimaan dana kelolaan melalui Bank persepsi dan HP. Akses Internet 1x 24 Jam Pembayaran
" |Melaporkan pembayaran ke Unit Kerja terkait dan Bendahara
Penerimaan
Data Penerimaan, Akses
5 Hﬁendahara Penerimaan melakukan identifikasi penerimaan pada | I ":"te'“’" KI“:“’"‘:" 1x24Jam  |Buku Kas Umum
v ompany Interne
rekening Dana Kelolaan Bankfngv
Dana Kerjasama yang sifatnya in-out tetap direkening dana I I
kelolaan dan tidak disahkkan menjadi pendapatan.
Da i jadi Billing, Cek Giro, Company Laporan
a na Kerjasama yang menjadi pendapatan UBB maka dana et Sasthon 1x24 Jam Péridapatar




PENERIMAAN PADA REKENING DANA KELOLAAN

|lainnya yang kemudian dilaporkan ke KPPN paling lambat 10 hari
kerja setelah berakhirnya bulan

Penerimaan

Pelaksana Mutu Baku
- Ketua Tim Bidang
No. Aktivitas dah BET
Unit Kerja Pihak Ketiga Ben ,a ara Perbendaharaan KPA Operator SPM KPPN Kelengkapan Waktu Output
Penerimaan
BPKKU
Laparan
: Laporan Pendapatan dikirim ke Ketua Tim Bidang Laporan Pendapatan, 1524 I Pendapatan
" |Perbendaharaan untuk divalidasi. Rekening Koran yeng telah
divalidasi
Setelah divalidasi maka dikembalikan ke Bendahara Penerimaan Rekapitulasi
: " F P Laporan Pendapatan,
6. |membuat Rekapitulasi Penerimaan PNBP dan mengirim ke KPA RekariaK 2x24Jam Penerimaan
. g horan PNBP
untuk ditandatangani
. . . ) Ej Dat

7 Stjrt.efah Rekapitulasi Penerimaan PNBP ditandatangani maka [Rekapitulasi Penerimaan {55l Pe:gmhan

dikirim ke Operator SPM untuk proses Pengesahan PN Pendapatan

Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Pertanggungjawaban
g (LPJ) berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) dan data pendukung — i Ly LPJ Bendahara




UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN

NOMOR POS 002/ UN50/ POS/ F.2/ 2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH
Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibr.
NIP 19810410201212001

PERMINTAAN DROPPING DANA

NAMA POS PERMINTAAN DROPPING DANA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggatan Pendapatan dan

Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

PMK Nomor I 26/PMK.05/2016 jo. PMK Nomor I 28/PMK.05/2017 Ten tang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi
Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

3

4

1 Memiliki sertifikat pelatihan bendahara negara tersertifikat (BNT)
2 Memahami tugas dan fungsi pokok dibidang perbendaharan

3 Memahami pengelolaan keuangan BLU

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Dropping dana BLU dari rekening penerimaan

1. Surat permohonan dropping dana
. Rekapitulasi renacana belanja fakultas/unit

2
3. Rekapitulasi saldo rekening penerimaan
4
5

* Aplikasi CMS Bank
- Komputer dan jaringan internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka pembayaran operasional BLU akan terlambat

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




POS PERMINTAAN DROPPING DANA

Pelaksana Mutu Baku
Bendahara T Ketua Tim Bidang BavduRat
No. Aktivitas Pengeluaran Perbendaharaan KPA ) Bank Kelengkapan Waktu Output KET
Pengeluaran Penerimaan
Pembantu (BPP) BPKKU
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
: : - ( ) Dokumen rencana
fakultas/unit kerja mengirimkan daftar Usul rencana . -
1 3 ) 1hari [Jbelanja
rencana penarikan dana ke bendahara penarikan dana :
fakultas/unit
pengeluaran
surat permohonan
Bendahara Pengeluaran membuat p
; dropping dana,
permohonan dana operasional ke kuasa | I i :
; Dokumen frekapitulasi
pengguna anggaran dengan melampirkan ; : i
B ; rencana belanja 1 hari rencana belanja
surat permohonan dropping dana, : ;
: 5 . . fakultas/unit fakultas/unit, dan
rekapitulasi rencana belanja fakultas/unit, i
. . saldo rekening
dan saldo rekening penerimaan i
penerimaan
| | surat
permohonan
dropping dana,
Surat permohonan droppi i i
_p : pprﬁg dana dan . rekapitulast ) . Surat Usulan yang
3 Jrekapitulasi rencana belanja fakultas/unit rencana belanja 1 hari

diverifikasi ketua tim bidang perbendaharaan

fakultas/unit,
dan saldo
rekening
penerimaan

telah diverifikasi




Pelaksana

Mutu Baku

Bendahara

Ketua Tim Bidang

- ndahara Bendahara
No. Aktivitas Pengeluaran ha Perbendaharaan KPA ) Bank Kelengkapan Waktu Output KET
Pengeluaran Penerimaan
Pembantu (BPP) BPKKU
Persetujuan
dropping dana
surat
dengan
permohonan .
y A memberikan
) ropping dana,
Surat permohonan dropping dana dan kpp't gl ; catatan pada
; = . rekapitulasi
4 rekapitulasi rencana belanja fakultas/unit P : . rekap saldo
S rencana belanja 1 hari .
dikirim ke KPA, dan KPA akan membuat : rekening
. . fakultas/unit, .
persetujuan dropping dana penerimaan
dan saldo L
Siegii jumlah yang akan
re :
} diambil dari
penerimaan : :
Imasing-masing
rekening tersebut
surat
ermohonan
Catatan KPA pada rekap saldo rekening ‘j 'z i catatan KPA pada
. . | ropping dana, . :
5 [penerimaan dikirimkan ke bendahara pp. & i 1 hari saldo rekening
. ; rekapitulasi .
penerimaan untuk diproses I . jpenerimaan
rencana belanja
fakultas/unit
L
. : Dokumen surat
Bendahara penerimaan menerima dokumen
- Ipermohonan
surat permohonan dropping dana, i
: ; . ) | ' dropping dana, .
rekapitulasi rencana belanja fakultas/unit, kapitulasi Dana Dropping
rekapitulasi
dan catatan KPA pada rekap saldo rekening I P . yang masuk
. . rencana belanja . .
6 [lpenerimaan dari bendahara pengeluaran, ) 30mnt  |direkening
. ) fakultas/unit, .
selanjutnya bendahara penerimaan operasional

fmelakukan proses transfer ke rekening
operasional pengeluaran BLU dengan
approval KPA

dan catatan KPA
Ipada saldo
rekening

Ipenerimaan

Ipengeluaran BLU




Pelaksana

Mutu Baku

Bendahara ——_— Ketua Tim Bidang Bendah
oce e endahara
No. Aktivitas Pengeluaran Pétigakiarar Perbendaharaan KPA — e Bank Kelengkapan Waktu Output KET
nerimaa
Pembantu (8PP)| '8 BPKKU
2 Dana Dropping ;
Bendahara pengeluaran melakukan yang masuk iy D'DF'E'”g
pengecekan dana dropping dari bendahara direkening ylang m?su
7 i : ) ) X 10 mnt  ldirekening
penerimaan di rekening operasional operasional :
operasional
pengeluaran BLU pengeluaran
fpengeluaran BLU
BLU
Dana Dropping
LBendahara pengeluaran melakukan proses ?niméSUk Dana di rekeni
8 |pembayaran dengan menggunakan dana e en'mg 1 hari LSRG
operasional BPP

dropping ke rekening BPP

pengeluaran
BLU




NOMOR POS 001/UNS0/POS/F.2/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN

DISAHKAN OLEH
Rektor Universitas Bangka Belitung

NIP 19810410201212001

PENERIMAAN DANA OPERASIONAL PENERIMAAN PENDIDIKAN MAHASISWA (UKT, SPI, MATRIKULASI,
REGISTRASI)

PENERIMAAN DANA OPERASIONAL
PENERIMAAN PENDIDIKAN MAHASISWA
(UKT, SPI, MATRIKULASI, REGISTRASI)

NAMA POS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 tahun 2023 tentang Penetapan Universitas

Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah

gndang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
egara

[KETERKAITAN :

6

7

1. Memiliki sertifikat BNT

2. Memahami Pedoman Penerimaan PNBP

3. Memahami Peraturan yang berlaku

. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Pengesahan Pendapatan BLU
2 Laporan Keuangan BLU UBB

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor
3. Pedoman Penerimaan PNBP

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlambatan, tidak lengkap berkas, dan sulit berkoordinasi dalam hal pengajuan penerimaan PNBP dapat
mengakibatkan mundurnya waktu proses Penerimaan PNBP

Dokumen administrasi harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan, dan harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang
ditetapkan




PENERIMAAN DANA OPERASIONAL PENERIMAAN PENDIDIKAN MAHASISWA (UKT, SPI, MATRIKULASI, REGISTRASI)

untuk ditandatangani

Pelaksana Mutu Baku
Rekening
i TIM Keuangan Ketua Tim Bidan
No. Aktivitas 4 g . Penerimaan Bendahara B KET
Dana Pendidikan | Mahasiswa = Perbendaharaan KPA Operator SPM KPPN Kelengkapan Waktu Output
: Operasional Penerimaan
Mahasiswa BPKKU
BLU

1 Tim Keuangan Dana Pendidikan Mahasiswa melakukan verifikasi Cj Data M Aktif Menit/ O Tagihan UKT

: hasi 1 1 Menit, il
dan pembuatan tagihan ke dalam aplikasi SIAKAD Keuangan e stz A i Srene | feehan
Mahasiswa/ Calon Mahasiswa melakukan pembayaran Billing Ej SEElummast Ny tual Accaunt

2. |melalui Bank Persepsi sesuai dengan tagihan di Portal Siakad HP. Akses Internet ;’:ﬂ‘:{:’{'}ahr Pembayaran/
|universitas Bangka Belitung Gangbarakhic [P Pembayaran
i
X Data Penerimaan, Akses
3 Bendahara Penerima melakukan identifikasi penerimaan pada Internet, Komputer, & i
rekening pendapatan SIAKAD, Company Internet] gl Bk Kas Umum
JBanking
.
Bendahara penerimaan memasukkan rincian pendapatan ke E
4. |dalam laporan pendapatan dan menentukan  akun i Cak G'r.n' Company Iy x 24 jam Aporin
Internet Banking Pend. n
pendapatannya
o | I Laparan
5 Laporan Pendapatan dikirim ke Ketua Tim Bidang] Laparan Pendapatan, 1x24)

. am
Perbendaharaan untuk divalidasi. Rekening Karan = yang telah
Setelah divalidasi maka dikembalikan ke Bendahara Penerimaan 4

6. |membuat Rekapitulasi Penerimaan PNBP dan mengirim ke KPA Laporan: feniapatan; 2% 24 Jam Jrenerimaan
Rekening Koran PNBP




Setelah Rekapitulasi Penerimaan PNBP ditandatangani maka]

Rekapitulasi Penerimaan

Data

dan data pendukung lainnya yang kemudian dilaporkan ke KPPN
paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya bulan

i 1% 24 Jam Pengesahan
Tk Pend.
dikirim ke Operator SPM untuk proses Pengesahan il
Bendahara Penerimaan menyusun Laporan S—
LPertanggungjawahan (LPJ) berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) SAKTI 324 Jam

Penerimaan




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

F %

- E
%)%:-#

8 ganot™
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN

NOMOR POS 001/UNSO/POS/F.2/2026

TANGGAL PEMBUATAN 23 April 2026

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 23 April 2026

SIS RNt ”Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. lbrglm_, M.Si

.- NIP 19810410201212001

POS MEKANISME PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) RUPIAH MURNI

f
MEKANISME PENGAJUAN UANG

s
RANA PO PERSEDIAAN (UP) RUPIAH MURNI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN

Peraturan Menteru Keuangan No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan APBN;

Peraturan Menteru Keuangan No. 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas
6 Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

1 Memahami proses pengajuan Uang Persediaan
2 Memahami Microsoft Office
3 Memiliki sertifikat pelatihan bendahara negara tersertifikat (BNT)

4 Memahami tugas dan fungsi pokok dibidang perbendaharan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Komputer/Laptop;
2 Jaringan Internet
3 Lembar Ceklist

4 dst.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




POS MEKANISME PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) RUPIAH MURNI

C

Mengupload Daftar Rincian Permintaan Sdak Tidak DRPP 10 Menit DRPP

Pembayaran setiiu setuju

Melakukan pengujian atas DRPP serta menerbitkan . .

SP UP dan SPP, Jika tidak disetujui maka & > DRPP 15 Menit Persetujuan, SP UP dan SPP

dikembalikan \

Melakukan pengujian atas DRPP, SP UP dan SPP ; DRPP, SP UP & DRPP 15 Menit Verifikasi Berkas

Setuju

Melakukan pengujian formal dan menerbitkan SPM -<> DRPP, SP UP & DRPP 10 Menit SPM

Memproses SPM, mengesahkan, dan menerbitkan SPM 2 Hari 12710)

SP2D Setuyu

Menerima dana di rekening dan merekap file SP2D & Bukti Transaksi 10 Menit Bukti Transaksi
Bukti transaksi 5 Menit Bukti Transaksi

BP mendistribusikan uang kepada BPP




PROSEDUR: MEKANISME PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) RUPIAH MURNI

1 BPP Mengupload Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DRPP 10 Menit DRPP
Melakukan pengujian atas DRPP serta menerbitkan

2 PPK SP UP dan SPP, Jika tidak disetujui maka DRPP 15 Menit Persetujuan, SP UP dan SPP
dikembalikan

3 Verifikator Melakukan pengujian atas DRPP, SP UP dan SPP DRPP, SP UP & DRPP 15 Menit Verifikasi Berkas

4 PPSPM Melakukan pengujian formal dan menerbitkan SPM DRPP, SP UP & DRPP 10 Menit SPM

5 KPPN Memproses SPM, mengesahkan, dan menerbitkan SPM 2 Hari SP2D
SP2D

6 BP Menerima dana di rekening dan merekap file SP2D & Bukti Transaksi 10 Menit Bukti Transaksi

7 BPP BP mendistribusikan uang kepada BPP Bukti transaksi 5 Menit Bukti Transaksi




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN

NOMOR POS 002/UN50/POS/F.2/2026

TANGGAL PEMBUATAN 23 April 2026

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 23 April 2026

Rektor Universitas Bangka Belitung,

==

a’ = Prof. Dr. Ibrahim, M.Si

DISAHKAN OLEH k{

POS MEKANISME PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) DANA RUPIAH MURNI

NIP 19810410201212001
7

MEKANISME PENGAJUAN PEMBAYARAN

HAMA FOS LANGSUNG (LS) DANA RUPIAH MURNI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
2 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN

Peraturan Menteru Keuangan No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan APBN;

Peraturan Menteru Keuangan No. 202 /PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan

Umum;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan

6 Universitas Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai
Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

1 Memahami proses pengajuan Uang Persediaan

2 Memahami Microsoft Office

3 Memiliki sertifikat pelatihan bendahara negara tersertifikat (BNT)
4 Memahami tugas dan fungsi pokok dibidang perbendaharan

5 Memahami regulasi perpajakan yang berlaku

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1 Komputer/Laptop;
2 Jaringan Internet
3 Lembar Ceklist

4 dst.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




POS MEKANISME PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) DANA RUPIAH MURNI

C

Form Verifikasi, SPTJB, Kuitansi,
Nota/Invoice, NPWP (Suplier baru),
Rekening (Supher baru), Dokumen
(absensi, undangan, notulen, foto),

Menerima dana

Jika Belarya
barang/ Jasa,
Modal, Pegawai

1 Mengupload dokumen dan menyerahkan kepada BAPP, BAST, Surat Pesanan (Aset dan 10 Menit Dokumen pengajuan
Staf PPK P 1 ), Surat an KPA
(pelaksana pelatihan tendik/dosen),
dan Faktur pajak, SSP, Daftar Bayar,
dokumen perjadin
Tidak Form Vzr'fﬁkni. SPTJB, Kuu-nn,
/\ ““k,“ Setuju Nnu[l.,wnn. N’PW'P (Suplier baru),
Setuy Rel {Suplier baru), Dok
\./ (absensi, undangan, notulen, foto),
2 M cilllcasi Srleng) bevkas Aok BAPP, BAST, Surat Pesanan (Aset dan 15 Menit Draf SPP
R Persediaan), Surat Keputusan XPA
(pelaksana pelatihan tendik/dosen),
dan Faktur pajak, SSP, Daftar Bayar,
dokumen perjadin
Form Venfikasi, SPTJB, Kuitansi,
/ Nota/Invoice, NPWP (Suplier baru),
Rekening (Suplier baru), Dokumen
gl (absensi, undangan, notulen, fotw),
a3 Melakukan pmgup-n atas draf SPP dan BAFP, BAST, Surat Pesanan (Aset dan 10 Menit Persetujuan
d SPP-LS kan Privy P ), Surat Key KPA
(pelaksana pelatihan tendik/dosen),
dan Faktur pajak, SSP, Daftar Bayar,
dokumen penjadm
5 Menguji ketersediaan pagu dana dan kebenaran SPP dan dokumen pendukung 15 Menit Verifikasi Berkas
SPP
5 Memvalidasi dplcumr_n S8P, Faktur Pajak dan SPP dan dokumen pendukung 10 Menit Verifikasi Berkas
Jumlah potongan pajak (PPN/PPh) l
6 |Melalukan pengujian format dan menerbitkan SFM _|-| I SPP dan dokumen pendukung 15 Menit SPM
v Melakukan pengujian formal dan menandatangani < SPM dan Dokumen Pendukung 10 Menit Persetujuan
SPM
8 :}e';ljprm SPM, mengesahk dan itk I I SPM dan Dokumen Pendukung 2 Hani SP2D
Jika
Perjalanan
L~_l Dinas
5 ' Dana dan kap file dobumen I & Hoote SP2D dan Bukti transaksi 5 Menit Bukti Transaksi
Bukti transaksi 5 Menit Bukti Transaksi




PROSEDUR:

MEKANISME PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) DANA RUPIAH MURNI

Form Verifikasi, SPTJB, Kuitansi, Nota/Invoice, NPWP
Mengupload dokumen dan (Suph'er baru), Rekening (Suplier baru), Dokumen
1 Unit Keria inanmerahilial Ketadn SEaf (absensi, undangan, notulen, foto), BAPP, BAST, Surat 10 Menit Dok ;
J ppKy P Pesanan (Aset dan Persediaan), Surat Keputusan KPA ORI petpaan
(pelaksana pelatihan tendik/dosen), dan Faktur pajak,
SSP, Daftar Bayar, dokumen perjadin
Form Verifikasi, SPTJB, Kuitansi, Nota/Invoice, NPWP
(Suplier baru), Rekening (Suplier baru), Dokumen
Memuverifikasi kelengkapan (absensi, undangan, notulen, foto), BAPP, BAST, Surat '
2 Stal EEK berkas dokumen Pesanan (Aset dan Persediaan), Surat Keputusan KPA 15 Menit Draf SPP
(pelaksana pelatihan tendik/dosen), dan Faktur pajak,
SSP, Daftar Bayar, dokumen perjadin
Form Verifikasi, SPTJB, Kuitansi, Nota/Invoice, NPWP
Melakukan pengujian atas (Suplier baru), Rekening (Suplier baru), Dokumen
draf SPP dan (absensi, undangan, notulen, foto), BAPP, BAST, Surat . .
2 Bt menandatangani SPP-LS Pesanan (Aset dan Persediaan), Surat Keputusan KPA 19 Menit Pormstujuan
menggunakan Privy (pelaksana pelatihan tendik/dosen), dan Faktur pajak,
SSP, Daftar Bayar, dokumen perjadin
4 Verifikator Menguji ketersediaan pagu SPP dan dokumen pendukun 15 Menit Verifikasi Berk
dana dan kebenaran SPP P & IO
Memvalidasi dokumen SSP,
5 Unit Pajak Faktur Pajak dan Jumlah SPP dan dokumen pendukung 10 Menit Verifikasi Berkas
potongan pajak (PPN /PPh)
7 PPSPM Mzlaluken penguﬁar.l formal SPM dan Dokumen Pendukung 10 Menit Persetujuan
dan menandatangani SPM
Memproses SPM,
8 KPPN mengesahkan, dan SPM dan Dokumen Pendukung 2 Hari SP2D
menerbitkan SP2D
9 BP Menezins. Dana dan SP2D dan Bukti transaksi 5 Menit Bukti Transaksi
merekap file dokumen
10 BPP/ Penerima Menerima dana Bukti transaksi 5 Menit Bukti Transaksi




Sl

Lampiran V. : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Perubahan Kedua Atas
Keputusan Rektor Nomor
4.8/UNS0O/OT/I1II/2024 Tentang
Prosedur Operasional Standar
(POS) pada Biro Perencaaan,
Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum Universitas Bangka
Belitung

Nomor : 13.23/UNSO/OT/IV/2026

DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS])
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

POS Penerbitan Surat Penagihan Piutang

POS Penghapusan Piutang

POS Penatausahaan Piutang

POS Penyusunan Laporan Keuangan

POS Rekonsiliasi dan Validasi Data Keuangan BLU

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 23 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

e

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

—
—S
L |




Lampiran VI

Nomor

Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Perubahan Kedua Atas
Keputusan Rektor Nomor
4.8/UNS50/0T/II1/2024 Tentang
Prosedur Operasional Standar
(POS) pada Biro Perencaaan,
Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum Universitas Bangka
Belitung

13.23/UN50/0T/IV/2026

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

NOMOR POS 001/UN50/ POS/ F.3/ 2024
TANGGAL PEMBUATAN __ |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

RIZARRAN.OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

NIP 19810410201212001

PENERBITAN SURAT PENAGIHAN PIUTANG

NAMA POS PENERBITAN SURAT PENAGIHAN PIUTANG

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
4286);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas
Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan
Bendahara Umum Negara;

€& Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang
PNBP pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas
Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

1 Memiliki Kompetensi di bidang Akuntansi
2 Memiliki kemampuan dalam penelaahan atas data pada laporan
keuangan

3 Memiliki pengetahuan di bidang Sistemn Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

POS Penagihan Piutang

1 Komputer/Laptop;
2 Jaringan Internet
3 Lembar Ceklist

4 dst.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila penghapusan piutang tak tertagih mengalami kenaikan maka risiko penurunan pendapatan akan
semakin besar, sebaliknya jika penghapusan piutang tak tertagih mengalami penurunan maka risiko
penurunan pendapatan semakin menurun

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




M: i dan inpkan data pintang mahasizen yung ( ) 3 % Baftar rekapitulnsi piutang jatuh
L lutuh tempo dari Fakultas Dnftasvekugiouliont phimg jetal ferdy ket tempo siap rekon
2 Mengirimknn konfirmasi data piuiang ke Bendahara Daftar rebapitulasi pintang jatuh tempo 60 monkt Daftar rekapitulesi piutang jatuh
Penerd untuk Hokonaillasi siap rokon g tempa belum validasi
|
a Panerima ima data piutang Daftar rekapitulasi pintang jatuh tempe ) m::wltw "’".‘L";Ei“‘“"
| matinsisea dari Tim Kerjs Aklnp behum validusi P HA g validal
= mahasiswa
- Melaksannkin Rekonsilinst data piutang jatub teinpo ‘ Daftar rekapitulasi piutang jaiuh lempo 1 Hari Draft Berita Avara Hasil Rekonsiliasi
dengan Tim Kerja Alademik BAKK i winp Tekon Piutang Jatuh Tempo
By SRl . e . Berita Acarn Hasil Rekonsillani
B hasil data piutarg jatuh temps Draft berita acarn £24) miemit Piutang Jatuh T 3
; B . Berita Acnra Hasil Rekansiliast
& |Menerima hasil rekoneiliasi data plutang jatub tempo Berita aoara 1260 sronit Fistang Jainh
At urAt pe {han piutang dan chkan ko I I I o . .
7 Wakil Rktor 1T untuk divalidasi Boritu acara, data debitur jatuh tempo 20 menit/dobitar | Draft surat ponagihan piutang
B | Mermnvalidasi surmnt penagihan piutang Diralt suratl peragihan pintang 120 menit Burat penngiban piutang
mengirimkan surat penagilian piutang ke Fokultas baik G
g | s srieiprun via scviadl Surat penagihon pertams 20 menit/debitur | Surat penagihan piutang
10 | Mepermn surnt penagihan pritang Data pembayaran debitur jatuh tompo 1 Hari Daftar dehitur jatuh tempo




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

NOMOR POS 002/ UNS50/ POS/ F.3/ 2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAR I i Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ib i
NIP 19810410201212001

PENGHAPUSAN PIUTANG

NAMA POS PENGHAPUSAN PIUTANG

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
4286);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340];

5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 /PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas
Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan
Bendahara Umum Negara;

6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/FPB/2011 tentang Penatausahaan Piutang
PNBP pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas
Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

1 Memiliki Kompetensi di bidang Akuntansi
2 Memiliki kemampuan dalam penelaahan atas data pada laporan
keuangan

3 Memiliki pengetahuan di bidang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 POS Penatausahaan Piutang
2 POS Penagihan Piutang

1 Komputer/Laptop;
2 Jaringan Internet
3 Lembar Cek List

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila penghapusan piutang tak tertagih mengalami kenaikan maka risiko penurunan pendapatan akan
semakin besar, sebaliknya jika penghapusan piutang tak tertagih mengalamni penurunan maka risiko

penurunan pendapatan semakin menurun




Menerima SK Rektor tentang pemberhentian
scbagai mahasiswa Universitas Bangka Belitung

dari Bagian Akadcmik sebagsi dasar peny SK Rekior 5 menit -
piutang yang tidak terselesaikan
Bendahara Peneri ghitung j intang . Daftar rekapitulasi phutang jatuh
yang tidak tersclesaikan RICRplay A Han vang tidak terselesaikan
I
1
Mcnyusun Konsep Surat Pengurusan Penagihan - . }
kepada Tim Penyelesainn Kerugian Negara (TPKN) 60 menit Konsep Surat Penagihan
Memint i gan Rek Surat Pengurusan
Pesagihan kepad Penyclesaian Ki .
Negarm (I'PKN) Iah diparaf oleh Koordi Konsep Surat Pengurusan Penagihan 60 menit Surat Pengurusan Penagihan
Keuangan, BPKEU dan Wakil Rektor Bidang
Keuangan dan Umum

Mengirimkan Surat Pengurusan Penagihan kepada
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPRN)

Surat Pengurusan Penagihan




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

NOMOR POS 003/UNSQ/POS/F.3/2024
TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DiSAHEAN OLEd Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. 1B%a i
TIM KERJA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN NIP 19810410201212001
PENATAUSAHAAN PIUTANG NAMA POS PENATAUSAHAAN PIUTANG

DASAR HUKUM :

HKUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
4 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nemor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 / PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang
5 dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum
Negara;
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBP pada
Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Banglka
7 Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

1 Memiliki Kompetensi di bidang Akuntansi

2 Memiliki kemampuan dalam penelaahan atas data pada laporan keuangan

3 Memiliki pengetahuan di bidang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 POS Penagihan Piutang,
2 POS Penghapusan Piutang

1 Komputer/Laptop;
2 Dokumen Sumber (SIM Keuangan Mahasiswal)
3 Surat Keputusan Penghapusan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila penghapusan piutang tak tertagih mengalami kenaikan maka risiko penurunan pendapatan akan semakin
besar, sebaliknya jika penghapusan piutang tak tertagih mengalami penurunan maka risiko penurunan pendapatan
semakin menurun

Pencatatan dilakukan dengan aplikasi kenangan




Berdnsarkan Dok ber (SIM %
1 |Mahas ) F : SIM Keunngan Mahasiswa 120 menit Daftar Tagihan Plutang
Daltar Rekapitulasi Piutang
Berdasarkan Rekapittasi Plutang, Tim PRBE
2 |menyusun Rekapitulssi Umur Piutang, dan Daflar Draftar Tagihan Piutang | Hart rindbwior o laad
Saldo Piutang i F 13
3 Tim PNEP menyeralikan Rekapitslasl Umur Piutang
“ {dnn Daftar Saldo Plutang ke Ka. BFKEU
K, BPERU menyetujui Daftar Umur Piutang dan
* | Gunar Saldo Plutang Baltar Saldo Plutang 120 menit Dafltar Salio Piutang
Tim PNBP mengirimican Daftar Saldo Piutang ke 4
% | Fakulias dan melakukan rekonsiliasi ke Fakoul Daftar Salde Plutang 120 menit Daftar Saldo Plutang
5 Fikultas membuat Berita Acarn Daftar Saido — — .
Flutang
Thn Ketia Aklag ’ Jurnal brrtdasark Jumal Laporan Kevangan yang
* Saldo Piutang {Jurnal 40 menit kit st it
‘Tin Kerja Aklap memposting pada sistem dan : 4
8 |menghasilikan Laporan Keuangan yang menyajikan Jurnal 30 menit Laporan Keunngan yang menyajikan
akeun piutang akun piutang




PROSEDUR OPERABIONAL S8TANDAR (POS)

= %
44‘3%":;35
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
TIM KERJA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

NOMOR POS 004/ UNS0/POS/F.3/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januan 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

LRSS SRR Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof, Dy Vbr; M.S1
NIP 19810410201212001

NAMA POS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negpara Republik Indonesia Nomor 53401

5 Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

g Peraturan Menter Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Badan Lavanan Umum:

7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
# Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembag:
4 Keputusan Menter h.euangan kepubtlk Indonesia Nomor 452 ‘l'ahun 2023 tentang Penetapan Universitas Bangka Belitung

pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola
Pengelnlasn Kenanegan Radan Lavanan [lmum

1 Memiliki pengetahuan tentang peraturan penyusunan laporan
keuangan

9 Memiliki pengetahuan dan keterampilan penggunaan aplikasi

yang terkait penyusunan laporan keuangan

3 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Memiliki kemampuan dalam penelaahan atas data pada laporan

2 keuangan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGEAPAN :

1 POS Penatausahaan Piutang
2 POS Penagihan Piutang

3 POS Penghapusan Piutang
4 POS Pengurusan Piutang

1 Jaringan Internet

2 Lembar Cek List
3 Komputer/Laptop, Printer, Scanner

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penatausahaan penting untuk menghindari berkurangnya pendapatan
Laporan Keuangan merupakan laporan yang wajib disusun oleh satker sebagai pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana

negara
Apabila penghapusan piutang tak tertagih mengalami kenaikan maka risiko penurunan pendapatan akan semakin besar,

sebaliknya jika penghapusan piutang tak tertagih mengalami penurunan maka risiko penurunan pendapatan semakin
menurun

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

NOMOR POS 004 /UNSO/POS/F.3/2024
TANGGAL PEMBUAZ2 Januari 2024

TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIH8 Maret 2024
DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

= M=

Prof. Dr. Ibrahim_M.S1
NIP 19810410201212001

NAMA POS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

g Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang '

Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Reoublik Indonesia Nomor 53401:

5 Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649j;
Peraturan Menter: Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuanegan Badan Lavanan Umum:

7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217 /PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum,;

9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMEK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

# Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57 /PB /2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Ne

1 Memiliki pengetahuan tentang peraturan penyusunan
. laporan keuangan

2 Memiliki pengetahuan dan keterampilan penggunaan
. aplikasi yang terkait penyusunan laporan keuangan

3 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

4 Memiliki kemampuan dalam penelaahan atas data pada
laporan keuangan

a
g Keputusan Men{aar I{euanga.n Kepublik Indonesia Nomor 452 ‘I'ahun ZUZ3 tentang Penetapan Universitas Bangka Belitung
pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola

Penoelalaan Kenangan Radan [avanan [Imum

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 POS Penatausahaan Piutang
2 POS Penagihan Piutang

3 POS Penghapusan Piutang
4 POS Pengurusan Piutang

1 Jaringan Internet

2 Lembar Cek List
3 Komputer/Laptop, Printer, Scanner

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penatausahaan penting untuk menghindari berkurangnya pendapatan
Laporan Keuangan merupakan laporan yang wajib disusun cleh satker sebagai pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana

negara
Apabila penghapusan piutang tak tertagih mengalami kenaikan maka risiko penurunan pendapatan akan semakin besar,

sebaliknya jika penghapusan piutang tak tertagih mengalami penurunan maka risiko penurunan pendapatan semakin
menurun

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




NO AKTIVITAS . :
AKLAP :
Bendahara Aklap EPA SP1 KPPN DIKTIRISTEK KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Menyampaikan dokumen-dokumen ‘ ' .
1 10 menit
pendukung laporan keuangan
Menyampaikan dokumen-dokumen
pendukung laporan keuangan berupa . Softcopy LPJ, Rekening
2 Fotocopy rekening koran, daftar rekening iﬁ:ﬁp}é ;‘;J(,)::li{guzim 4 120 menit [Koran, BAR Cash
saldo, BAR Cash Opname, LPJ 2 P Opname
Bendahara, SSPB
k.
> Operator Laporan Keuangan Menarik I .. |Modul pelaporan pada
3 data pada SAKTI Data aplikasi SAKTI 60 menit aplikasi SAKTI
Operator Laporan Keuangan melakukan
rekonsiliasi internal dengan Operator . |Berita Acara
% |BMN terhadap persediaan, aset tetap dan SP2D, Laporan BMN Lhar |o . eilinsi
aset lainnya, Bendahara
5 |Membuat Jurnal Penyesuaian Akrual i;:ﬁzran I'S(zl:c; iektsmrl'lg, 1 hari |Memeo Penyesuaian
Tar y ANIVESLASs]
6 Operator melakukan rekonsiliasi dengan Tutup buku medul £ i Hasil Rekonsiliasi
KPPN melalui E-Rekon pelaporan SAKTI & |(sHR)
]
Setelah data satker dengan KPPN sama l
maka pihak operator mencetak Laporan
Keuangan berupa Laporan Realisasi,
7 Laporan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Laporan Keuangan sesuai E 7 hari Laporan keuangan

Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas dan
membuat CALK untulk diverifikasi dan
divalidasi lebih lanjut

Rekon

sesuai E-Rekon




NO

AKTIVITAS

Bendahara

Aklap

KPA

DIKTIRISTEK

KELENGEAPAN

WAKTU

OUTPUT

Laporan diverifikasi oleh SPI untuk
dibuatkan pernyataan telah direviu

Laporan Keuangan sesuai E-
Rekon

5 hari

pernyataan telah

direviu




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

. NOMOR POS 001/UN50/ POS/F.3/2026
TANGGAL PEMBUATAN __ |6 April 2026
S, 9 TANGGAL REVISI
1’ 5 TANGGAL EFEKTIF 6 April 2026
o S DISAHKAN OLEH

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Wektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP 19810410201212001 #

POS REKONSILIASI DAN VALIDASI DATA KEUANGAN BLU

cf-lf- ~lr

REKONSILIASI DAN VALIDASI DATA

" KEUANGAN BLU

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran
1 Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 /PMK.06 /2019 tentang Penentuan Kualitas
Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan
Bendahara Umum Negara,

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang
PNBP pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas
Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

1 Memiliki Kompetensi di bidang Akuntansi

2 Memiliki kemampuan dalam penelaahan atas data pada laporan
keuangan

3 Memiliki pengetahuan di bidang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Komputer/Laptop;
2 Jaringan Internet
3 Lembar Ceklist

4 dst.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Terdapat risiko selisih data antar sistem yang tidak terdeteksi. selain itu, ketidaklengkapan data dapat
menurunkan keandalan hasil rekonsiliasi. Risiko lainnya adalah pencatatan jurnal penyesuaian tanpa
didukung dokumen yang sah, vang berpotensi menimbulkan kesalahan atau indikasi fraud. Selanjutnya,
keterlambatan proses rekonsiliasi dapat berdampak pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




POS REKONSILIASI DAN VALIDASI DATA KEUANGAN BLU

1 Mengunduh data dari SAKTI, SIMAK-BMN, dan File export sistem 1 Hari Data mentah Periode harus
sistem internal C:D sama
2 |Memastikan kelengkapan dan cut-off data Checklist data 1 Hari Data siap rekonsiliasi Data dikunci
3 |Rekonsiliasi pendapatan Data UKT & bank 1-2 Hari Kertas kerja 5
4 |Rekonsiliasi belanja SP2D 1-2 Hari Kertas kerja -
5 |Rekonsiliasi piutang Data mahasiswa 2-3 Hari Aging piutang -
6 |Rekonsiliasi aset SIMAK-BMN 2-3 Hani Kertas kerja aset N
T = =
7 |ldentifikasi selisih Kertas kerja 1 Hari Daftar selisih -
poy a ti ks . Analisis selisih Wajib root
8 |Analisis penyebab selisih Bukti transaksi 2-3 Hari sis selisi e ian
9 |Jurnal penyesuaian Dokumen pendukung 1 Hari Jurnal koreksi ::;;;tu;uan
10 |Validasi kewajaran data Analisis tren 1-2 Hari Hasil validasi
Tidak Wajar Wajar
11 |Review hasil rekonsiliasi —<> Dokumen lengkap 1 Hari Persetujuan
Tidak
. Setuju
12 |Penyusunan berita acara Setuju <>_—J._ Dokumen lengkap 1 Hari BA Rekonsiliasi
e i
13 |Pengarsipan dokumen ( } File lengkap 1 Hari Arsip Audit trail




PROSEDUR:

REKONSILIASI DAN VALIDASI DATA KEUANGAN BLU

1 |Operator g::fr? ?::::nﬁta o SAI' SN File export sistem 1 Hari Data mentah z:;i]c;de L
2 |Operator Memastikan kelengkapan dan cut-off data Checklist data 1 Hari Data siap rekonsiliasi Data dikunci
3 |Verifikator Rekonsiliasi pendapatan Data UKT & bank 1-2 Hari Kertas kerja -

4 |Verifikator Rekonsiliasi belanja SP2D 1-2 Hari Kertas kerja -

5 |Verifikator Rekonsiliasi piutang Data mahasiswa 2-3 Hari Aging piutang R

6 |Verifikator Rekonsiliasi aset SIMAK-BMN 2-3 Hari Kertas kerja aset -

7 |Verifikator Identifikasi selisih Kertas kerja 1 Hari Daftar selisih -

8 |Verifikator Analisis penyebab selisih Bukti transaksi 2-3 Hari Analisis selisih Z;ii;: g

9 |Operator Jurnal penyesuaian Dokumen pendukung 1 Hari Jurnal koreksi z:?stujuan
10 |Verifikator Validasi kewajaran data Analisis tren 1-2 Hari Hasil validasi -

11 |Supervisor Review hasil rekonsiliasi Dokumen lengkap 1 Hari Persetujuan -

12 |Verifikator Penyusunan berita acara Dokumen lengkap 1 Hari BA Rekonsiliasi -

13 |Operator Pengarsipan dokumen File lengkap 1 Hari Arsip Audit trail
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12,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29,

Lampiran VII : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Perubahan Kedua Atas
Keputusan Rektor Nomor
4.8/UNS0O/OT/I111/2024 Tentang
Prosedur Operasional Standar
(POS) pada Biro Perencaaan,
Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum  Universitas Bangka

Belitung
Nomor : 13.23/UNS0/OT/IV /2026

DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG KEPEGAWAIAN
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

POS Sumpah dan Janji PNS/PPPK

POS Usul Kartu Istri dan Kartu Suami PNS

POS Usul Kartu Pegawai

POS Usul Peninjauan Masa Kerja PNS

POS Pengajuan Studi Lanjut Pegawai Bagi Dosen PNS

POS Pengajuan Studi Lanjut Pegawai Bagi Dosen Non PNS

POS Pengajuan Studi Lanjut Pegawai Bagi Tenaga Kependidikan UBB
POS Kenaikan Gaji Berkala

POS Kenaikan Pangkat Pegawai Non PNS

POS Kenaikan Pangkat PNS

POS Usulan Inpassing Pegawai Dosen Non PNS s.d. Pangkat Penata Tingkat
[

POS Usulan Inpassing Pegawai Dosen Non PNS Gol 4

POS Usul Kebutuhan ASN

POS Pengadaan ASN

POS Rekruitmen Non ASN

POS Rekruitmen Pegawai

POS Usulan Pengembangan (Pelatihan) Pegawai ASN

POS Jjin Perceraian PNS

POS LHKPN dan LHKASN

POS Pemberhentian Pegawai Non ASN yang Meninggal
Dunia/Mengundurkan Diri

POS Pemberhentian Pegawai Non ASN yang Memasuki Usia Pensiun
POS Pemberhentian Pegawai ASN yang Meninggal Dunia

POS Pemberhentian Pegawai ASN Akibat Pelanggaran Disiplin

POS Pemberhentian Pegawai ASN Atas Permintaan Sendiri

POS Pemberhentian Pegawai ASN Mencapai Batas Usia Pensiun

POS Demosi Pegawai

POS Mutasi PNS

POS Promosi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional

POS Pemberian Biaya Bantuan Pendidikan Studi Lanjut Pegawai bagi
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UBB

i

s



30.
31.

32.
33.

POS Perpindahan Tugas/Rotasi Tenaga Kependidikan

POS Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran
oleh Pihak yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja

POS Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Instansi
POS Tata Cara Pengaduan Pelanggaran Disiplin Pegawai

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 23 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

==

IBRAHIM
NIP 198104102012121001




Lampiran VIII : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Perubahan Kedua Atas
Keputusan Rektor Nomor
4.8/UN50/0T/IlI/2024 Tentang
Prosedur Operasional Standar
(POS) pada Biro Perencaaan,
Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum Universitas Bangka
Belitung

Nomor . 13.23/UN50/0T/IV/2026

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG KEPEGAWAIAN
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

(112

S
.



PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

y NOMOR FOS 001/UNSO/POS/F.4/2024
5 & TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

ISARKAN CLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN Prof. Dr. Ibrahim. M.Si
NIP. 198104102012121001
SUMPAH DAN JANJI PNS/PPPK NAMA POS SUMPAH DAN JANJI PNS/PPPK
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Memahami peraturan tentang Pelaksanaan Pelantikan / pengambilan
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); * sumpah.

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGEAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnva.
2, Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




ditandatangani secara lengkap kepada PNS/PPPK yang dinmbil sumpah dan satu
fi py sebagai arsip Kepegawaian dan n Iininistrasikan Berita Acara
Pengambilan Sumpah dan memasukkan ke dalam dosir kepegawaian,

BUMPAH DAN JANJI PNBIPI’PK =
) i _ Peluksann Matu Baku i
7 i o
3
1. l\-'!elnkukan im;\emariao:\i FNS,-‘!‘['I;‘K yang belum dinmbil sumpah Taftar nama Pegawai yang belum 30 Menit Daftar nama Pegawai yang,
D disumpah belum disumpah

2 |Membuat draft Berita Acara Pengambilan Sumpah dan menyampaikan kepada Konsep Berita Acara Sumpah Janiji B0 menit Hensep Berita Acara Sumpah
Hoordinator Jabatan Fungusional Bidang Kepegawnian dan r buat draft surat Pegawai Janji Pegawni
pemberitahuan pelaksanaan pengambilan sumpah kepada para PNS/PPPK vang akan
dilantik,

3 |Melakukan koordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulsuan Bangka Rohaniwan dan Konsep Berita 30 menit Rehaniwan dan Kut.llscp Berita
Belitung untuk mengajukan permintaan bantuan Rohaniawan dan biiat Memt Acora Sumpah Janji Pegawai Acara Sumpah Janji Pegawai
draft surat permohonan bantuan rohaniawan, mereviu draft Berita Acara Pengambilan
Sumpah, mereviu surat pemberitahuan pelaksannan pengambilan sumpah kepada |
PNS/PPPK yang akan dilantike dan Menghubungi Pegawai UBB yang akan menjadi
anksi Pengambilan Sumpah. Tidak

4 | Mereviu draft surat per bantuan rel mereviv draft Berita Acara va Konsep Surat Permohonan dan 15 menit Konsep Surat Permohonan dan
Pengambilan Sumpah, mereviu surat pemberitnhuan pelaksanaan pengambilan /\ Pemberitahuan, Berita Acara Pemberitahunn, Berita Acara
sumpah kepada PNS/PPPK vang akan dilantk. —\S'l://- Sumpah Pegawai Sumpah Pegawai

a
Tidak
Ya

5 | Mereviu draft surat permehonan bantuan rohaniawan, mereviu draft Berita Acara Kensep Surat Permiohonan dan L5 menit Konsep Surat Perinohonan dan
Pengambilan Sumpah, mereviu surat pemberitnhuan pelaksanaan pengambilan Pemberitahuan Pemberitnhunn
sumpah kepada PNS/PPPK yang akan dilantik, i Data

Vald

& | M latangani surat per n bantuan rohaniawan dan surat pemberitahuan Ya Surat Permohonan dan 15 menit Surat Permohonan dan
pelak 1aan pengambilan sumpah | ia PNS/FPPPK vang akan dilantik. Pemberitahuan Pemberitahuan

T | Pelaksanaan Pengambilan Sumpah FNS/PPPK. Sumpah Pegawai G0 menit Sumpah Pegaws

8 |Meminta tandatangan kepada PNS/PPPK vang disumpah, Saksi dan Rektor dalam Herita Acara Sumpah Pegawai 15 menit Berita Acara Sumpah Pegawai
Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Menerima kembali Berita Acara P il
Sumpah.

9 [Mendistribusikan satu lembar asli Berita Acara Pengambilan Sumpah yanag telah Berita Acara Sumpah Pegawai 1 hari Berita Acara Sumpah Pegawai




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 002/ UN50/ POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DisAHKAN QLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN Prof. Dr. Ibr ST
NIP, 198104102012121001
USUL KARTU ISTRI DAN KARTU SUAMI PNS NAMA POS USUL KARTU ISTRI DAN KARTU SUAMI PNS
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 1. Memahami tata cara pengusulan Kartu [stri dan Kartu Suami PNS.

Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomeor 3 Tahun
2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751};

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190
Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung,

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




mengarsipkan dalam bentuk soft file,

USUL KARTU ISTRI DAN HARTU SUAMI PNS
- = T = Pelal | Mutu Baku [=
FRE Ry Kepala Biro I
o, Aktivitas Anggota Tim | Ketua Tim | Percncanaan, RSt i 5 e j
: 2 Bidang Bidang Henangan, |~ =1 Eeclengkapan Wakta Output
i i et K ing | Keuangan dan Umum | h ]
: pegavaian Sl
1 |Melakukan pendatann PNS yvang belum memiliki kartu istri (Karis) dan karu Surat pengantar, Foto lstrifSuami 30 menit konsep herkas usulan
suami (Karsu) dan membuat konsep surat usulan Karis dan Karsu, ‘ l berwarna Uk, 2x3, lotocopy SK CPNS,
[otocopy SK PNS, fotocopy Buku/Akta
Nikah, Laporan Perkawinan pertama
PNS, Daftar Keluarga PNS
2 | Memverilikasi berkas data pendukung Karis dan Karsu, konsep berkas usulan 60 Menit konsep berkas usulan
Tidak
3 |Memverifikasi berkas usul Karis dan karsu, mereviu konsep surat usulan Berkas usulan Karis dan Karsu 60 Menit Berkas usulan Karis dan
Karis dan Karsu kemudian memaraf pada surat usulan apabila telah Karsu
menyetjui. Ah
I 2
Tidak
4 |Mereview konsep surat usulan Karis dan Karsu dan memaraf surat usulan Ya Berkas usulan Karis dan Karsu 15 Menit Berkas usulan Karis dan
apabila telah menyetujul, Karsu
S
e
Ya Tidak
5 |Mereview konsep surat usulan Karis dan Karsu dan memarafl surat usulan Berkas usulan Karis dan Karsu 10 Menit Berkas usulan Karis dan
apabila telah menyetujui, Karsu
i Data
Valld
6 |Mereview dan menandatangant surat usulan Karis dan Karsi. Ya Derkas usulan Karis dan Karsu 10 Menit Berkas usulan Karis dan
Karsu
7 [Mengirim soft file pdl surat usulan Karis dan karsu beserta berkas | Berkas usulan Karis dan Karsu 20 menit Berkas usulan Karis dan
pendukung ke Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Karsu
Teknologl.
8 |Menerima Karis dan karsu dari Biro SDM Kementerian Pendidikan, Karis dan Karsu 1 hari Karis dan Karsu
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Ej
9 |Menyampaikan Karis dan Karsu kepada PNS. Karis dan Karsu 1 hari Karis cdan Karsu
10 | Mengarsipkan foto copy Karis dan Karsu dalam dosir kepegawaian dan ) Karis dan Karsu 30 Menit Karis dan Karsu




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 003/UNS50/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001
USUL KARTU PEGAWAI NAMA POS USUL KARTU PEGAWAI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 1. Memahami proses pembuatan Kartu Pegawai.

Indonesia Nomor 4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Orpanisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun
2023 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




USUL KARTU PEGAWAT

A, - = 3 + . A1 ; . .' t
AEpEATY aian | Kepegawaian w‘lf aian 1

1 [Melakukan pendataan PNS yang belum memiliki Kartu Pegawai (Karpeq) Surat pengantar, Foto berwarna 30 menit Konsep berkas usulan,

dan membuat konsep surat usulan pemrosesan Kameg, ( ) Uk. 2x3, fotocopy SK CPNS,

fotocopy 3K PNS, fotocopy SPMT,
fotocopy STTPL

2 |Memverifikasi berkas data pendukung usulan Karpeg. f Konsep berkas usulan 60 Menit Konsep berkas usulan
3 |Memverifikasi berkas usul Karpeg, mereviu konsep surat usulan Tidak Berkas usulan Kartu Pegawai. 60 Menit Berkaa usulan Kartu

pemrasesan Karpeg kemudian memaral pada surmt usulan apabils telal Ya \ Pegawai,

menyetujui, /,D/m

k-2
Tidak

4 |Mereview konsep surat usulan Karpeg dan memaral surat usulan i Berkas usulan Kartu Pegawal. 15 Menit Berkns usulan Kartu

apabila telah menyetujui, /\ Pegawai.

Data n
‘w‘.d//
Ya Tidak

5 |Mereview konsep surat usulan Karpeg dan memaral surat usulan Berkas usulan Karta Pegawai. 10 Menit Berkas usulan Kartu

apabila telah menyetujul. / Pegawal.

& Data
TN Valid
6 |Mereview dan menandatangani surat usulan Karpeg, Y& ] Berkas usulan Kartu Pegawai, 10 Menit Berkas usulan Kartu
Pegawai,

7 |Mengirim soft file pdf surat usulan Kerpeg beserta berkas pendukung ke Berkas usulan Kartu Pegawai. 20 menit Berkas usulan Kartu

Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pegawai.
8 |Menerima Karpeg dari Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, ; g Kartu Pegawai 1 hari Kartu Pegawai

Riset, dan Teknologi. | |
9 |Menyampaikan Karpeg kepada PNS. Kartu Pegawai 1 hari Kartu Pegawai
10 | Mengarsipkan foto copy Karpeg dalam dosir kepegawaian dan Kartu Pegawai 30 Menit Kartu Pegawai

mengarsipkan dalam bentuk soft file. @




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 004/UNSO/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

UNIVERSITAS BANGEKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN Prof. Dr. ¥brahim, M.Si
NIP. 198104102012121001
USUL PENINJAUAN MASA KERJA PNS NAMA POS USUL PENINJAUAN MASA KERJA PNS
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1. Memahami proses peninjauan masa kerja.

4301);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477]);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi:

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




USUL PENINJAUAN MASA HKERJA PNS

| Kemangan dan Umum BT : e |
1 |Memverifikasi berkas usul Peninjauan Masa Kerja (PMK) PNS dari unit Sural Pengantar, Legalisir SK 45 menit Konsep berkas usulan Kelengkapan
kerja di UHB kemudian membuat draft surat usulan PME PNS ke Biro SDM : ). | - Pengangkatan Pertama, SK |administrasi asli
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pemberhentian, dan asli Surat ket. Masa
kerja [pada instansi
| Tidak pemerintah/berbadan hukum), asli SK
CPNS dan asli SK PNS, Daftar
rekapitulasi gaji per bulan sejak
pengangkatan perlama sebagat pegawai
tolap sumpai dengan SPMT CPNS, asli
SK kenaikan pangkat terakchir, asli
ijazah dan transkrip saat melamar CPNS
2 | Memverifikasi berkas usul Peninjavan Masa Kerja (PME)] PNS dari unit | Berkas usulan Peninjovan Masa Kerja 30 menit Konsep berkas usulan
kerja di UBB kemudian mereviu draft surat usulan PME PNS ke Biro SDM (PMEK)
Kementerinn Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memaraf | i 2% Data -
surat usulan apabila menvetujui Valid |
¥ | Tidak
3 |Memverifikasi berkas usul Peninjauan Masa Kerja (FMK] PNS dari unit ¥a | Berkas usulan Peninjauan Masa Kerja 15 menit Konsep berkas usulan =
kerja di UBB kemudian mereviu draft surat usulan PMK PNS ke Biro SDM (PMEK]
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memaraf Data
surat usulan apabila menyetujui, Valid |
| Tidak
4 |Memverniikasi berkas usul Peninjauan Masa Kerja (PME) PNS dari unit Ya Herkas usulan Peninjauan Masa Kerja 10 menit Kensap berkas usulan =
kerja di UBB kemudian merevia draft surat usulan PME PNS ke Buo SDM [FMEK]
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memaral Dot
surat usulan apabila menyetujui. Yalid
5 [Mersview konsep surat usulan usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK] PNS Ya Herkas usulan Peninjanan Masa Kerja 10 manit Konsep berkas usulan
dan menandatangani surat usulan apabila telah menyetujui. [PME]
6 [Mengirim soft file pdf surat usulan Peninjauan Masa Kerja (PME) PNS | Berkas usulan Peninjouan Masa Kera 60 menit Konsep berkas usulan
beserta berkas pendulung ke Bire SDM Kementerinn Pendidikan, (PMK]
Kebudayann, Riset, dan Teknolagi.
7 [Menerima SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) PNS dari Biro SDM Peninjauan Masa Kerja (PME) 1 hari Surat Keputusan Peninjauan -
Kementerian Pendidikan, Kebudayvaan, Riset, dan Teknologi. l:lj Masa Kerja (PMK)
8 |Menvampaikan SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) PNS kepada FNS, Peninjauan Masa Kerja (PME]) 1 hari Surat Keputusan Peninjauan 5
l Masa Kerja (PME)
9 |Mengarsipkan foto copy SK Peninjauan Masa Kerjn [PMK) FNS dalam dosir Peninjounn Masa Kerja (PME] 30 menit Surat Keputusan Peninjauan =
kepegawaian dan mengarsipkan dalam bentuk soft file. D Masa Kerja (PMK)




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 005/ UN50/ POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

BISAHKANQLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibr -
NIP. 198104102012121001

PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI DOSEN PNS

PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI

N pos DOSEN PNS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

S

9,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indeonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian

Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nemor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung,.

1. Memahami proses studi lanjut dosen PNS.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGEKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI DOSEN PNB

: ; e 1= Kepala Biro
= . _Ullllll ! t
1 |Pegawai Dosen PNS yang akan studi lanjut mengajukan ijin
kepada Rektar seeara berjenjang melalui Ketua Jurusanf Program
Studi atan atasan langsungnva dan Dekan sebelum mengikuti Permohonan usulan tugas P Herkas permohonan
seleksi masuk dan diterima pada Perguruan Tinggi vang dituju. belajar usulan tugas belajar
2 |Pegawai Dosen PNS yang telah dinyatakan diterima pada Program
Studi dan Perguruan Tinggl penyelenggarn studi lanjut
1 jub per tugas belajar atau kin belajar kepada Permohonan usulan tugas Fansnit Berkas permohonan
Rektor secara berjenjong melalui Ketua Jurusan/Program Studi belajor h usulan tugas belajar
dan Dekan.
3 |Menyampaikan usulan studi lanjut kepada Rektor,
Berkas pormohonan usulan 5 menit Berkas permohonan
tugas belajar = usulan tugas belajar
4 |Mendispesisikan surat usulan studi lanjut kepada Wakil Rektor
Bidang Keuangan dan Umum,
‘ e ’ Berkas usulan tugas belajar 3 menit Béskis usulanthgas
AT AT P o e balajar
P
3 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Kepala Biro
Ferencanaan, Keuangan, Ke waian dan Umum, . . Berk: sulan tugns
L Berkas usulan tugas belujar 5 memnit = ,M s &
belajar
6 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Ketua Tim
Kerja Bidang Kepegawainn untuk diteliti lebih lanjut. Berk wlan tugas
Berkas usulan tugas belajar 3 menit FisEa ¥
belnjar
7 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Tim Kerja |
Bidang Kepegawaian untuk diteliti lebih lanjut Berkas usnlon tugas
Berkas usulan lugas belajar 5 menit e g
belajar
& M ifiknsi kelengkapan berkas usulan studi lanjut. '
< e lan t £y
Berkas usulan tugas helnjar 40 menit H ﬂfns TR S
’ belajar
9 |Membuat draft surat usulan studi lanjut kepada Biro SDM
Kamclmmninn FPendidikan, Riset dan Teknologi dan surat Perjanjian . " Berkas usulan tugas
Studi Lanjut =T Berkas usulan tugas belajar 23 menit ;
belnjar
10 | Mereview draft surat usulan studi lanjut kepada Biro SDM
Kementeriun Pendidikan, Riset, dan Teknologi dan surat Tidak Berk -
Perjanjian Studi Lanjut dan memberikan paral apabila Cata Berkas usulan tugas belajar 15 menit N u;; e 1 g
menyetujuinya. Valid . g
11 | Mereview draft surat usulan studi lanjut kepada Biro SDM
Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi dan surat Ya Bt Tiddak
Perjanjian Stud: Lanjut dan memberikan paraf apabila ; Herk alan tu
menyetujuinya Valid Berkas usulan tugas belajar 10 menit i

belajar




PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI DOSEN PNS

T ] = = :
R i B3E A R Kepala Biro . ; | ; |
No.l Aktivitas wm—u g Perencanaan, mm ! 5 SR L 0 o S
: Hemungun, Bidang Kemangun TR i sl
: : Umnm i
12 | Mereview draft surat usulan studi lanjut kepada Bire SDM u =
Kementerinn Pendidikan, Riset, dan Teknologi dan surat
Perjanjinn Studi Lanjut dan memberikan paraf apabila : g . Berkas usulan tugas
esgetilnyn Ya $ Berkas usulan tugas belajar 10 menit belajar
:
13 | Mereview draft surat usulan studi lanjut kepada Bire SDM | SRR =
Kementerian Pendidikan, Riset, dan Tekmologi dan surat Va § T,
Perjanjian Studi Lanjut dan berikan tand o pabi Berkas usulan tugas belajar 10 menit ::E;:Ens el
menyetujuinya. aar
14 | Mengirim soft {ile pdl surat usulan studi lanjut PNS beserta Kelengkapan
e 6 Pacwin ] sdicl administrasi
Ee;ka: poudu:tﬁl.:;!; :e 1j'}‘tokbf':M iI\eml_nlr:rmn Pendidilan, ?‘ Bl ” N . _ Berkns usulan tugas |
ebudayann, t dan Teknolog i rkas usulan tugas belajar >0 menit Balajsr
L5 [Menarima SK studi lanjut PNS dari Bire SDM Kementerian -
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi . .
| SK tugas balnjar 15 menit | SK tugas belajar
16 | Menyampaikan SK studi lanjut kepada FNS Berkas di scan
) Dalam format
| l SK tugas helajnr 15 menit |8 tugas belajar pdf
17 | Mengarsipkan foto copy SK studi lanjut PNS dalam dosir Berka_-l asli
kepegawninon dan mengarsipkan dalam bentuk soft file disimpan di
L Fakultas,
{ ) sedangkan
- . X . . berkas soft
SK tugas belajur 30 menit  |SK tugas Lelajar copy dalam
formnt pef

dikirim ke
Rektorat




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGHKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 006/UNSO/POS/F.4/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024
TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN QLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. IBT . M.Si
NIP. 198104102012121001

PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI DOSEN NON PNS

PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI

~ R DOSEN NON PNS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

9.

Undang-Undang Republik Indenesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4301);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelavanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian

Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik [ndonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751J;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses studi lanjut dosen Non PNS.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




FPENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI DOSEN NO

N PNB

surat Peranjian Stud: Lamjut.

Dokumen

] Pelaksann Mutn Baka
Mo Aktivitas 1 L L Mmlmn, m-'l.‘h Anggots Tim X ALy ]
e iv Pogawai Wakil Rektor Bidang | * yoppsonn, ' | Bidang ~ Bidang Kelengkapan. Waktn Output
: | Kepegawai Kepeguwai Hepoguwai : |
1 |Pegawai Dosen Non PNS yang akan studi lanjut Kelengkapan Persyaratan 15 menit Dokumen Usul
mengejukan ijin kepada Rektor secara berjenjung administrasi
{melalui Ketun Jurusan/Program Studi atau atasan ‘ ]
langsungnya dan Dekan sebelum mengikuti selekai
masuk dan diterima pada Porguruan Tinggl yang dituju.
2 |Pegawai Dosen Non PNS yang telah dinvatakan diterima Kelengknpan Persyaratan 15 memit Dokumen Usul
pada program studi dan perguruan tinggi penyelenpgara administrasi
studi lanjut mengajukan permohonan tugas belajar atau |
izin belajar kepada Rektor seeara berjenjang melalui
Ketua Jurusan/Program Studi dan Dekan
3 |Manvampaikan usulan studi lanjut kepada Relkter. Kelengkapan Persyaratan 10 menit Dokumen Usul
administrasi
4 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Wakil Doktmen Usul 2 memnit Disposisi
Rektor Bidapng Umum dan Keuangan.
5 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Kepala Dokumen Usul 2 menit Disposisi
Biro Perencanaan. Keuangan, Kepegawaian dan Umnum.
6 [Mendisposisikan surat studi lanjut kepada Ketua Dokumen Usul 2 menit Disposisi
Tun Bidang Kepegawaian untuk diteliti lebih lanjut.
[e—
7 |Mendisposisikan surnt usulan studi lanjut kepada Dokumen Usul 2 menit Disposisi
kepada Anggota Tim Budang Kepegawaian i BPEKU
untuk diteliti Jebih lanjut,
8 |Memverifikasi kelengkapan berkas usulan studi lunjut. | Dokumen Usul 20 menit Hasil Verifiknai
I:lj Kelengkapan Dokumen
9 [Membuat draft surat keputusan ijin studi lanjut dan Hasil Verifikasi Kelengkapan | 15 menit Draft Surat Keputusan [jin

Studi Lanjut dan Surat
Perjanjinn Stud Lanjut




perjanjian studi lanjut kepada Pegawai Dosen Non NS
dan Mengarsipkan fote copy SK studi lanjut pegawai
dosen non PNS dalam dosir kepegawaian dan
|mengarsipkan dalam bentuk soft file,

Lanjut dan Surat Perjanjian
Studi Lanjut

PENGAJUAN S§TUDI LANJUT PEGAWAI BAGI DOSEN NON PNS
T : Pelaksann Atu REEL {
i |
| - ! i
Ta. ! ‘Wakil Rektor Bidang ity T :
r Pogawai e e Moum“ Walta : Dttrﬂt 3
= : t
10 | Mereview dralt surat keputusan studi lanjut dan surat Draft Surat Keputusan ljin |15 menit Perbaikan danjatau paral
perjanjian studi lanjut serta memberikan paral apabila Studi Lanjut dan Surat FPersatujuan
menyetujuinya. Perjunjian Stud Lanjut
Tt . 8
Valid
I Ya
11 | Mereview draft surat keputusan studi lanjut dan surat | Draft Surat Keputusan Jjin 10 menit Perbaikan dan/atau paraf
perjanjian studi lanjut serta memberikan paraf apabila / | Stueli Lanjut dan Surat Persetujuan
menyetujuinya. Cata Perjanjian Stud Lanjut
wld
Tidak
12 | Mereview draft surat keputusan studi lanjut dan surat Ya Diraft Surat Keputusan ljin - |5 menit Perbaikan danfatau parafl
perjanjian studi lanjut serta memberikan paraf apabila Studi Lanjut dan Surat Persetujuan
rmenveljuinya. Data ] Perjanjian Stud Lanjut
Valid
13 |Mereview draft surat keputusan studi lanjut dan surat Iva Draft Surat Keputusan ljin - |5 menit Burat Keputusan ljin Studi
perjanjian studi lanjut serta memberikan tanda tangan Studi Lanjut dan Surat Lanjut dan Sural Perjanjian
apabila menyetujuinya. Perjanjian Stud Lanjut Studi Lanjut
14 |Menyampaikan surat keputusan studi lanjut dan surat = s Surat Keputusan ljin Studi |10 menit Arsip




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 007/UNS0/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. | Si

NIP. 198104102012121001

PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN UBB

PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI
NAMA POS TENAGA KEPENDIDIKAN UBB

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian

Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses izin belajar Tenaga Kependidikan.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PERGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI TENAGA KEPENDIDIEAN UBB

|Pimpinan Unit

Pegawai Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS vang akan studi lanjut
mengajukan ijin kepada Rektor c.q. Kepala Biro Perencanaan,
Keuangan, Kepegawaian dan Umum secara berjenjang melalui
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Administrasi Umum
dan Keuangan/Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Bidang
Ketatausahaan dan Pimpinan Unit Kerja sebelum mengitouti seleksi
masuk dan diterima pada Perguruan Tinggi vang dituju,

Kelengkapan Dokumen
Persyaratan.

Dokumen Usul.

Pegawai Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS yang telah dinyatakan
diterima pada program studi dan perguruan tinggi penyelenggara studi
lanjut mengajukan permohonan tugas belajar atau izin belajar kepada
Rektor ¢.g. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum seeara berjenjang melalui Keordinator Kelompok Jabatan
Fungsional Bidang Administrasi Umum dan Keuangan/Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsicnal Bidang Ketatausahaan dan Pimpinan
Unit Kerja,

Kelengkapan Dokumen
Persyaratan.

Dokumen Usul.

Menyampaikan usulan studi lanjut kepada Rektor melalui Kepala Biro
Poerencanaan, Keuangan, Kepegawninn, dan Umum,

Kelengkapan Dokumen
Persyaratan.

Dokumen Usul.

Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Ketua Tim Bidang o Dokumen Usul Disposisi
Kepegawaian untuk ditelit lebih lanjut.
5 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Anggota Tim Bidang Dokumen Usul. DisposisL

Kepegawaian untuk diteliti lebih lanjut.

Memverifikasi kelengkapan berkas usulan stucdi lanjut.

Dokumen Usul.

Laporan Hasil
Verifikasi/ccklis.

Memhuat draft surar Keputusan lzin Studi Lanjut dan Surat Perjanjian
Studi Lanjut,

Tidak

Dokumen usul dan
Laporan Hasil
Veriflikasi/ceklis,

Draft surat
keputusan ijin studi
lanjut dan surat
Perjanjian Studi
Lanjut,




PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN UBB

‘Mutu Bakn f
- Poguwat  [FTERSUEE]  gektor Bidang  Bidang Kelengkapan Wakta Output
& |Mereview draft surat keputusan studi lanjut dan surat perjanjian studi Draft urat keputusan |15 menit Perbaikan dan atau
lanjut serta memberikan paral apabila menyetujuinya. ijin studi lanjut dan paral persetujuan.
surat Perjanjian Studi
Lanjut.
» Dotz
Tidak \QH d
¥a
9 |Mereview draft surat keputusan studi lanjut dan surat perjanjinn studi Drall surat keputusan |15 menit Perbaikan dan atau
lanjut serta memberikan paral apabila menvetujuinya, /\ ijin studi lanjut dan paral persetujuan.
3_:: surat Perjanjian Studi
\ / Lanjut
Tidak
10 [ Mereview draft surat keputusan studi lanjul dan surat perjanjian studi Ya Draft surat keputusan |15 menit Perbaikan dan atau
lanjut serta memberikan parafl apabila menyetjuinya. ljin studi lanjut dan paral persetujuan.
S:It_: surat Perjanjian Studi
! Lanjut.
11 | Mereview draft surat keputusan studi lanjut dan surat perjanjian stucdi - va Draft surat keputusan |10 menit Surat keputusan
lanjut serta memberikan tanda tangan apabila menyemjuinya ijin studi lanjut dan ijin studi lanjut dan
surat Perjanjian Studi sural Perjanjian
Lanjut. Studi Lanjut yang
di tanda tangani.
12 [Menyampaikan surat keputusan studi lanjut dan surat perjanjian studi i Surat keputusan izin 10 menit Tanda Terima dan

lanjut kepada Pegawai Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS dan
mengarsipkan foto copy Surat Keputusan studi lanjut pegawai dosen
non PNS dalam dosir Kepegawaian dan mengarsipkan dalam bentuk
soft file.

Studi Lanjut dan surat
Perjanjian Studi Lanjur
yang di tanda tangani.

Arsip.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 008/UNSO/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

UNIVERSITAS BANGEKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.
NIP. 198104102012121001

KENAIKAN GAJI BERKALA

NAMA POS HKENAIKAN GAJI BERKALA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301});

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomeor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayvaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses kenaikan gaji berkala.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aphkasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




Mutu Baku

© Ketorangan

Mengecek masa kerja dan memilah pegawai yang telah
memenuhi persyaratan untuk diberikan kenaikan gaji
berkala (KGB).

Data Kenaikan Gaji Pegawal

15 menit

Rekapitulasi Data Kenaikan Gaji
Pegawai

Membuat draft surat keputusan kenaikan gaji berkala

Data Kenaikan Gaji Pegawal

15 menit

Draft Surat Keputusan

Tidak
3 |Mereview draft surat keputusan kenaikan gaji berkala Draft 3K, Data Kenaikan Gaji 10 menit Perbaiken Draflt atau paraf jika
dan memberikan parafl apabila menyetujuinya, // Pegawai dan Peraturan tentang disetizjui
Dats I Gaji
wlld
Tidak
4 |Mereview draft surat keputusan kenaikan gaji berkala Draft SK, Data Kenaikan Gaji 5 menit Perbaikan Draft atau paraf jika
dan memberikan paral apabila menyetujuinya. Ya /\ Pegawai dan Peraturan tentang disetujui
Data Gaji
NV
Tidak
Ya
S |Mereview draft surat keputusan kenaikan gaji berkala Draft Surat Keputusan 3 menit Perbaikan Dralt atau paraf jika
dan memberkan paral apabila menyetujuinya. disetujul
Data
R Valid

Mereview draft surat keputusan kenaikan gaji berkala
dan memberikan tanda tangan apabila menyetujuinys.

Draft Surat Keputusan yang telah
di paraf

2 menit

Surat Keputusan yang di
tandatangani

Menyampaikan surat keputusan kenaikan gaji berkala
kepada pepawai melalui unit kerja dan Mengarsipkan SK
KGB dalam dosir kepegawaian dan mengarsipkan dalam
bentuk salt file,

Surat Keputusan yang di
tandatangani

10 menit

Surat Keputusan yang di
tandatangani dan Arsip




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 009/UNS0/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrah¥m, NI
NIP. 198104102012121001

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NON PNS

NAMA POS KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NON PNS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomeor 99 Tahun

2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017

tentang Pedoman Penvusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung,.

1. Memahami proses kenaikan pangkat Non PNS.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGEKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NON PNS

No., Aktivitas : Anggota Tim |  Ketun Tim eIl Wakil Rektor Bidang | Fls | <t S Keterangan.
a FE ‘Bidang | Bidang ' 3‘“‘“5‘"; :mnmt::ngltmm ¢ HKelengkapan wJ-kw Output l &
dan Umum / |
; H
1 |Mengeeek masa kerja dan memilah pegawai Non PNS yang Data Kenaikan Pangkat Pegawai 15 menit Data Kenaikan Pangkat
telah memenuhi persyaratan untuk diberikan kenaikan Pegawai
pangkat (KP). t )
2 |Membuat draft surat keputusan kenaikan pangkat pegawai Data Kenaikan Pangkat Pegawai 13 menit Draft Surat Keputusan
Non PNS. El—-l dan Peraturan Tentang Gaji
I
Tidak
3 [Mereview draft surat keputusan kenaikan pangkat pegawai Draft Surat Keputusan dan 10 menit Perbaikan Dralt Surat
non PNS dan memberikan paral apabila menyetujumya. Peraturan tentang Gaji Keputusan atau parafl jika
- i — Surat Keputusan disctujui
L4
Tidak
4 |Mereview draft surat keputusan kenaikan pangkat pegawai Draft Surat Keputusan yang telah |10 menit Perbaikan Draft Surat
non PNS dan membertkan paraf apabila menyetujuinya. Ya di paral Ketua Tin dan Peraturan Keputusan atau pamf jika
Data i tentang Caji Surat Keputusan disetujui
-V:h/a/
Tidak

[4)]

Mereview draft surat keputusan kenaikan pangkat pegawai
non PNS dan memberikan parafl apabila menyetujuinya.

Draft Surat Keputusan yang telah
di paraf Ketua Tin dan Kepala
Biro

3 menit

Perbaikan Draft Surat
Keputusan atau paral jika
Surat Keputusan disetujui

Mereview draft surat keputusan kenatkan panghkat pegawai

Draft Surat Keputusan yvang telah

2 menit

Surat Keputusan yang di

non PNS dan memberikan tanda tangan apabila Ya di paraf Ketua Tim, Kepala Biro tandatangani
menyelujuiny. dan Wakil Rektor
I
7 |Menyampaikan surat keputusan kenaikan pangkat kepada Surat Keputusan yang lelah di 15 menil Arsip

pegawai melalui unit kerja dan mengarsipkan SK Kenaikan
Pangkat pegawai non FNS dalam dosir kepegawaian dan
mengarsipkan dalam bentuk soft file.

tandatangani




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 010/UNS0/POS/F.4/2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

TANGGAL PEMBUATAN (2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. lbrahim, M.S1
NIP. 198104102012121001

KENAIKAN PANGKAT PNS

NAMA POS KENAIKAN PANGKAT PNS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 68,
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingei Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang

Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung,.

1. Memahami proses kenaikan pangkat PNS.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




KENAIKAN PANGEAT PNS

PNS melalui unit kerjanya dan Mengarsipkan SK Kenaikan
Panghkat dalam dosir kepegawaian dan mengarsipkan dalam
bentuk soft file.

yang telah di tandatangani

Pelaksana Mutu Bakn
- | Eonangan dan Uiy '-"" Eelengkapan el
1 |Mengecek masa kerja dan memilah pegawai yang telah memenuhi Data Pegawai, kelenghkapan 15 menit Rekapitulasi Data usul
persyaratan untuk diberikan kenaikan pangkat (KP). persvaratan adiministrasi pegawai Kenaikan Pangkat
yang mengusulkan dari unit kerja
2 |Membuat draft surat usulan kenaikan pangkat ke Biro SDM Rekapitulasi Data usul Kenaikan |20 menit Draft Surat Usul Kenaikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk Pangkat pangkat
ditandatangani Rektor dan menyiapkan berkas pendukungnya.
Tidak
3 |Mereview draft surat usulan kenaikan pangkat PNS ke Biro SDOM Draft surat usul kenaikan 15 menit Perbaikan atau
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan / pangkat dan Peraturan tentang persetujuan/paral dealt surat
memberikan parafl apabila telah menyetujuinya untuk Data Gaji usul
ditandatangani Rektor dan meneliti kembali berkas w“d
duk: ya.
pendukungnya. o
4 |Mereview draft surat usulan kenaikan pangkat PNS ke Diro SOM Va Draft surat usul kenaikan 10 menit Perbaikan atau
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan pangkat dan Peraturan tentang persetujuan/ paraf draft surat
memberikan paraf apabila telah menvetujuinyva unmuk Data Gaji usul
ditandatangani Rektor dan meneliti kembali berkas valid I
ndukungnya,
pe 1gnya Tk
5 [Mereview draft surat usulan kenaikan pangkat PNS ke Biro SDM Dralt surat usul kenaikan 5 menit Perbaikan atau
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan a pangkat dan Peraturan entang persetujuan/parafl drafl surat
memberikan paral apabila telah menyetujuinya. Data Gayi usil
Valid
6 |Mereview drafl surat usulan kenaikan pangkat PNS ke Biro SDM — Drafl surat usul kenaikan 3 menit Surat Usul Kenaikan Panghkat
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Yo pangkat dan Peraturan tentang yang telah di tandatangani
memberikan tanda tangan apabila telah menyetujuinya. Gaji
7 |Memindai surat usulan kenaikan pangkat PNS beserta berkas Surat Usul Kenaikan Pangkat 10 memit Hasil pindai arsip digital
pendukungnya untuk disampaikan kepada Biro SDM K terian vang telah di tandatangani
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. | l
& |Mengirimkan surat usulan kenaikan pangkat PNS beserta berkas Surat Usul Kenaikan Pangkat S menit tanda terima
pendukungnya untuk disampaikan kepada Biro SDM Kementerian yang telah di tandatangani
Pendidikan, Kebudayaan, Riser dan Teknologi,
9 |Menerima SK Kenaikan Pangkat PNS dan menyampaikan kepada Surat Usul Kenaikan Panghat 10 menit Arsip




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGEKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 011/UN50/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. IbrahfmN Si
NIP. 198104102012121001

USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS S.D. PANGKAT PENATA TINGKAT I

USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS

B FOR S.D. PANGKAT PENATA TINGEAT 1

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomeor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomeor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui Penyesuaian/Inpassing,

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses inpassing golongan 3.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGHKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS 5.D. PANGHAT PENATA TINGEAT 1

Pelaksana Muta Baku
No. Aktivitns Wakil Rektor Bi canaan, | Ketua Tim Anggota Tim YR e > g
Dosen : . !“” | Reuangan, ~ Bidang Bidang Kelengkapan Wakta Output
3 : dan Umum T ==
1 |Menerima SK JJA dari TPAK, SK JJA dan TPAK Universitas |10 menit SK JJA dari TPAK
telah di tandatangani. Universitas telah di
(D tandatangani
2 |Mengajukan usul inpassing kepada Dekan secara Dokumen Kelengkapan 15 menit Surat Usul
herjenjang melalui jurusan dengan diserta berkas Persyaratan Adminsitrasi
pendukungnya. | |
3 |Mengnjukan usul inpassing kepada Rektor diserta Surat Usul dan Dokumen 10 menit Surat Usul kepada
berkas pendukungnya. Relangkapan Persyaratan Rektor
Administrasi,
4 |Mendisposisikan usulan inpassing kepada Wakil Surat Usul dan Dokumen 5 menit Disposisi
Rektor Bidang Umum dan Keusngan. Kelangkapan Persyaratan
Administrasi
5 |Mendisposisikan usalan inpassing kepada Kepala il Surat Usul, Dokumen 5 menit Disposisi
Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Kelangkapan Persyaratan
Umum Administrasi, dan Disposisi.
6 |Mendisposisikan usulan mpassing kepada Ketua Surat Usul, Dokumen 5 menit Disposisi
Tim Bidang Kepegawaian. Kelangkapan Persyaratnn
Administrasi, dan Disposisi,
—
7 |Mendisposisikan usulan inpassing kepada Anggota Surat Usul, Dokumen 5 menit Dhsposist
Tim Bidang Kepegawaian, BPEKU untuk diproses. Kelangkapan Persyaratan
Administrasi, dan Disposisi.
B
8 |Meneliti berkas usulan inpassing. Surat Usul, Dokumen 15 menit Ceklis Kelengkapan

Kelangkapan Persyaratan
Administrasi, dan Disposisi.

Berkas




USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS S.D. PANGHEAT PENATA TINGHAT 1

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Wakil Rektor Bidang Perencanaan, | Ketua Tim Anggota Tim
} | Keunangan, Bidang Bidang Kelengkapan Waktu Ontput
Kenangan dan Umum- K TR B s X =) A i
9 |Memproses draft surat keputusan inpassing dan Surat Usul, Dokumen 15 menit Dralt Surat Keputusan
menyanipaikan kepada Ketua Tim Bidang Kelangkapan Persyaratan Inpassing
Kepegawanian untuk direview. Administrasi, dan Disposisi.
Tidak
10 |Meroview draft surat keputusan inpassing dan Draft Surat Keputusan 10 menit Perbaikan stau
meneliti kelengkapan berkas pendukungnys serta Ya Inpassing. persetujuan/paral
memberikan paral apabila telah menyetujuinya AN DCraft Surat Kepulusan
valid Inpassing
Tidak
11 | Mereview draft surat keputusan inpassing dan Yo Dralt Surat Keputusan 10 menit Perbaikan atau
meneliti kelengkapan berkas pendukungnya serta /\ Inpassing yang telah di paraf persetujuan/ paral
memberikan paraf apabila telah menyetujuinya, :‘l: Ketua Tim. Draft Surat Keputusan
\/ Inpassing
Tidak
12 |Mereview draft surat keputusan inpassing dan Draft Surat Keputusan 5 menit Perbaikan atau
meneliti kelengkapan berkas pendukungnya serta \ 1 Inpassing yang telah di parafl persetujuan/paral
memberikan paraf apabila telah menvetujuinya D’:: Ketua Tim dan Kepala Biro Druft Surat Keputusan
s Inpassing
13 {Mereview draft surat keputusan inpassing dan " Drraft Surat Keputusan 3 menit Surat Keputusan yang
a

membenkan tanda tangan apabila telah
menyetujuinya.

Inpassing vang telah di paraf
Ketua Tim, Kepala Biro dan
Walal Rektor

telah di tandatangani

Menyumpaikan surat keputusan inpassing kepada
pegawai dosen non PNS melalui unit kerja dan
Mengursipkan SK inpassing pegawai dosen non PNS
dalam dosir kepegawaian dan mengarsipkan dalam
bentuk soft file.

Surat Keputusan yang telah di
tandatangani

10 menit

Arsip




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

 gane
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 012/UN50/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

BASAHEAN-OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. [brahim, M.Si1
NIP. 198104102012121001

USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS GOL 4

USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS

NAMA POS GOL 4

DASAR HUKUM :

KUALIFIKEASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata

Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui Penyesuaian/Inpassing;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudavaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Neomeor 751);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang

Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung,

1. Memahami proses inpassing gol 4.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS GOL 4

|
: i
I |Menerima SK JJA dari TPAK, SK JIA dari TPAK Universitas | 10 menit |SK JJA dari TPAK
telah di tandatangani Universitas telah di
tandatangani
2 |Mengajukan usul inpassing kepada Dekan secara berjenjang Dokumen Kelengkapan 15 menit |Surat Usul
melalui jurusan dengan diserta berkas pendukungnya, Persyaratan Adminsitrasi
3 [Mengajukan usul inpassing kepada Rektor diserta berkas Surat Usul dan Dokumen 10 menit |Surat Usul kepada
pendukungnya. Kelangkapan Persyaratan Rektor
Administrasi
4 |Mendisposisikan usulan inpassing kepada Wakil Rektor Surat Usul dan Dokumen 5 menit | Disposisi
Bidang Umum dan Keuangan. Kelangkapan Persyaratan
Administrasi
5 |Mendisposisikan usulan inpassing kepada Kepala Biro Surat Usul, Dokumen S menit | Disposisi
Perenicanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum. Kelangkapan Persyaratan
Administrasi, dan Disposisi
fn |Mendisposisikan usulan inpassing kepada Ketua Tim Bidang Burat Usul, Dokumen S menit  [Disposisi
Kepegawalan. Kelangkapan Persyaratan
Administrasi, dan Disposisi
= - =
7 |Mendisposisikan usulan inpassing kepada Anggota Tum Surat Usul, Dokumen S menit  |Disposisi
Bidang Kepegawaian, BPRKL untuk diproses. Kelangkapan Persyaratan
Administrasi, dan Disposisi,
8 |Meneliti berkas usulan inpassing. Surat Usul, Dokumen 15 menit |Ceklis Kelengkapan
Kelangkapan Persvaratan Berkas
Administrasi, dan Disposisi.
9 |Memproses draft surat usulan inpassing kepada Biro 3DM Ceklis Kelangkapan Berkas 15 menit  |Dral Surat Usul

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
dan menyampaikan kepada Koordinator Jabatan Fungsional
Bidang Kepegawaian untuk direview dengan dilengkapi
berkas pendukungnya.

Tidak

dan Dokumen Usul,

Inpassing




dosen non PNS melalui unit kerja dan Mengarsipkan 5K
inpassing pegawai dosen non PNS dalam dosir kepegawaian
dan mengarsipkan dalam bentuk soft file.

telah di tandatangani

USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS GOL 4
| I
o, Aktivitas ! : e o= Sl Keterngan,
: i : Delkan - Kelengkapan Waktu output | | =
&

10 | Mereview draft surat usulan inpassing kepada Biro SDM Draft Surat Usul Inpassing. 10 menit |Perbaikan atau
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Persetujuan/ paraf Draft
beserta berkas pendukungnya dan memberikan parafl Surat Usul Inpassing
apabila menyetujuinya.

Ya

11 |Mereview draft surat usulan inpassing kepada Biro SDM Draft Surat Usul Inpassing 10 menit  |Perbaikan atau
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi \ vang telah di paraf Ketua Tim Persctujuan/paraf Draft
beserta berkas pendukungnya dan memberikan paral lid Sural Usul Inpassing
apabila menyetujuinya. /

Tidak

12 |Mereview draflt surat usulan inpassing kepada Qiro SDM Draft Surat Usul Inpassing Smenit  |Perbaikan atau
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi \ » vang telah di paraf Ketua Tim Persetujuan/ paraf Draft
beserta berkas pendukungnya dan memberikan paral it dan Kepala Biro Surat Usul Inpassing
apabila menyetujuinya, ol

|

13 | Mereview draft surat usulan inpassing kepada Biro SDM Draft Surat Usul Inpassing 3 menit  [Surat Usul Inpassing
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog b vang telah di paraf Keua Tim, yang telah di
dan memberikan tanda tangan apabila menyetujuinya. Kepala Biro, dan Wakil Rektor tandatangani

14 [Menyampaikan surat keputusan inpassing kepada pegawai N ) Sural Usul Inpassing vang 10 menit  |Arsip




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 013/UNS0/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001
USUL KEBUTUHAN ASN NAMA POS USUL KEBUTUHAN ASN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran |1. Memahami proses usul kebutuhan CPNS.
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara |3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

bd

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 751);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023

tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




USUL KEEUTUHAN ASN

! / Poluksana ; Mutu Baku
1 PR | = % ' 7 i
’ Rl A Kepala Biro | ' -
¥ % Hepegawaian dan | Hepegawnian | Hepegawai ; (3 )
Umnum : PeE pege |
: Umum. l |
I |Mengusulkan formasi pengadaan CPNS/PPPK kepada Data Kebutuhan dari unit kerja, 20 menit | Rekapitulasi Kebutuhan
Rektor setelah memperoleh surat pemberitahuan adanya Peta Jabatan Universitas, Analis CPNS /PPPK.
pengadaan TPNS/PPPK, Kebutuhan Beban Kerja.
=—
2 |Mendisposisikan usulan formasi pengadaan CPNS kepada Surat Usul Kebutuhan dan Unit 10 menit | Disposis:
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Kerja.
3 |Mendisposisikan usulan formasi pengadaan CPNS/FPPPK Surat Usul Kebutuhan dari Unit 5 menit Disposisi.
kepada Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Kerja.
dan Umum
4 |Mendisposisikan usulan formasi pengadaan CPNS/PPPK Surat Usul Kebutuhan dan Unit 5 mienit Disposisi.
kepada Ketua Tim Bidang Kepegawaian, Kerja.
5 |Mendisposisikan usulan formasi pengadaan CPNS/PPPK Surat Usul Kebutuhan dari Unit 5 menit Disposisi,
kepada Anggota Tim Bidang Kepegawaian BPKKU. Kerjo.
6 [Memproses draft usulan formasi CFNS/PPPK kepada Biro Surat Usul Kebutuhan dard Unit 15 menit Draft Usulan kebutuhan |per kebutuhan
SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Kerja, Peta Jabatan Universitas, PNS/PPPE.
Teknologi. | | Analis Kebutuhan Beban Kerja,
Tidak
T |Mereview draft surat usulan formasi CPNS/PPPK kepada Draft Surat Usul Kebutuhan dan 10 menit Perbaikan atan
Riro SDM KEementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan ,/m\\ Unit Kerja, Peta Jabatan persetujuany parafl Surat
Teknologi dan memberikan paraf apabila telah WI‘; Ya Universitas, Analis Kebutuhan usul kebutuhan
menyetujuinya, Tidak \ / Beban Kerja. CPNS/PPPK.
8 |Mereview draft sural usulan formasi CENS/PPPK kepada Draft Sural Usul Kebutuhan yang 10 menit  |Perbaikan atau
Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Dk Ya telah di paraf Ketua Tim. persetujuanf paraf Surat
Teknologi dan memberikan paral apabila telah L valid ____ usul kebutuhan
menvetjuinya Tidak CPNS/PPPK.




USUL KEBUTUHAN ASN

Mutu Baku
c : Ph;hmﬂnit Helenghkapan Waltu Cutput ]
: = < | = i
9 |Mereview draflt surat usulan formasi CPNS/PPPK kepada Draft Surat Usul Kebutuhan yang 5 menit Perbaikan atau
Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan telah di paraf Ketua Tim dan persetujuan /paraf Surat
Teknologi dan memberikan paraf apabila telah Kepala Biro. usul kebutuhan
menyetujuinya. " CPNS/PPPK
Data L ¥
Valld
10 | Mereview drafl sural usulan formasi CPNS/PPPE kepada I Draft Surat Usul Kebutuhan yang 3 menit Surat Usul yang telah di
Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset. dan telah di paral Ketua Tim, Kepala tandatangani.
Teknologi dan memberikan tanda tangan apabila telah Biro, dan Wakil Rekior,
menystujuinya. a
— | | HE—
11 |Memproses surat usulan formasi yang telah ditandatangani Surat Usul yang telah di 3 menit Tanda terima dan Arsip.

Kektor dan menyampaikan kepada Dire SDM Kementerian
FPendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui
aplikasi yang disediakan oleh Kementerian PAN dan BB dan
Memindai surat usulan dan mengarsipkan.

tandatangani.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 014/UN50/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN Prof. Dr. [brahim, M.Si
NIP. 198104102012121001
PENGADAAN ASN NAMA POS PENGADAAN ASN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemhbaran Negara Republik 1. Memahami proses pengadaan PNS.

Indonesia Nomor 4301);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.
5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer 60};

]

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indenesia
Tahun 2023 Nomor 751);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun
2023 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGEKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PENGADAAN AEN

e : Mutn Baku i
i ; =5 i I
i Kepala Biro ! {55 f |
i Akt Walkil Rektor Perencanaan i A PR SR O : ' ' Kikoiangin
=" = E Umum - { ]
1 |Menerima formasi pengadaan CENS dari Penetapan Formasi CPNS 10 menit Disposi Pembentukan Tim
Kementerian dan membentuk tim oleh Kementerian, Pengadaan CPNS.
Pengadaan CPNS LUBB.
2 |Menyusun draft SK Tim Pengadaan CPNS Penetapan Kebutuhan 10 menit Draft SK TIM Pengadaan
UEB. CPNS oleh Kementerian, CPNS UBR
data pejabat unit kerja
Tidak 1 terkait.
3 |Merview draft SK Tim Pengadaan CPNS Draft SK TIM Pengadaan 5 menit Perbaikan atau
UBE dan memberikan paraf apabila telah Tidak CPNS UBB. persetujuan/ parafl Draft SK
menyetujuinyn. Aa TIM Pengadaan CPNS UBE.
e
4 |Merview draft SK Tim Pengadaan CPFNS Draft SK TIM Pengadaan 5 menit Perbaikan atau
UBB dan memberikan paraf apabila telah va CPNS UEB vang telah di persetujuan/ parafl Dralt SK
menyetujuinya Da;x parafl Kepala Biro. TIM Pengadaan CPNS UEB.
Valid
5 |Merview draft SK Tim Pengadaan CPNS 1 Draft SK TIM Pengadaan 3 menit SK TIM Pengadaaan CPNS
UBB dan memberikan tanda tangan Ya CPNS UBB yang telah di UBE
apabila telah menyetujuinya, paral Kepala Biro dan
Wakil Rektor.
Daftar kebutuhan 1-2 hari Perlengkapan Pengadaan

Memperaiapkan perangkat yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan Test
Pengadaan CPNS UBB.

perlengkapan yang
digunakan dalam seleksi
CPNS.

seleksi CPNS.

Melakukan scleksi administrasi pendaftar
seleksi pengadaan CPNS UBB

Daftar peserta dan
dokumen kelenghkapan
melalui aplikasi.

10 menit

Hasil Seleksi Administrasi
CPNS,

Per pelamar

Melaksanakan seleksi pengadaan CPNS
UBB sesuai jadwal yang ditentukan oleh
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi.

aisnisais

Ketentuan dan pedoman
berdasarkan peraturan
yang berlaku.,

30 menit

Hasil Seleks: CPNS

Sesuai ketentuan
peraturan yang

berlaku

Menerima pengumuman kelulusan
pengadaan CPNS UBB.

Pengumuan akhir seleksi
CPNS oleh Kementenan,

10 menit

CPNS,

Pengumuman hasil seleksi




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 015/UNG0/ POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

ERSAHEANOLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

REKRUITMEN NON ASN

NAMA POS REKRUITMEN NON ASN

DASAR HUKUM :

KUALJIFIKASI PELAKSANA :

;[

b3

9.

KETERKAITAN :

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudavaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4301);

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038),

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264};

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidilkkan Tinggi;

2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung,

1. Memahami proses rekruitmen Non PNS.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PERALATAN/PERLENGEKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




ASN dan membenkan paral apabila telah
menyetujuinya.

Ya

Tidak

%

Pegawai dan Draft
Pengumuman Pengadaan
Pegawai non ASN.

persetujuan/paraf
Draft Pengumuman
Pengadaan Pepawai
non ASN.

Pelaksana HMutu Baku
27 Wakil Rektor HKepala Biro = . : | 3
No.| Aktivitas Pimpinan Unit " Bidang Porencanass, Eetua Tim | Anggota Tim | Tim Pengadaan T : : ! Reterangan
f Umum : safitenas) FEarrya i
' = Vmom: : ;

! |Mengusulkan formasi pengadaan Pegawai Non ASN Data Kebutuhan dari unit 20 menit Rekapitulasi -
kepada Rektor setelah memperoleh surat kerja, Peta Jabatan Kebutuhan CASN.
pemberitabuan adanya pengadaan Pegawai Non ASN, D Universitas, Analis

Kebutuhan Beban Kerja.

2 |Mendisposisikan usulan formasi pengadaan Pegawai Surat Usul Kebutuhan dari 10 menit Disposisi. =
Non ASN kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Unit Kerja.

Keuangan,

3 |Mendisposisikan usulan formasi pengadaan Pepawai | Surat Usul Kebutuhan dari 5 menit Disposisi. -
Non ASN kepada Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Unit Kerja,

Kepegawaian dan Umum.
|
|

4 |Mendisposisikan usulan formasi pengadaan Pegawai | Surat Usul Kebutuhan dari 5 menit Disposisi. -
Non ASN kepada Ketua Tim Bidang Kepegawaian. ; ] Unit Kerja.

5 |Mendisposisikan usulan formasl pengadaan Pegawail Surat Usul Kebutuhan dan 5 menit Disposisi. -
Non ASN kepada Anggota Tim Bidang Kepegawaian Uriit Kerja,

BPKKU. I__|
O |Merekap seluruh usulan formasi dan membuat draft Surat Usul Kebutuhan dari 10 menit Rekapitulasi por unit kerja
pengumuman penerimaan Pegawai Non ASN. Unit Kerja. Kebutuhan Pegawai
-.I | dan Draft
l Pengumuman
Tidak Pengadaan Pepgawai
non ASN.
7 |Mereview draft pengumuman penerimaan Pegawai Non Rekapitulasi Kebutuhan 15 menit Perbaikan atau -




____ REERUITMEN NON ASN

| | !
: ¢ &
1 Pimpinan Unit Rekt Kelengkapan  Walktu Output
Mereview draft pengumuman penerimaan Pegawai Non Rekapitulasi Kebutuhan 10 menit Perbaikan atau
ASN dan memberikan parafl apabila telah Pegawai dan Dralt persetujuanfparaf
menyetujuiny:, Pengumuman Pengadaan Diwaft l‘t'.ngumum:m.
Ya Pegawal non ASN yang telah Pengadaan Pegawai
Tidak Data i paraf Ketua Tim. non ASN.
valid
Mereview draflt pengumuman penerimaan Pegawai Non Ya Rekapitulasi Kebutuhan 5 menit Pcrbaik:an atau
ASN dan memberikan paral apabila telah D“h Pegawai dan Draft pereetujuan f paraf
menyetujuinya. Valid Pengumuman Pengadaan Draft Ptng'unmmanl
Pegawai non ASN yang telah Pengadaan Pegawai
di paraf Ketua Tim dan non ASH.
Kepala Biro.
Mereview draft pengumuman penerimaan Pegawai Non Ya Rekapitulasi Kebutuhan 3 menit Pengumuman )
ASN dan memberikan Tandatangan apabila telah Pegawai dan Draft Pengadaan Pegawail
menyetujuinya. Pengumuman Pengadaan non ASN yang telah
Pegawai non ASN yang telah ditandatangani
di paraf Ketua Tim, Kepala
Biro dan Wakil Rektor,
I [Mengumumkan penerimaan Pegawal Non ASN melalui Pengumuman Pengadaan 5 menit Pengumuman )
website UBH. Pepawai non ASN yang telah Pengadaan Pegawai
ditandatangani. non ASN.
|
Memindai pengumuman penerimaan Pegawai Non ASN Pengumuman Pengadaan 2 menit Arsip.
dan mengarsipkan. Pegawai non ASN yang telah
ditandatangani.
Menyusun draft SK Tim Pengadaan Pegawai Non ASN Penetapan Kebutuhan Non 10 menit Draft SK TIM
UBB. ASN aleh Kementerian, data Pengadaan Non ASN,
pejabat unit kerja terkait.
Mereview draft SK Tim Pengadaan Pegawai Non ASN Draft SK TIM Pengadaan Non 5 menit Perbaikan atau
UDDB dan memberikan paral apabila telah ASN. persetujuan/paraf
menyetujuinya. Draft SK TIM
Tidak Pengadaan Non ASN,
Mereview draft SK Tim Pengadaan Pegawai Non ASN Draft SK TIM Pengadaan Non 5 menit Perbaikan atan
UBB dan memberikan paraf apabila telah 5 ASN yang telah di paraf persctujuan paral
menyetujuinya. valid hepala Biro, Draft SK TIM
Pengadaaan Non ASN.
Mereview dralt SK Tim Pengadaan Pegawai Non ASN Draft SK TIM Pengadaan Non 3 menit SHK TIM Pengadaaan
UHBE dan memberikan tanda tangan apabila telah Ya ASN yang telah di paraf Non ASN yang telah
menyetujuinya. Kepala Biro dan Wakil Rektor. ditandatangani.




REERUITMEN NON ASN

Pelaksana Blutn Baku
<4 ot R s Poreacanaan, Kotua Tim | Anggota Tim | Tim Pengadasn. 5 : : .
3 : Kerin Rektor K nd  Eenangan, Bidang Bidang | pegawni non ASN Eslengkapan Waktu Output
; oy Kepegawaian dan Hepegawaian | Hepegawaian UBE z f F
17 |Mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk Daftar Kebutuhan 1-2 hari Perlengkapan -
pelaksanann Test Pengadaan Pegawai Non ASN UBB. perlengkapan yang Pengadann Selcksi Non
digunakan dalam seleksi Non ASN.
ASN,
18 |Melakukan seleksi administrasi pendaftar test Daftar peserta dan dokumen 10 menit Hasil Seleksi -
pengadaan Pegawai Non ASN UBB. kelengkapan secara manual Administrasi Non ASN.
ataupun melalui aplikasi.
19 | Melaksanakan test pengadaan Pegawai Non ASN UBB Ketentuan dan pedoman 30 - 45 menit |Hasil Seleksi per peserta
sesuai jadwal vang ditentukan. berdasarkan peraturan yang Pengadaan pegawai
berlaku Mon ASN
I
20 | Menerima hasil test dari Tim Pengadaan Pegawai Non Hasil seleksi pengadaan 5 menit Hasil Seleksi
ASN UBB pegawai Non ASN, Pengadaan Pegawai
Non ASN
21 |Membuat dralt pengumuman kelulusan, Hasil seleksi penpadaan 15 menit Draft Pengumuman -
pegawal Non ASN Kelulusan
—
Tidak
22 | Mereview drafl pengumuman kelulusan dan | Draft Pengumuman 10 menit Perbaikan atau =
memberikan paraf apabila telah menyetajuinya, . | Keluhisan yvang telah diparaf persetujuan /paral
Data | %a Ketua Tim. Draft Pengumuman
Ylud Kelulusan.
Tidak
23 |Mereview draft pengumuman kelulusan dan Prall Pengumiiman 5 menit Ferbaikan atau -
memberikan paral apabila telah menyetujuinya. Ya Kelulusan yang telah di parafl persetujuan/ paral
B Ba_h Ketua Tim dan Kepala Biro. Draft Pengumuman
Valid Kelulusan.
Wi
24 | Mereview dralt pengumuman kelulusan dan praft Pengumuman 3 menit Pengumuman =
memberikan tanda tangan apabila telah Kelulusan yang telah di paraf Kelulusan yang telah
menystujuinya. Ketua Tim, Kepala Biro dan ditandatangani.
Wakil Rektor,
25 | Mengumumkan hasil test pengadaan Pegawai Non I Pengumuman Kelulusan yang 3 menit Fublikasi -
ASN UBB melalui website UBB. D telah di tandatangani. Pengumuman,
[
26 |Mengadministrasikan berkas vang berkaitan dengan Pengumuman Kelulusan yang 3 menit Arsip, &
pengadaan Pegawai Non ASN UBB. telah ditandatangani.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 016/UNS0/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. [brahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

REKRUITMEN PEGAWAI

NAMA POS REKRUITMEN PEGAWAI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

w

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
4301);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomeor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60};

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023

tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses rekruitmen Non PNS.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




REKRUITMEN PEGAWAI

Mutn Baku
7
No| Aktivitas ol st e 5 = e P
i !
Menerima surat permintann dari Biro SDM i i
Kemdikbudristek tentang penyusunan rencana Suratl pormintaan rencanga : -
1 5 ; e : kebutuhan ASN dari Bire 20 menit | Dispaosisai
kebutuhan ASN dan Mendisposisikan kepada Walkil S5DM Kemdikbudristek
Rektor Bidang Keuangan dan Umum, 1 udriste
Membual surat edaran ke fakultas/ unit kerja D Surat edaran rencana - 1
2
= |tentang rencana kebutuhan, - kebutuban ASN. 15 menit Surat Edaran
|
i . i Surat Usul rencana
3 [Menerina usulas TENORns kebutuhan pegawai ASN E kebutuhan ASN dari Unit 15 mienit Surat usul
berdasarkan buzzeting. ler]
Kerju.
Menyusun réncana kebutuhan buzseting Universitas . s .
P ; | 2 : -
N sesuai dengan usulan unit kerja. Rencana Kebutuhan ASN 3 Hari Buzzeling rencana usu
- |Membual surat pengantar ke Bira SDM Surat Usul Rencana Usul :
it A : sl -
¥ | Kemdikbudristel. Kebutithan ASN, 15 Menit Surat Usu
Rekapitulasi
Y Kebutuhan Pegawai
Mereview drall surat pengantar dan rencana
: 7 ; | 3 dan Drafl : .
& |kebutuhan buzzeting dan memberikan paral apabila h:uml Vsul Rencaia Usul 10 menit ENE per unit kerja
telah menyetujuinya 1 Kebutuhan ASN, Pengumuman
o Pengadann Pegawal
Tidak non ASN,
a
Perbaikan atau
Erevie i i -af
Mereview draft au:‘al pengantar d.ﬂfl rencana y o - Surat Usul Rencana Usul . persetujuan/ par ;
7 |kebutuhan buzzeting dan memberikan paraf apabila Kebutuban ASK 10 menit Draft Pengumuman
telah menvetujuinya, Tidak R : Pengadaan Pegawai
non ASN.
|
|
Perbaikan atau
Mereview drafl surat pengantar dan rencana persatujuan/paraf
8 |kebutuhan buzeting don memberikan tanda tangan Ya i?::ll ”;"'I f\'i;smm Hsul 10 monit Draft Pengumuman
apabila telah menyetujuinya. A s Pengadaan Pegawai
non ASHN.
Perbaikan atau
Mengirimkan softcopy rencana kebutuhan ke Biro Surat Uanl R Usul persetujuan/paraf
S |SDM Kemdikbudristek melalui SINDE dan Aplikasi e e Smenit  |Draft Pengumuman

dari Biro 3DM Kemdikbudristek dan Mengarsip.

Kebutuhan ASN,

Pengadaan Pogawai
non ASN.




REKRUITMEN PEGAWAIL

Muotn Bakn 4
No. . Aktvitas s f Calost T - Heterangan
Burat Usul Rencana Usul Pengumumian
1o Menerimea surat usul rencana Kebutuhan ASN dan Kebutuhan ASN dan Surat 20 menit Pengadaan Pegawai
pengumuman seleksi calon ASN Pengumuman pelaksanaan - non ASN yang telah
Calon ASN. ditandatangani.
Menerima penetapan formasi dari Bire
¥ i i ; o Pengumuman Pengadaan Pengumuman
i1 SDM Kemdikbudristek T.en.tang penyusunan rencana Fogawas non ASN ying telah 10-tisnit Pengadaan Pegawai
kebutuhan ASN dan Mendisposmikan kepada Wakal ditandetangani non ASN
Rektor Bidang Keuangan dan Umum. gant.
Pembentukan Panitia Seleksi pogawai Draft Tiin Seleksi Pegawai =
12 i 3. Al i s
ASN untuk SKB dan Wawancara, E: ASN R el
|
i3 Membuat pengumuman penerimaan wng:::‘;\';;n“ﬁm;i e 20 menit Oleaft SK TIM
pegawai ASN linglkup Universitas Bangka Belitung E?ﬁ:‘nemitas Iuln:ka lriel.ituna Pengadaan Non ASN.
: o i t
Menyebarkan pengumuman keseluruh Pengunnimen nenscimaan Wmmﬂ:ﬁn:f?;rul‘
14 [fakultasfunit kerja, Papan Informasi 8 pegawai ASN linglup L0 menit E!:'ai’t Sf\ TIM
Website Universitas Banghka Belitung, Universitas Hangka Belitung, Pengadaan Non ASH.
= 1
Perbaikan atau
LS Frosax pendaftaren caline.di iiginful;fﬁflnnﬁpa;l 3 menit BRmEHLitan, Haral
| Kemdikburistak R Draft SK TIM
AL AR Pengadasan Non ASN.
I
i i 3 Daftar peserta dan dekumen 3K TIM Pengadanan
AL xﬁ;f:ﬂt?g;rtm e kelengkapan secara manual 5 Han Non ASN yang, telah
! ataupun melalui aplikasi ditandatangani,
i 3 : ) Perlengha,
17 Meopgumumkan hasil verifikasi seleksi Pengumuman Hasil Ssleks ¥ o w:eu‘gl wt::lelmi Nom |-
admunistrasi melalui Website Kemdibudristek Administrasi aq-,NEa
I
: i i
18 | Panitia mencatak daftar hadir | | E;ﬁar TR 40, menil :::ﬂ,,s:t:q; Non ASN
| | ; Hasil Seleksi
19| Palak n Seleksi ki i Daszar [CAT) ;);.;Lu hadit; pascta baiod 3 Hari Pengadaan pegawai per peserta
Non ASN
Hasil Seleksi
g : . Hasil seleksi CAT 1 . :
20 |Mengumurnkan hasil CAT melalui website i A PANEROARD: 30 menit Pengadann Pegawai

ASN .

Non ASN




REKRUITMEN PEGAWAIL

o Mutn Bakn
No.| Alktivitns Hifany | T CODRURES, e Tio Bidany' || oRE e Lim Biro 5DM Rekmitmen & | Pelamar / Calon ot L 3
3 : g ‘Keunngan B : Bidang e ERCEER Famtti e Eelengkapan  Waktn Output
o ¥ : Penguiniiiran rencan .
a1 I}:e.ngunnmmﬂ roncana pelaksannnn Seleksi olakasinan Salsks) A0 et 13:qu FPengumuman
emampuan Bidang . ; Kelulusan.
Kemampuan Bidang
Perbaikan atau
2 ; . j af
22| Pelaksannan Seleksi CAT Kemaumpuan Bidang E Perlengkapan Komputer CAT 1 Hari %i?;?:i::}i{l:;m“
Kelulusan.
i
Perbaikan atau
33 Palaksanaan Seloksi W, n dan Micr hing E Perlengkapan wawanecara & Hairi parsetujuan/paral
Kemampuan Bidang dan mieroteaching i Draft Peogumuman
Kelulusan.
Melaporkan hasil Pelaksanaan Selcksi Wawancara Mengumumkan hasil seleksi = ; F:E"R“m“m,ﬂ“ Y
24 o ; ; A ] ; 30 Menit Kelulusan yang telah
dan Microteaching Kemampuan Bidang calon ASN melalui website . :
| ditandatangani,
e
~ |Menpumumkan hasil kelulusan calon ASN melaiui Mengumumkan hasil seleksi 2 Publikasi
25 t = : 30 Menit
wehsite calon ASN melalu website Pengumuman.
26 | Pemgumuman Persyaratan Pemberkasan Calon ASN Fengumuiman Pareyicatian 30 Menit Aruip,
* a ® Pemberkasan Calon ASN : !
27 |Pemberkasan Usulan NP Calon ASN (SPRP) Surat Pernyataan SPRP Ldam :l[:;a': S
|
y ] G £ Perteg NIF dan 8K Calon _ Ferteg NIP dan SK
28 |Penstapan NIFP dan Surat Keputusan Calon ASN ‘D ASN 3 Bulan Calon ASN
g | Rektor Menyampaikan SK CPNS ke Kepegawaian Perteg NIP dan SK Calon 30 Merit Pertag NIF dan SK
77 luntuk dibuat SPMT dan Undangan Pelantikan ASN e Calon ASN
Membuat SPMT dan mempersisplkan pelantikan dan
a0 |penverahan SK CPNS dan SPMT ke pegawai vang Drelt- 5 PART o 5_""“" 1 Hari Surat Undangan
B d undangan pelantikan
ersangkutan
[
31 |Mengikutl pelaksanaan Pelantikan dan CD SI'MT 1. Jam SPMT




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 017 /UN50/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN (2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

USULAN PENGEMBANGAN (PELATIHAN) PEGAWAI ASN

USULAN PENGEMBANGAN (PELATIHAN)
A ROn PEGAWAI ASN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indenesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indenesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No, 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses usul pengembangan ASN.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




USULAN PENGEMBANGAN (PELATIHAN) PEGAWALI ASK

i

Hetorangan

bersertifikasi dan membuat laporan hasil rekap pelatiban
vang memenuhi persyaratan

2 Unit Herja Heuangan, Anggota ok St Walktu Output; |
: Kepegawaian
. Umum : i
Surat Pt:r:r_iinl.zu‘fn Data Usul Pelatihan (bersertifikasi) Pegawai Surat Edaran i hai Siiiar Edasi
ASN ke unit kerja
! al s 2 gir <k Pelati i 5 d ka .
2 ‘:':::‘:::1;_:':;:; ;ﬁ;wf;;; rekap Usillan Pelatibar Pelatihan g i:::t RRAlVORE Toeag: 3 hari Surat usulan dan rekap daa
Menerima dan mendisposisi surat dan rekap usulan pelatihan Surat usulan dan rekap 5 menit Surat usulan, rekap data
dari unit kerja data pelatihan 4 pelatihan dan disposisi
Menerima, memeriksa, dan mendisposisikan mendisposisi Surat usulan dan rekap S menit Surat usulan, rekap data
surat dan rekap usulan pelatihan dari unit kerja data pelatihan R pelatihan dan disposisi
= |Menerima, memeriksa, dan mendisposisikan mendisposisi Surat usulan, rekap data & menil Surat usulan, rekap data
2 |surat dan rekap usulan pelatihan dari unit kerja pelatihan dan disposisi o pelatihan dan disposisi
Memeriksa dan mendisposisikan surat usulan pelatdhan dari Surat usulan, rekap data 5 menit Surat usulan, rekap data
unit kerja untuk di verifikasi dan pendataan usulan pelatihan pelatihan dan disposisi ' pelatinan dan disposisi
—
Melakukan verifikasi dan merekap data usulan pelatihan yang
[N Data Valid, disposisi, sural usulan 5 menit rekap data dan hasil verifikasi

Menerima laporan rekap pelatiban yang memenuhi
persyaratan dan membuat draf surat pemberitahuan ke unit
kerja hasil verifikasi usulan pelatihan pegawai yang memenuhi
persyaratan

Tidak

rekap data hasil verifikasi

30 menit

rekap data pegawai yang
mengikut pelatthan

Menerima, memeriksa dan menyetujui (paraf) draf surat
pembentahuan ke unit kerja hasil verifikasi usulan pelatihan
pegawai vang memenuhi persyaratan

rekap data pegawai draf
surat pemberitahuan ke unit
kerja

5 menit

parafl surat dan rekap data

Menerima, memeriksa dan menyetujui (paraf) draf surat
pemberitahuan ke unit kerja hasil verifikasi usulan pelatihan
pegawai yang memenuhi persyaratan

rekap data pegawai draf
surat pemberitahuan ke unit
kerja

5 menit

paraf surat dan rekap data

Menerima, memeriksa dan menyetujui (tandatangan) surat
pemberitahuan ke unit kerja hasil verifikasi usulan pelatihan
pegawai yang memenuhi persvaratan

rekap data pegawai draf
surat pemberitahuan ke unit
kerja

5 meml

tanda tangan suray
pemberitahuan ke unit kerja

(]

Menerima dan mendistribusikan surat pemberitahuan ke unit
kerja hasil verifikasi usulan pelatihan pegawai vang memenuhi
persyaratan

surat pemberitahuan ke unit
kerja

10 menit

rekap nama pegawai yang
mengikuti pelatihan dan arsip
surat

ta

Menerima surat pemberitahuan dan daltar nama pegawai
memenuhi syarat vang akan mengikuti pelatihan

sural pemberitabuan ke unit
kerjn

10 menit

rekap nama pegawal vang
mengikuti pelatihan dan arsip
surat




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERBITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 018/UNS0/POS/[F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

SAEAN S Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. [brahim, N

NIP. 198104102012121001

IJIN PERCERAIAN PNS

NAMA POS 1JIN PERCERAIAN PNS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

:

b

10.

11.

12

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nemor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintal Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477),;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas
Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Risetl, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomer 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayasan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan
Minimum Universitas Bangka Belitung.

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/ 1983 tentang ljin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri
Sipil;

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang ljin Perkawinan dan Perceraian PNS.

1. Memahami proses ijin perceraian PNS.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja,

3, Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGHKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2, Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




IJIN PERCERAIAN PNS

I Mutu Baku
No. Aktivitas Pimpinan | . prodatiailh. Ao {E e
S ] Relkto Kelengkapan ‘Waktu Output
Unit Kerja % Kelengks
Mengaiuleaty ipn 'xrmmian.m?&da Rak.mr . Dokumen Kelenghkapan 5 Surat
I |secara berjenjang melalui pimpinan unit kerja BerevaTaban: 15 menit Uinil/ pengajiart
scbelum pegawai melakukan sidang perceraian e
., |Menyampaikan usulan perceraian kepada Surat Usul/pengajuan dan 15 menit Surat .
= |Rektor. pegawai Usulf pengajuan.
T =
Mendisposisikan surat usulan perceraian SurarUsnl Frengainandart )
3 |kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan unit kecjis: = 3 menit Disposist
Umum.
Mendisposisikan surat usulan perceraian Surue Ceul/ pongajusnsdirt ) . o
4 |kepada Kepala Biro Perencanaan, Kenangan, et demeg 3 menit Disposisi.
Kepegawaian dan Umum.
Mendisposisikan surat usulan percerninn Surat Usulfpengajuan dari
3 |kepada Koordinator Jabatan Fungsional Bidang wnilt keetja 3 menit Disposisi,
Kepegawaian untulk diteliti.
Mendisposisikan surat usulan perceraian 5 X . ;
4 . urat Usul/pengajuan dar E i 30
6 |kepada Tim Kerja Bidang Kepegawaian BPEKKU it e /pengaj 3 menit Disposisi.
untul diteliti. *
- Surat Usul/pengajuan dari :
iti keleny . Ceklis kele
7 Meneliti kelengkapan berkas usulan dan alasan tinit Kira dis peraturn 15 et eklis kelengkapan

pengajuan perceraian.

terkait,

berkas.




IJIN PERCERAIAN PNS

Pelaksana Mutn Buku
No.  Aktivitas iy Phnpiond _ Tk | Tetepoanaan, Ketua Tim Anggota Tim | i - el il | | Keterangan
Pegawai U ﬁt’:{:&ja Rektor IR . Bidang Tim Perceraian Kelengkapan Waktn | Output i =
Daftar nama pimpinan o i
8 [Membuat draft SK Tim Perceraian. calon anggota tim dan 15 menit Dral} SJ.\ L
) j Percaraian,
peraturan terkait,
Tidak /\
g " T T " Data perbaikan atau
o [ b SRR T S N ke s, | st [l
P P A juinya. Ya apabila disetujui.
ek /\ Draft SK Tim Percerai baikan ¢
Mereview usulan draft SK Tun Perceraian dan Data e . JE R ITRARIA
10 ¥ §EE g : vang telah diparaf Ketua 5 menit persetujuan/parafl
memberikan paral apabila telah menyetujuinya. Valid R s s
E ' Ya Fim Kerja. apabila disetujui,
y . e \ Dralt SK Tim Perceraion rhaikan atau
Mereview usulan draft SK Tim Perceraian dan Data . ik & | pe :
1 S e R Vet vang telah diparafl Ketua 5 menit persetijuan/ paral
paralar Z bidaicad b / Ya Tim Kerja dan Kepala Biro. apabila disetujui.
Mereview usulan draft SK Tin Perceraian dan :::" :rszl:;l Pﬂr":‘; """ 5K Timn Perceraian
12 {memberikan tands tangan apabila telah YAIG i=taos pRray Astua 3 menit vang telah di
menyetujuinya. Ya i .henu' Kepala'Birg, dan ;andamng&ni.
: Walil Rektar
Menernma Sk Tim Perceraian dan Memproses SK Tim Perceraian,
usulan perceraian dengan melakukan Peraturan terkait, data Berita Acara hasil
13 |permintaan keterangan kepada pegawai yang pegawal yang 120 menit permnintaan
akan melakukan perceraian dan suami/istri bersangkutan, dan surat keterangan.
pegawai. usul,
Menyampaikan hasil permintaan keterangan i § .
14 |kepada Rektor sebagai bahan pengambilan Berit fextyhas 30 menit :;;,pu.t:l:nn Rapal
mpinarn.

keputusan.

perm intaan keterar 1gan.




IJIN PERCERAIAN PNS

kepada pegawai atau sebaliknya penolakan

10 menit

Mutu Baku
L R TR Tim Perceraian Kelengkapan Waktn - Output =
|
¥ ! DBerita Acara hasil

Membuat draft surat persetujuan pereeralan permintaan hasil Diralt SL_IT‘UT
15 |kepada pegawai atau scbaliknya penolakan ik keterangsn dan Keputisai 15 menit perselujuan

perccrainn Rapat Pimpinan: percerniarn.

Mereview draft surat persetujuan perceraian Tidak e

Data Draft Surat persetujuan P

pimtpinan unit kerja dan Memindai surat dan
mengadministrasikannya.

vang telah di tandatangani.

16 . . . Valid BN persetujuan/ parafl
reeraian dan memberikan paraf apabila telah % perceraian, R e
:L-;\'ut ujuinya . d / Ya apabila disetujul.
Mereview drafl surat persetujuan perceraian Tidak A\ Draft Suiat persstujuan perbaikan atau
= = i = i i ta + - - . - . - .

17 kepnda DERRAE) alanb&‘:.ll;(uhkn_\ F:}}mm’l‘u}]‘u” lal Valld perceraian yang telah di 5 menit persetujuan/ paral
lx:l‘tﬁrﬂlﬂ‘tl_(iun TISDARECAN, Pl AR St Ya paraf Ketua Tim Kerja. apabila disetujui,
menyetujiinya.

Mereview draft surat persetujuan perceraian Draft Surat persetujuan perbaikan atau

18 kepada pegawai stau schaliknya penolakan Data == perceraian vang telah di 5 menit ersstiiean omral
perceraian dan memberikan paraf apabila telah valid paral Ketua Tim Kenja dan = ahila diapitiial
menyetujuinya. ve Kepala Biro. I Frgut

Draft Surat persetujuan .
Mereview draft sural perselujuan perceraian Para vr:.:lg lcll.:h di Surat :

19 kepada pegawai atau sebaliknya penolakan a paraf Kebia Fim Rari & it Persetujuan/penaol
perceraian dan memberikan tanda tangan Kee Biro. dan Waki‘l g akan yang te}a]l i
apabila telah menyetujuinya, f _ T tandatangani.

- 3 Rektor.
Menyampaikan surat persetujuan atau sural Surat
20 PEUCARIG) P an SEDA0N pepures Sittaio] Persetujuan/penalakan 10 menit Arsip




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGEA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 019/UNSO/POS/F.4/2024
TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024
TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTII 8 Maret 2024

DISAHEAR OLEN Rektor Universitas Bangka Belitung

Prol. Dr. [bra
NIP. 198104102012121001

LHEPN dan LHKASN

NAMA POS

LHKPN dan LHKASN

DASAR HUKUM :

1

9.

10.

11.

12.

13.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari Kornpsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(Lembaran Negara Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka
Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Bangka Belitung {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751),

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan
Minimum Universitas Bangka Belitung,

Surat Edaran Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penvelenggara Negara,

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (“LHKASN”) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1. Memahami proses LMKPN dan LHKASN;

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja;

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlakun.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




LHEPN dan LHKASN

memberikan paraf apabila telah menvetujuinya.

dan LHKASN.

persetujuan /paral jika disetujui

; Mutn Baleu
No. . Aktivitas ; ‘Wakil Rektor Bidang | i ' | Heterangan
T Mnduu‘mum 3 | Helengkapan Waltu ) Output :
| rheerire, ot iz § o VT } d -
: 2 f | i
Membuat draft surat pemberitahuan kewajiban penyampaian Surat pemberitahuan pelaporan . 3 ;

1 LHEPN kepada para pegawai UBB yang wajib menyampaikan LHEPN dan LHKASN dari 15 it J}.\?raﬂ%uratﬁmhfﬁta{w:il"
LHKPN yang disampaikan kepada pegawai selambat- Kementerian dan data pegawai wajib bl dm?;{;j\lsr\l poan
lambatnya pada bulan Desember. Tidak lapor. HEl .

Mereview draft surat pemberitahuan kewajiban penyampaian Data Draft Surat Pemkeritahuan i

2 |LHKPN kepada para pegawai UBB yang wajib menyampaikan Valid Kewajiban Pelaporan LHKPN dan 5 menit 5 o el { ik disetuid
LHEPN dan memberikan paral apabila telalh menyetujuinya. Tidak LHKASN. persely paral jika disetuiut:
Mereview draft surat pemberitahuan kewajiban penyampaian ia _//Da\ Draft Surat Pemberitahuan

3 LHKPN kepada para pegawai UBB vang wajib menyampaikan \.I'nl: Kewajiban Pelaporan LHKPN dan 5 menit Perbaikan atau
LHKPN dan LHKSN dan memberikan paraf apabila telah V LHKASN yvang telah di parafl o persetujuan/paraf jika disctujui
menyetujuinya. Tidak Koordinator.

B |
Ya | e
Mereview draft surat pemberitahuan kewajiban penyampaian i Emﬂ -?mlppﬂ'mnm: 1I1II :EN i Perbaik i
4 |LHKPN kepada para pegawai UBB yang wajib menyampaikan Data st desaniiben ool ot can S menit e i S ’ :
LHKPN dan memberikan paraf apabila telah menyetujuinys., Yalid LHEASN yang lelah 2 patal Fsasitady pREAT]lica:disetiviul
3 Koordinator dan Kepala Biro,
" " . . Draft Surat Pemberitahuan
Mereview draft surat pemberitahuan kewajiban penvampaian -3 p : ; A 3
LHKPN kepada para pegawai UBB yang wajib menyampaikan Ya Kewajiban Pelaporan LHKPN dan ) Surat Pemberitahuan Kewajiban
5 LHICEM dan memberfkan tanda tangan apablia ‘lah £ LHEASN vang telah di paral 3 menit Pelaporan LHEPN dan LHEASN
NEaloiiaea Koordinator, Kepala Biro, dan Wakil yvang telah di tandatangani.
AR Rektor.
P ——— - e N — FERS ]
Memindai surat pemberitahuan dan mengadministrasikannya Surat Pemberitabuan Kewajiban

6 |dan Mengirimkan surat pemberitahuan penyampaian LHKPN Pelaporan LHKPN dan LHKASN vang 10 menit Cistribusi surat dan Arsip.
kepada unit kerja. telah di tandatangani.

Menerima berkas LHKPN dari para pegawai atau bukt + i Rekapitulasi Daltar pegawai

7 |pengiriman apabila pegawai menyampaikan LHKPN kepada | | f.w]:[::;:mku pelaporan LHKPN dan 5 menit yang telah menyampnikan
KPK secara online, o laporan,

. — | ] Rekapitulasi Daftar pegawai yang ; Diraft surat penyampaian

B M at pe an LHKPN kepada KPE. I b -

embuat draft surat penyvampaian PN kepada 18l menyampeikan Bporan; 15 menit LHKPN dan LHKASN,
Tidak
AA
9 Mereview draft surat penyampaian LHKPN kepada KPK dan Yald Draft surat penyampaian LHKPN 10 menit Perbaikan atau




LHEPN dan LHKASKN

mengadministrasikannya.

Pelaksana Mutn Balm i E
i) : Bidang Keunngan b i ktor Helengknpan Waltu Output
= Rl i Keuangan dan Umum Ra . ; 1 BT SR Ve {
Draft surat penyampaian LHKPN +
10 Mereview draft surat penyampaian LHEPN kepada KPK dan Tidak Has LI-IKASE?JCv;ng li’:lﬁh di-paral 10 menit Pcrba:kgn atan ) . o
memberikan paraf apabila telah menyetujuinya, Data Koordinato : persetujuan parafl jika disetujui.
Valid —_ oordinator,
Ya
D Draft LHKFN
ralt surat penyampasan -
Mereview dreaflt surat penyampaian LHEPN kepada KPK dan —— v Ii: 1: K ],I:cl ! P]‘ hdi ]. 5 senit Perbaikan atau
2! :mberika afl bila telah enjuiny. Ya ! dan LEKASN yang telahvdi para TR persetujuan / paraf jika disetujui.
memberikan paraf apabila telah menyetujuinya. Koondinatar dan Kepals. Biro ]
¥a Draft surat penyampaian LHKPN Surat penyampaian LEKPN dan
12 Mereview draflt surat penyampaian LHEPN kepada KPK dan dan LHKASN yang telah di paraf . 3 menit LHKASN v-ang telah di
= |memberikan tanda tangan apabila telah menyetujuinya, Koordinator, Kepala Biro dan Wakil ta.ndmanlp.nni.
Rektor,
Mengirnmkan surat dan berkas LUKPN kepada KPK dan : , 4 st
13 [Memindai surat penvampaian LHKPN dan S;u.:at PRSI L.H KFN dan " 15 menit Arsip.
; i 2 : LHKASN yang telah di tnndatangani,




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS

020/UN50/POS /F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibr NS
NIP. 198104102012121001

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN YANG MENINGGAL DUNIA/MENGUNDURKAN DIRI

NAMA POS

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN YANG
MENINGGAL DUNIA/MENGUNDURKAN DIRI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1;

91

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301};

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun

2023 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai

Universitas Bangka Belitung;

w

Memahami proses usul pemberhentian Non ASN yang meninggal
dunia/mengundurkan diri.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

2. Alat Tulis Kantor.

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN YANG MENINGGAL DUNIA/MENGUNDURKAN DIRI

Pelaksana Mutu Baku e
= : Tim | Perencansan, | _ = e ; i
No. Aktivitas Amgpoap Xt Lo fctax | Perencanaan, | gy Rektor Bidang - s 4
_ Bidaog | Bldang | Kemangan, | . pen dan Umom Holeaghapan it Ouregnt
: . dan Umum 3 i
Relkapitulasi data
a snclata: spawal ] Sure ST t " . d :
1 Mchlkukan o ".d ataan Pegawai Non ASN vang ‘ ’ q'm At [x-nganrl.ar dalm Sura 20 menit | pegawai yang meninggal
meninggal dunia Keterangan Kematian ;
dunia.
L ; Draft SK Pemberhentian
2 Membuat draft surat keputusan pemberhentian | 1 Data Base Pegawal dan \Smenit  |dan Relengkapan :
dengan TMT sesuai Suratl Keterangan Kematian I Tk Peraturan terkait, Dokurnen Persyaratan.
NG el sl ket Berheitiag auw /\ 8K Pemberhentian dan Perbaikan atau
3 R SraTheLe A > Date Kelengkapan Dokumen 10 menit | persetujuan paraf
memberikan paral apabila menyvetujuinya. 2] : ;b irs
. “ \/ Tidak Persyaratan, apabila disctujui,
) . Ya SK Pf_-nlfmrhcn_nan ll:‘ensn.m yang Pkl aral
Mereview draft surat keputusan pemberhentian dan Data Tidalk telah diparal Keordinator dan i i
4 . : i » Tgar 2 - 10 menit | persetujuan/ paraf
memberikan paral apabila menyetujuinya. Kelengkapan Dokumen iR e
apabila disetujui,
Persyaratan, :
Ya 5 :
Sk Pemberhentian yang telah .
. . : ; = Perbaikan atau
= |Mereview draft surat keputusan pemberhentian dan . Data diparaf Koordinator dan Kepala T persetujuan/ paraf
v : . B . » &l 2
memberikan parafl apabila menyetujuinya, Biro, serta Kelengkapan T i
¥ apabila disetujui.
Dokumen Persyaratan.
¥a SK Pemberhentian yang telah
; liparaf Koordinator, Kepala Bin . 3
_ [Mereview dralt surat keputusan pemberhentian dan s .m.f : Bty . SK Femberhentian yang
6 emberikan tenda: & bil et dan Wakil Rektor, serta 3 menit t5iak diasBA AR
memberikan tanda tangan apabila menyetujuinya. Kelengkapan Bokumen atangani.
Persyaratan.
7 Memindai surat keputusan pemberhentian dan SK Pemberhentian yang telah S menit SK Pemberhentian vang
mengadministrasikannya. ditandatangant. telah ditandatangani.
nyampaikan SK pe :rhenti or: i SK Pe -rhentian y: ; ¢
8 Menyampaikan SK pemberhentian kepada Ahli ( ) SK Pemberhentian yang telah 10menit  |Arsip

Waris Pegawai melahni pimpinan unit kerja.

ditandatangani,




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KEERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 021/UN5S0/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Prof. Dr. [

PEMEERHENTIAN PEGAWAI NON ASN YANG MEMASUKI USIA PENSIUN

WAMA POS MEMASUEKI USIA PENSIUN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKEAS]I PELAKSANA :

1.

7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023

tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai
Universitas Bangka Belitung;

1. Memahami proses usul pemberhentian Non PNS,

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Rektor Universitas Bangka Belitung

NIP, 198104102012121001
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN YANG




PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN YANG MEMASUKI USIA PENSIUN

= Pelaksana ' | Mutu Baku
= ol S e 3 i
No Aktivitas Anggota Tim Ketua Tim Perencanaan, W, =l 5 - : H d
Kepegawaian | Kepegawaian | Kepegawaian | PR SRR - W: e
Meneliti database pegawai dan memilah pegawai non ( ) . ’ Rekapitulasi data
1 g : Jegawai, 2 . 2
ASN yang akan memasuki usia pensiun. e e Logiwel > menth peRawal pensiun.
+ Draft SK Pemberhentian
2 Membuat dralt surat keputusan pemberhentian dua e - Data Base Pegawai dan 15 N Pensiun dan
bulan sebelum pegawai memasuki usia pensiun, ‘ e Peraturan terkait. TRt Kelengkapan Dokumen
s Persyaratan,
a Mereview drafl surat keputusan pemberhentian dan m :kl ?gm?crhcﬁlin Peviatumdan 10 Y Pcrbaiklan s ¢
Y lmemeberikan paraf apabila menyetujuinya. » .(.Lngk.ipan QRERTEN eoit pcrsc.[u]u:;n/ptar:a
d Persyaratan, apabila disctujui.
Tidak
Ya SK Pemberhentian Pensiun yang Parbailian atan
4 Mereview draflt sural kepulusan pemberhentian dan Data Tidak telah di parafl Koordinator dan 10 it el = ac] raf
moemeberikan paraf apabila menyetujuinyan., Kelengkapan Dokumen mens pepmcUy LA /pa .
apabila disctujui,
Persyaratan.
Ya . SK Pemberhentian Pensiun yang Perbaiiian atia
s Mereview dralt surat keputusan pemberhentian dan Data telnh di parafl Koordinator dan 5 menit ’rsclu'uanf it
memeberikan paral apabila menvetujuinya. Kepala Birp, serta Kelengkapan I . ] : Pa
i apabila disctujui.
Dokumen Persyaratan.
Ya SK Pemberhentian Pensiun yang
Mereview draft surat keputusan pemberhentian dan h:'.lnh & pﬂm[ I\mtr'ln?ator, . S\k P‘.:mberhmnan -
[ inembetiian tandh tangas apabila menyettjuinye Kepala Biro dan Wakil Rektor, 3 menit Fensiun yang telah di
: S serta Kelengkapan Dokumen tandatangani.
Persyaratan.
i
2 Memindai surat keputusan pemberhentian dan SK Pemberhentian Pensiun vang = it g: Eﬁmb:::cnt:f:; i
mengadministrasikannya, telah di tandatangani. IR FRSIUD, yane
tandatangani.
y 3
8 Menyampaikan 8K pemberhentian kepada pegawai SK Pemberhentian Pensiun yang 10 it Aipdi
non PNS melalui pimpinan unit kerja. telnh di tandatangani. RS o




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 022/UN5S0/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN [2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHEAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. [brahim, M.Si

NIP. 198104102012121001

PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN YANG MENINGGAL DUNIA

PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN YANG

N Pos MENINGGAL DUNIA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS]I PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses usul pemberhentian Non ASN meninggal dunia

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN YANG MENINGGAL DUNIA

Pelaksana Mutu Baku ;
No. Aktivitas o B AEARART | Wakil Rektor Bidang | i t HKeterangan
is N i J: "
1 Meli?kukan pendataan Pegawai ASN yang meninggal S'urat pengantar d?‘" SUraL 20 menit | Konsep berkas usulan
dunia Keterangan Kematian
5 Memverifikasi llxzrl-ms d?lt?l pendukung pemberhentian | Konisep barkas usulag 30 menit  |Konsep berkas usulan
ASN yang meninggal dunia
Tidak
Memwverilikasi berkas usul Pemberhentian ASN yang | \
3 meninggal dumia, mereviu konsep surat usulan S::; Berkas usulan pemberhentian 30 prenit Batlan qsularn
Y | pemberhentian ASN yang meninggal dunia kemudian \/ Titiak ASN yang meninggal dunia
memaraf pada surat usulan apabila telah menyetujui.
Mereview konsep surat usualan pemberhentian ASN Tidak D
¥ 2 : e ;
4 |yang meninggal dunia dan memarafl surat usulan Tl Data — — E;;i‘a::“:l::l:‘:: ;;T‘:—E::lan 15 Menit  |Berkas usulan
apabila telah menvetujui. Yalid SRR RFHEE
Mereview konsep surat usulan pemberhentian ASN ,
‘kas i AT 1 ;
9 |vang meninggal duma dan memarafl surat usulan Ya Data Bmkﬂ"‘ us:..aI?an-m}[:;rhcp ot 10 menit Berkas usulan
apabila telah menyetujui. valid ASN vang meninggal dunia
L
. Ya
Mereview dan menandatangani surat usulan
& pemberhentian ASN vang meninggal dunia dan Berkas usulan pemberhentian 10 Menit Berleag nailan
menyampaikan ke Biro SDM Kementerian Pendidikan, ASN yang meninggal dunia <
Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui SINDE.
=
Memproses pemberhentian pegawai sesuai ketentuan Becka i I
7 |vang berlaku dan menyampaikan SK Pemberhentian ERAS UyiAT per ) 10 hari kerja |Berkas usulan
itcpada Rektor ’ ASN yang meninggal dunia
Menerima SK pemberhentian ASN yang meninggal ; ; il .
8 |dunia dari Biro SDM Kementerian Pendidikan, i‘:ﬂﬁi‘“"a‘]‘ i:ﬁ’:,':“ ASN yang { hari  |SK Pemberhentian ASN
Kebudayaan, Risct dan Teknologi. THNEEs "
Menyampaikan SK pemberhentian ASN yang
9 |meningeal dunia kepada Ahli Waris melalui pimpinan
unit kerja.
Mengarsipkan folo copy SK pemberhentian ASN yvang
10 |meminggal dunia dalam dosir kepegawaian dan
mengarsipkan dalam bentuk saft file.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 023/UN5S0/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN (2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

EIERIEROI AR Rektor Universitas Bangka Belitung

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN Prof. Dr. Ibrahim. M.Si
NIP. 198104102012121001

PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN AKIBAT
PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN AKIBAT PELANGGARAN DISIPLIN NAMA POS PELANGGARAN DISIPLIN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |1. Memahami proses usul pemberhentian ASN.
4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Nomor 6897);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGEKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN AKIBAT PELANGGARAN DISIPLIN

Pelaksann Mutu Baku |
g n” h m :
ol Aktivitas Peten Anudh'ﬂlﬂ Kchu'l‘im P‘umn, w.mn.uw : i SEebel]
2 ey Bidang Bidang Heuangun, | Bidang Keuangan Rektor Biro SDM EHelenglapan Waldu OQutpnt
ASN [Pengusul it : AR v Kepegawal s Do dikbudriste) |
Pog ) PeE e :
Membuat Rekapitulasi data pelanggaran disiplin Database Pegawai, kelengkapan
| |pegawai, membuat Draft/konsep Surat ( J administrasi berupa SP 1, SP 2, 20 menit  |Rekapitulasi Data
Usul/Permohonan Tidak SP3
: Diraft/ Konsep Surat iy i
Az C Surs A ¥a 2 : Surat
o |Menelaah Draft/Konsep Surat Uav._:l/_l‘ermnho‘mn L/{.h_ Usul/ Permsohonan Beserts 15 maiit Dralt/ Konsep |.1n
dan Memeriksa kelengkapan administrasi w“d Tidak N Ugulf Permohonan
mpiran
e : o Draft/ Konsep Surat Draft/ Konsep Surat
3 :ih"m;nk?l 2mhikl:°":‘:rﬁrbumt Usil/ Permohonan) a AA e UsulfPermohonan beserta 5 menit Usul/Permolhionan yang,
A membrby e \Qy T Tidak lampiran telah diparaf
; Draft/Konsep Surat Draft/ Konsep Surat
o 7 e ¥
4 ﬁ"'&l‘l"e‘ ‘k“; ?lﬁlzhonseplbuml Usulf Permehenan ¥ | ::1:' Usul/ Permohonan yang telah 5 menit Ugnl/ Permohonan yang
A mEmMR LR PA diparal Ka. BPKKU telah diparal
| e
Drait/Konsep Surat
Menandatangani draft/konsep surat yang telah Ya Usulf Permohonan yang telah Draft/Konsep Surat
5 |diparaf dan menyampaikan/mengirimkan kepada diparaf Ka. BPKKU dan Wakil 13 menit Usul/Permohonan yang
Biro SDM Kemdikbudristek melalui SINDE Rektor Bidang Keuangan dan telah diandatangani
Urmnim
s naiitni il dan e G ea Se R iz Surat Usul/ Permohonan yang SI Pensiun / 8K
& s;.t:l- RS o ikan SK 'ﬁ‘]ﬂ h'!' a::h“a;“ CT'Z" i telah ditanda tangani Rektor 10 hari keria Pemberhentian dengan
rta menyampaikan mberhentian kepadea beserta kelengkapan dokumen 12 | hormat karena mencapai
Rektor P i s i
adninsitras hatas usia pensiun
Sk Pensi SKH
Menerima SK Pemberhentian, meneruskan kepada SK Pensiun / SK Pemberhentian I-‘(I:“mlz»:r::::rl‘;ltii\::;!‘llmlll
7 [Wakil Rektor untuk ditindaklanjuti dan dengan hormat karena meneapal 5 menit boriat Raea m(l:ncapni
menvampaikan kepada pegawai vbs batas usia pensiun batas usis pensiun
Menerima SK Pemberhentian Arsip 5 menit Tanda Terima




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

'a;)‘;:._;:a":;:;;-’
S ganct”
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS

024/UN50/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHEAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahi: ;
NIP. 198104102012121001

PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

NAMA POS

PEMEERHENTIAN PEGAWAI ASN ATAS
PERMINTAAN SENDIRI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemeor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
4301);

. Undang- Undang Republik Indenesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudavaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751});

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023

tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.
Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai
Universitas Bangka Belitung;

1. Memahami proses usul pemberhentian Non PNS.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

2. Alat Tulis Kantor.

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

- 3 | Mutu Baku i
1 T T ¥ I
: : Biro f : I
o i ASR/memonzat | BMang | Bidang | eusngan, | Keungandan Kelengkapan Waiktn Output
- ; Hepegawni: Kepegewaian | Kepegawainn dan Umum :
=0 Umum
X o SK CPNS, SK PNS, SK PPPK,
g |Menyampallan permohonan: pengunduran dir Perjanjian Kerja PPPK, SK S menit | Surat Permohonan
sehagai ASN Pangkat Terakhir
o ) ik SK CFNS, SK PNS, SK PPPK,
2 MCT!(:I"HI"IH ‘?-,:‘n-.u Permohonan Pf:f\ﬁtnruhlnlsl: _d:n dan Pesjanjian Kerja PPPK, SK Smenit |Disposisi
mendisposisikan surat untuk diundaklanjuti Pangkat Terakhir
3 e SK'CPNS, SK PNS, SK PPPK,
2 Mlelnelaah surat dan |.nendxspoa:s:kan surat untuk Perjanjian Kerja PPPK, SK Smeénit |Disposisi
ditindaklanjuti sesuai prosedur Pangkat Terakhir
Menelaah surat dan mendisposisikan surat untuk SK CPNS, SK PNS, SK PPFK. ) o
4 |ditindaklanjuti sesuai prosedur dan membuat draft Perjanjian Kerja PPPK, SK Smenit  |Disposisi
usul surat permohonan ke Kemdikbudristek Pangkat Terakhir
Menelaah Surat usulan dan kelengkapan SK CPNS. SK PNS, SK PPPK, ) ) -
5 |admnistrasi, menugaskan anggota bidang Perjanjian Kerja PPPK, SK 15 menit | Disposisi
kepegawaian untuk memproscs lanjut Pangkat Terakhir
Membuat draf/konsep surat usul poermohonan SK CPNS, SK PNS, Sk PPPK, Draft/Konsep Sur?'al
6 |pemberhentian ASN atas Permintaan Sendiri dan — Peganjian Kerja PPPK, SK 15 menit | Permohonan ke Biro
menyampaikan kepada Ketua Tim Tidak Pangkat Terakhir SDM Kemdikbud
Menganalisa, mereview, dan menelaah draft surat % / . E’B:baik.am atan
7 |usul permohonan dan menvampaikan kepada Kepala > Da:a Draft/Konsep Surat Usul 5 menit pu\'sctu]u.an!pmfaf
BPKKU Valid apabila disetujui.
. : Parbaikan atan
8 Mcne\nu.w Crafl/Ronseg seatuadl dan membert paral Ya Draft/Konsep Surat Usul 5 menit | parsetujuarn/paral
persetijuan apabila disetujui,
;- Perbaikan atan
9 Mereview draft/konsep surat usul dan memberi paraf ¥a Data Draft/Konsep Surat Usul vang Siioiit  |porsetajiany paral
i Valid s R s i
persetujuan g telah diparsl apabila disetujui,
Menandatangani draft/konsep surat yang telah Ya Draft/Konsep Surat Usul yang Parbaikan atau
L0 |diparaf dan menyampaikan/mengitimkan kepada telsh digaral S menit m.'semju?mfp_!lr“uf
Biro SDM Kemdikbudnstek melalui SINDE apabila disetujui
Menerima usulan dan memperoses sesuai ketentuan Surat Usul Permohonanan SK P:Icmi}erhent.ian .
11 |serta menvampaikan SK Pemberhentian kepada Pemberhentian Atas I bulan | Pensiun yang telah di
Rektor Permintaan Sendiri tandatangani.
SK Pemberhentian
: i 2K Pei srhenti : et : A
12 Menerima Sk I:I.mlx,thr\,nuan dan menyampaikan SK Pernbarhentian S menit | Pensiun yang telah di
kepada pegawai vhs tandatangani.
= =L =
13 |Menerima SK Pemberhentan D SK Pemberhentian S menmit  |Arsip




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
| NOMOR POS 025/UN50/ POS/F.4 /2024
o TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024
SEl s TANGGAL REVISI
Bl ‘%5 TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024
%;%:t";‘i-":’:? DRSSy QLR Rektor Universitas Bangka Belitung

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN MENCAPAI

B Roe BATAS USIA PENSIUN

DASAR HUKUM :

RUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses usul pemberhentian ASN.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlalcu.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.,

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PEMBERHENTIAN FEGAWAI ASN MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

Pelaksann Mutn Bakn 1
™ 2l i > i3
- ; Bidang Heuwangan, Bidang Kenangan Rektor - dikbrdciatel Pogawai Pensian KHelcngkapan Waktn Output
Melukukan pengpeekan data pegawal yang akan
meneapai batas usia pensiun, melakukan
rekapitulnsi data pegawai yang aknn mencapai o
1 |Batas Usin Pensiun, menghubungi pegawai vang Tidak Dnlnll::_mu Pc-ap“ Bl kelanghapet 3 hari kena | Surat Permchonan
F : . administrasi
bersangkutan untuk melengkapi adminsitrasi J
usulan Pensiun, dan membuat Draft/ Konsep Surat
Usulf/Permohonan
Tidak
2 Menelanh Draft/Konsep Sural Usul/Permohonan ¥a Aﬂ\ Draft/ Konsep Surat 10 menit Diraftf Konsep Surat
dan Memeriksa kelengkapan administrasi wy Usul/ Permohaonan ik Usul/ Permohonan
Memarikss Draft/k Siivat Dt oasadi /\\ Tidak Deal7itorises Sitat Draft/ Konsep Surat
3 2 lT\ﬁ)‘: -a:: ‘.‘ﬂ;kf ommpf urat UsulfPermohonan i Data Ur U;F nnm,lp Sum 5 menit Usul/Permobonan yang
an membubuhkan parn \“V sul/ Permohonan talah diparaf
. v / Draft/ Kensep Surat Draftf Konsep Surat
Diat;
4 (ﬁ;ﬁi::?{:iﬁxkf:nﬂ’rsurm Vil Priiahonas, Ya Vth.l Usul/Permohonan yang telah 5 menit Usul/ Permohonan yang
- diparaf Ka. BPKKU talah diparef
L
Draft/ Konsep Surat
Menandatangani draft/konsep surat vang telah Usul/ Permohanan yang telah Draft/ Kensep Surat
5 |diparaf dan L paikan/ irimkan kepada Ya diparal Ka. BPKKU dan Walkil 15 menit Usnlf Permohonan yang
Hiro SOM Kemdikbudristek melalul SINDE Rektor Bidang Keuangan dan tzlnh drandangani
Umum
—
Menerima usulan dan memperoses sesuai ketentuan Sugut Veul/Pemmobionai yang Si Pynminn. / BX
6 |serta menyampaikan Sk ;E!‘I:\b rhc.nl]:an ke : la I Lelati:diimada armgeis Rewtor 10 hari kerjn Perjbectiautian snpan
Rektor . - o o beserta kelengkapan dokumen o1 hormal karena meneapai
. adminsitrasi batas usia pensiun
Menerima SK Pemberhentian, meneruskan kepada SK Fensiun / SK Pemberhentian ?: Tl:::::r.{n:i:lun =3
T |Wakil Rektor untuk ditindaklanjuti dan dengan hormat karena menecapai 5 menit . 2 b
| 4 RS IE r hata : hormut karena mencapai
menyampaikan kepada pegawai ybs atns usia pensiun Bt i penbn
B [Meneruna SK Pemberhentian D Arsip 5 menit Tanda Terima




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 026/UNG0/ POS/F.4]2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KEERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP, 198104102012121001

DEMOSI PEGAWAI

NAMA POS DEMOSI PEGAWAI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

1. Memahami proses Demosi Pegawai.

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik M hami il e it et
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); S Nmahatl tEgRR PO SOl JUTERE Uit e
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik M s oo ool oo ) berlak
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 8, Memabany perattran dan KoUSIILHan, Faig SEraet.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor
202);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penvusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomeor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang Standar
Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGHAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




DEMOSI FEGAWAI

Pelaksana Mutn Baku .
No. Aktivitas ; ‘Tim Penegakan £ : | Wakil Rektor Bid: { ; . Keterangan,
Pegawai Disiplin Unit Unit Kexja Rektor II/Kepala X s Kelengkapan Wakta Output
Kerja Biro SpasaalAL
Pegawai yang memiliki SKP/DP3 dengan nilai
| |Kurang selama 1 tahun terakhir dan atau SKP/DP3/Surat 10 menit |SKP/DP3/Surat
pegawai vang melakukan pelanggaran disiplin Teguran Teguran
dan menerima surat teguran.
Tim Penegakan Disiplin melakukan pemeriksaan
terhadap pegawai dan mengadakan rapat
internal. Tim Penegakan Disiplin menetapkan
2 stanksi yang akan dijatuhkan kepa.da‘ Pegawai dat SKP/DP3/Surat o Hasil rapat
yvang memiliki SKP/ DP.3 dengan nilai l(ursfng valid Tt ari penetapan sanksi
selama 1 tahun terakhir dan atau pegawai
melakukan pelanggaran. Hasil rapat
disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk
selanjutnya dilaporkan kepada Rektor.
Unit Kerja menyampaikan mela]ui'surat . Surat Pengantar
pengantar kf.-pad.::l Rektor untuk diketahui dan i dengan lampiran
hndaﬂ@Juti pen_]aflfh‘an Rl — Hasil rapat penetapan .. |hasil penetapan
3 |pegawai yang memiliki SKP/DP3 dengan nilai saplial 10 menit sanksi, berkas
Kurang.aélama 1 tahun terakhir dal_1 atau SKP/DP3 dan atau
pegawai melakukan pelanggaran disiplin dan Surat Teguran
menerima surat teguran.
Menerima surat dan mendisposisi kepada Wakil gura‘r Pe]nganltar hasil
3 engan lampiran hasi
4 R?ktm— ity Ky epu Keuangm'lﬂ(e_pala penetapan sanksi, 10 menit |Disposisi
Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan berkas SKP/DP3 dan
Umum selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. e
atau Surat Teguran
s Surat Pengantar
Wakil Rektor lI/Kepala Biro mendisposisikan dengan lampiran hasil
5 |surat ke Bidang Kepegawaian untuk penetapan sanksi, 1 hari Disposisi

melaksanakan tindaklanjut sanksi pegawai.

berkas SKP/DP3 dan
atau Surat Teguran




DEMOSI FEGAWAIL

Pelaksana Mutu Bako
Tim Penegakan Wakil Rektor
Disiplin Unit | Unit Kerja II/Repala m Kelengkapan Walktu Output
Kezja Biro Kepegawaian

Keterangan|

Bidang Kepegawaian membuat Surat Keputusan
Demosi dan disampaikan kepada Pegawai yang

Surat Pengantar
dengan lampiran hasil

Surat Keputusan

Terima

6 |mendapat sanksi melalui Unit Kerja terkait. preses penetapan sanksi, 1 hari gy e
Kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap berkas SKP/DP3 dan P
hasil keputusan hukuman disiplin pegawai. atau Surat Teguran
Menerima duphkat Surat Keputusan Dermnosi ¢ Surat Pengantar, SK

7 |sebagai arsip dan Surat Keputusan Asli ke vang Demosi dan Tanda 30 menit |SK Demosi
bersangkutan, T Terima

Surat Pengantar, SK
8 |Menerima Surat Keputusan Demosi (asli). Demesi dan Tanda 5 menit SK Demosi




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGEKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS

027/UN50/ POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

e Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.
NIP. 198104102012121001

MUTASI PNS

NAMA POS MUTASI PNS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomer 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung,

1. Memahami proses mutasi PNS,

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




MUTASI PNS

satuan kerja atau Kepala Biro di lingkungan Sekretaris
Jenderal,

penawaran mutasi

Pelaksana Mutu Baku
Wakil Rektor
Bidang Keuangan
dan Umum / g :
[No. Aktivitas Kepala Tim Kerja Bidang e . i : L : Keterangan
' - : Kemendikbu K W Ou - i
Rektor Pe: R ® : dristek elengkapan aktn tput ;
Keuangan, |
Kepegawaian, f |
dan Umum i
Pegawai yang akan mengajukan Mutasi/ perpindahan Surat usulan dan « Dokumen
] : 5 menit
kepada Rektor. kelengkapan berkas Usul
Rektor mendisposisi surat usulan tersebut ke Wakil 'L tidak S T
2 |Rektor Bidang Keuangan dan Umum / Kepala Biro lolos/ditolak 5 menit Disposisi
: kelengkapan berkas
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum / Kepala
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum
: S i 5 4 2 Surat usulan dan 3 4 2
3 |mendisposisi ke Tim Kerja Bidang Kepegawaian untuk Vocton Bimat Gaikin 5 menit Disposisi
diteliti, diproses dan melakukan verifikasi serta validasi gap
persyaratan usul mutasi/perpindahan.
Tim Kerja Bidang Kepegawaian meneliti, memproses
4 dan melakukan verifikasi serta validasi persyaratan data Kelengkapan Dokumen 5 hari Dokumen
usul mutasi/perpindahan pegawai, dan mengajukan ke N"d Persyaratan. Usul
Rektor diterima atau diterima lolos butuh.
lolos butuh Kel k. y Dok
5 |Rektor menandatangani surat lolos butuh. . er_lg apan Deoltihn S menit C T
Persvaratan Usul
-
Tim Kerja Bidang ll'(epagz.m'ma.n menyampaikan su‘rat Kolstipkapan Dokumen
penawaran mutasi/perpindahan kepada Sekretaris . ’ Dokumen
6 Persyaratan dan surat 15 menit Usul




MUTASI PNS
~ Pelaksana Mutu Baku |
Wakil Rektor f
Bidang Keuangan i
dan Unmum /
No. Aktivitas Kepala Tim Kerja Bidang - Keterangan
Pega ektor Kemendikbudristek Kelengkapan Walktu Output |
o = Perencanaan, Kepegawaian T :
Keunangan,
Kepegawaian,
dan Umum
Berkas Usul mutasi di kirim ke Biro SDM
Kemendikbudristek untuk diteliti dan diproses usul
= untuk menda;.:natka.n.persetujun T.eknis dari BKN: Biro Dokuine Usil 1 Blen SK Mutasi
SDM Kemendikbudristek menerbitkan SK Mutasi
Pegawai setelah menerima Persetujuan Teknis dari
BKN dan dikirim ke Satker pengusul. |
:
Tim Kerja Bidang Kepegawaian menerima dan proses I I . ‘
8 dist‘ribusli SK I}/Iutasi ke Pegawai vang bersangkutan dan Mutasi d;ﬁ Tandla Terima 15 menit  [SK Mutasi
Arsip unit kerja. T
1
. . Surat Pengantar, SK ; 4
9 [Menerima Surat Keputusan Mutasi. . — 15 menit |SK Mutasi




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS

028/UN50/ POS/ F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. [brahim, W=
NIP. 198104102012121001

PROMOSI JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL

NAMA POS

PROMOSI JABATAN ADMINISTRASI DAN
JABATAN FUNGSIONAL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),

Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60};

Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751,

Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses mutasi/pomosi PNS.
2, Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

2. Alat Tulis Kantor.

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PROMOSI JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pelaksana Mutu Bakn |
Wakil Reltor o
No.| ~ Aktivitas Bidang Tim Penilai s Keterangan
Unit Kerja Relktor II/Kepala Pegawai Kelengkapan | Waktu Output |
BPKKU Kepegawaian Kinerja -
Punpme}n Unit Kerja meng.ajukan usulal? nama Surat Usulan 10 menit |Disposisi
pegawai yang akan mengajukan Promosi Jabatan.
Rektor mendisposisi surat usulan tersebut ke Wakil : ditolak
Rektor Bidang Keuangan dan Umum/ Kepala Biro Surat Usulan 10 menit |Disposisi
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum.
Wakil Rektor I/ Kepala BPKKU mendisposisi ke .
baglan Kepe.gawajan o mEIakUkar.l venﬁka_s: Surat Usulan 10 menit |Disposisi
data sebagai persyaratan usul promosi pegawai
untuk dilakukan seleksi internal.
Bidang Kepegawaian melakukan verifikasi serta Surat Usulan
validasi berkas usulan dengan memperhatian dan
. N . 7 data |
persyaratan jabatan dan kebutuha.n unit kerja dan _ it Kelengkapan 3 hari Hasil seleksi
mengusulkan nama-nama pegawai yang lulus seleksi Berkas
administrasi untuk mendapatkan pertimbangan dan Persyaratan
persetujuan Tim Penilai Kinerja. lulus seleksi Promosi
Tim Penilai Kinerja melalukan rapat internal, Surat Usulan
mempertimbangkan dan menyetujui nama nama dan
yvang layak untuk dipromosikan dalam suatu data Kelengkapan : sl salakat
jabatan. Hasil rapat diserahkan kembali ke Bidang valid Berkas L FRaets
Kepegawaian untuk ditetapkan dengan Surat Persyaratan
Keputusan. lulusfseleksi Promosi
Melakukan proses Penerbitan Surat Keputusan 1
Jabatan, arsip dan distribusi Surat Keputusan ; ; 3 Surat
e : Hasil seleksi 1 hari
Jabatan ke vang bersangkutan melalui unit kerja Keputusan
terkait. |
Menerima duplikat Surat Keputusan Jabatan l
: ; s Surat 2 .
sebagai arsip dan Surat Keputusan Asli ke yang 30 menit |Arsip
Keputusan
bersangkutan. [
1
Menerima Surat Keputusan Jabatan (asli) S 15 menit |Arsi
a Surat Kep al ash). Keputusan P




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 029/UN50/ POS/ F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januar 2024

TANGGAL REVISI

; %ﬁ:‘fz‘e:,.
HENE

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

ey
43'3':(;@;}
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M7
NIP, 198104102012121001

PEMBERIAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN UBB

PEMBERIAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN
STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI TENAGA
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UEB

NAMA POS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1:

2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian
Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung,.

1. Memahami proses Studi Lanjut Pegawai.

5

Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




AGA KEPENDIDIKAN UBB

PEMBERIAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TEN.

'Pelaksana ‘Mutu Baku i
: i i .
No.|Aktivitas Kotua Tim Bidang | 276892 Pimpinan Unit A = : Keterangan
: ] Kepala BPKKU ; a5 Bidang ; 7 Helengkapan Waktu Output
Kepegawaian K i Herja Rektorat i
i
Mengumumkan Bantuan Biaya Studi Lanjut bagi Tenaga
1 [Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Bangka Draf Pengumuman 30 Menit Pengumuman
Belitung,
Pegawai Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS mengajukan
.. |bantuan biava studi lanjut kepada Rektor e.q. Kepala Biro Helengkapan Dokumen o
2 . 3 . ; I hari Berkas usulan
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum melalui Persyaratan.
Pimpinan Unit Kega
Menerima dan mendisposisikan surat usulan pengajuan
3 |Bantuan Biaya Studi Lanjut untuk diverifikasi setiap usulan Berkas usulan 5 menit Disposisi
pegawal
r
Menerima dan mendisposisikan kepada Tim Kepegawaian I [
4 |untuk diverifikasi Usulan Bantuan Biaya Studi Lanjut Berkas usulan 5 menit Disposisi
Pegawai
. — |
Menerima, memverifikasi berkas, dan merekap data usulan
pegawai yang mengajukan Bantuan Biava Studi Lanjut.
& Usulan berdasarkan Keputusan Rektor Nomar : A R 15 Menit Berkas kelenghapan
1B JUNSO/SPSVI 2022, Serta membuat Pengumuman Hasil o ! administrasi
Seleksi administrasi yvang mengajukan Bantuan Biaya Studi |
Lanjut |
Melakukan Seleksi Wawaneara bagi Pegawai yang Lulus
Beleksi Administrasi Bantuan Biaya Studi Lanjut, dan Berkas kelengkapan . Hasil Penilaian
5] ; A ; < . Sy A | han i 2
memberikan penilaian bagi pegawai vang layak diberikan administrasi Seleksi
bantuan biayva pendidikan studi lanjut.
~ |
Menerima hasil penilaian seleksi dan membuatl pengumuman ParibiiraaR
7 |hasil akhir penerima bantuan biaya studi lanjut bagi Pegawai Hasil Penilaian Seleksi |1 harni -al;] P'l :
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. s
Surat Keputusan,
Membuat surat keputusan tentang daftar nama penerima i i
% 2 4 . : g Bukti Pembayaran,
8 Bantuan biava studi lanjut bagi Pegawai Tenaga Pendidik dan Pengumuman hasil 3 har i sttt
Tenaga Kependidikan dan mengumpulkan Bukti pembayaran akhir s . Tanijian bantuan
dan membuat surat peganjian bantuan biaya studi lanjut. apfﬁpm =




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 030/UN50/ POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

ek Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

PERPINDAHAN TUGAS/ROTASI TENAGA KEPENDIDIKAN

PERPINDAHAN TUGAS/ROTASI TENAGA

HAMA&Pos KEPENDIDIKAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelavanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038};

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264};

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang

Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses mutasi pegawai.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGEKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PERPINDAHAN TUGAS/ROTASI TENAGA KEPENDIDIKAN

Polaksana Mutu Balo '
G e AT | :
e Hepala Biro i i s | b 1
: Pimpinan Unit Kerja Rektor £ e Eeuangan, eI e | Sutyut.
Umum ]
Melakukan evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan dan o
rapat koordinasi Iurhall.'-lpl penilnlinn kinerja dan t ) Kebutuhan SDM, SKP B ) Hasil ﬂvlnllmmkk:llcl‘l?
I |kebutuhan SOM Tenaga Kependidikan untuk dan DP3 pegawai 2 hari pegawai dan kebutuhan |-
mendukung layanan Tridarma Perguruan Tinggi di sDM
lingkungan Universitas Bangka Belitung
M.c.mbual daﬁar rotasi Tgnag.'i He}xfndidika.n untuk Hasil Uv_uluasi kinerja L Daftar nama pegawai
2 |ditindaklanjuti oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan pegawai dan 1 hari et =
dan Umum kebutuhan SDM
Melakukan evaluasi dan menetapkan daftar nama .
3 Tenaga Kependidikan vang akan dipindahkan Daftar nama pegawai 1 hari Hasil final nama L.
{rotasif mutasi) sesual dengan kebutuhan SOM unit rotasi pegawai motasi
kerja
M(-.nl.-.rimﬁ daftar nama T(.:nngm Hspcndidikan vang Haall fioit natma R Disposisi dan nama y
4 |akan d?pmdahka.n {rotasi/mutasi) untuk proses pegawai rotdst 15 menit pegawai rotasi
penerbitan SK Perpindahan Tugas (Rotasif Mutasi)
L
5 Membuat SK Pe.r'plrindnhun Tugas (Rotasi/ Mutasi) U‘i=5I<‘9'*1"_‘i dan Inama 8 menit Dral SK Rotasi/Mutasi |-
Tenaga Rependidikan PeRawWaEl rotast
[
o ——
6 Mr:ny{:luj'ui SK I_’e_rpi.ndah;m Tugas [Rotasi/ Mutasi) Diraf $K Rotasi/ Mutasi 30 menit  |Paraf SK Rotasi/Mutasi |-
Tenaga Kependidikan
) S
7 | Mepeninl S Pespindahan Tugas (Rotusi/otsl) Draf SK Rotasi/Mutasi | 30 menit  |Paraf SK Rotasi/Mutasi |-
Tenaga Kependidikan
8 Menyetujui d.a” Iilel'lu“llldﬂuﬂlglllli SK I?(:llpindzlhan Diraf S Rotasi/ Mutasi 30 menit SK Rotasi/Mutasi "
Tugas [Rotasi/Mutasi) Tenaga Kependidikan
|- = i e e
Menggandakan, mendistribusi, dan mengarsipkan SK : )
9 | Perpindahan Tugas (Rotasif Mutasi| Tenaga SK Kotasi/Mutasi 60 menit | Distnbusi dan Arsip. -
Kependidikan
10 ﬁmp_i"an Unit Ketja mﬂm‘”‘,‘i[m Sk _Salinan 8K SK RFotasi/ Mutasi 5 menit tanda terima. per pegawal
Perpindahan Tugas [Rotasi/ Mutasi]
11 Tenaga Kependidikan di rotasi/mutasi mencrima SK SK Rotasi/Mutasi & menit tardn fera, per pegawai

asli




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 031/UN50/ POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN
IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG
MENDAPATEAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA

NAMA POS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomeor 5601);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nemor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5038);

4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggl Republik Indenesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penvusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomeor 751};

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang Standar
Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

2

1. Memahami proses penyalahgunaan wewenang,
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGHKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA

Pelaksana ' Mutu Baku
Pihak yang
No. Aktivitas Unit Layanan| Pimpinan mendapatkan Keterangan
: Kelengkapan Waktu Output
Pelapor. | erpadu | UnitKega | UMEt¥eU2 |11 /Perjanfian Eit
Kerja
Pelapor menyampaikan Pengaduan atas Penyalahgunaan
Wewenang/Pelanggaran oleh Pihak yang Mendapatkan
1 |lzin/Perjanjian Kerja melalui: Meja Unit Layanan Surat Pengaduan, 10 menit  |Bukd surat diterima
Terpadn/Surat Reguler/Surat Elektronik (email)/Aplikasi
Lapor —
M % 5 Pe | el 1ai Palanae l Surat Pengaduan telah
2 crierima bm‘a_t TEAR I anggz'imn.t Aarl Teapor Surat Pengaduan., 15 menit |disampaikan ke
dan menyampaikan ke Pimpinan Universitas. ] Pimpinan Universitas
Menerima Surat Pengaduan :
3 Penyalahgunaan/Pelanggaran dan mendisposisikan ke it Pesnalisn 15 sisnie Surat Pengaduan dan
Tidak REERE KEREAEERRL o Disposisi

Unit Kerja terkait yang membuat izin/perjanjian kerja
untuk sepera ditelaah.

Mengumpulkan bukti dan melakukan telaah atas dugaan
Pengaduan atas Penvalahgunaan

Wewenang/Pelanggaran oleh Pihak yang Mendapatkan
Izin/Perjanjian Kerja dan menetapkan

Surat Pengaduan
dan Berkas Bukti

Berita Acara /Hasil

v b : Penvalahgunaan 5 Hari 5
Keputusan/Sanksi Penvalahgunaan Wc\;’cnan‘;;,’ Pelangg : Keputusarn
wewenang/ pelanggaran sesuai dengan Peraturan berlaku sin
serta membuat Laporan Berita Acara hasil penetapan Ya ‘

Keputusan.
Menyampaikan Laporan/Berita Acara hasil Keputusan 3

5 Pelanggara kepada Pimpinan Universitas dan Berita Acara f/Hasil 1 Hari Laporan Berita Acara
menyampaikan ke Pihak vang mendapatkan Keputusarl /Hasil Keputusan
lzin/ Perjanjian Kerja

;. ; gl o2 : Laporan Berita . gt

6 Menerima laporan Berita Acara hasil Keputusan/Sanksi Acg.m /Hasil | Hari Menindaklanjuti
nanvals ; Ry ; e ‘ ) = i Laporan
Penyalahgunaan wewenang/ pelanggaran Keputusan pora

. Surat Pemberitahuan
. : i ; Laporan Berita - s
- Menerima laporan Berita Acara hasil Keputusan/Sanksi H Acara /Hasil | Hari dan Laporan Berita
Penyalahgunaan wewenang/pelanggaran i i Acara [Hasil
Keputusan K
eputusan
Surat
8 Menerima surat pemberitahnan dan proses layanan ' }‘ pemberitahuan 1 Hari Berkas surat/surat

dinvatakan sclesai.

proses layanan
sudah selesai

clektronik




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 032/UN50/ POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

PISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim! M.Si
NIP, 198104102012121001

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT INSTANSI

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN

S WEWENANG PEJABAT INSTANSI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601J;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 20083 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelavanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60};

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penvusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudavaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751});

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai Universitas
Bangka Belitung;

1. Memahami proses penyalahgunaan wewenang.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT INSTANSI

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Unit Layanan Pimpinan | Keterangan
: = : : t
] Pelapor - du UBB | Uni it Kc_lengh:tpan Waktu Outpu
Pelapor menyampaikan Pengaduan Ppenyalahgunaan
1 Wewenang Pejabat Instansi melalui: Meja Unit Layanan ( ) S Penpadvams 10 menit Bukti surat telah
Terpadu/Surat Reguler/Surat Elektronik & : diterima ULT
(email)/ Aplikasi Lapor.
Surat Pengaduan
5 Menerima SuraF Pengadt{an Pe!ang_;garan f:larl Pelapor Surat Peigadiian. 15 menit tei'a_hT dls_arnpalkan
dan menyampaikan ke Pimpinan Universitas. 5 ke Pimpinan
Universitas
< Berkas Bukti
; Surat Pengaduan dan
Menerima Surat Pengaduan Penyalahgunaan : Penyalahgunaan
. % : Berkas Bukti .
3 |Wewenang Pejabat Instansi untuk segera ditelaah dan 1 Har1 |Wewenang dan
: . s : . Penyalahgunaan
segera dilakukan rapat tingkat Pimpinan Universitas Undangan Rapat
Tidak Wewenang i
Ya Pimpinan
Mengadakan Rapat Tingkat Pimpinan Universitas dan Siteat Derigadian, Berlkas
melakukan telaah dengan bukti yang ada atas dugaan .
; : Bukti Penyalahgunaan .
Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Instansi serta St % . |Penetapan Hasil
4 ; : ¥ Wewenang, dan Berita 2 Hari
membuat Berita Acara hasil rapat serta Menetapkan Valid ) ; Keputusan
ey Acara Keputusan Hasil
Keputusan Sanksi (Ringan/Sedang/Berat]/ Surat S
i ? ) Rapat Pimpinan
Keputusan jika terbukti adanya pelanggaran.
Menerima surat pemberitahuan dan proses layanan Suiret pemberimhusa Berkas surat/surat
5 + Pe P 4 proses layanan sudah 1 Hari

dinyatakan selesai.

selesai

elektronik




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 033/UN50/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN Prof. Dr. [brahfgr 1
NIP. 198104102012121001

TATA CARA PENGADUAN PELANGGARAN

TATA CARA PENGADUAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NAMA POS DISIPLIN PEGAWAI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1. Memahami proses pelanggaran disiplin pegawai.

4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2028 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nemor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2017 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751};

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelavanan Minimum Universitas Bangka Belitung;

9. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai Universitas
Bangka Belitung;

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGEKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




TATA CARA PENGADUAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

Pelaksana Mutu Baku
_ Tim Pemeriksaan :
No. Aktivitas Unit Layanan Pimpinan Pengaduan ' Keterangan
: ! ; Kelengkapan Waktu Ou t
Feispor Terpadu UBB Universitas _Pelanggaran B en Lk | LR
' : Disiplin Pegawai [
Pelapor menyampaikan Pengaduan Pelangaran
Disiplin Pegawal melalui: Meja Unit Layanan C) . Bukd surat telah
3 Surat Pengaduan. 10 menit L o
: Terpadu/Surat Reguler/Surat Elektronik at reng M lditerima ULT
{email) / Aplikasi Lapor.
z Surat Pengaduan
Menerima Surat Pengaduan Pelanggaran dari A 1r]']11f| dii'llﬁlip’ailmn
2 |Pelapor dan menyampaikan ke Pimpinan Surat Pengaduan, 15 menit k;‘ .Pimp\i A rl( '
Universitas. Citversitas
Menerima Surat Pengaduan Pelanggaran dan - Surat Pengaduan dan Berkas Bukti Susunan Tim
3 |mendisposisikan ke Tim Pemeriksa untuk segera Berkas Bukti 1 Hari l'.’clian = i ditentukan
ditelaah. Pelanggaran. Ange: oleh Pimpinan
Mengumpulkan bukti dan melakukan telaah atas : Surat Pengaduan, Berkas Berita Acara Hasil
4 |dugaan Pelanggaran Disiplin dan menyampaikan ) Bukti Pelanggaran 5 hari Pt:1mfrik':-;'a‘an -
Berita Acara hasil pemeriksaan. Widlak Disiplin A
Menerima hasil rapat dan Berita Acara Pemerikaan Ya Bukti Pelangaren dan
5 oleh Tim dan menctapkan Keputusan Sanksi vata Bcrkés |’3(.:l'i T | hari Penetapan Hasil
(Ringan/Sedang/Berat)/ Surat Keputusan jika vald Rapat A Keputusan
terbukti adanya pelanggaran. e
Surat pemberitahuan Berkas
Menerima surat pemberitahuan dan proses layanan hsh ‘pcn.1 ) 5 ) .
6 rataloumadseii proses layanan sudah 1 hari surat/surat
Sl e selesai eleltronik




Lampiran IX : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Perubahan Kedua Atas
Keputusan Rektor Nomor
4.8/UNS0O/OT/III/2024 Tentang
Prosedur Operasional Standar
(POS) pada Biro Perencaaan,
Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum Universitas  Bangka

Belitung
Nomor : 13.23/UNS0/OT/IV /2026

DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

o ;A

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
.1 A
22,

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

POS Penerbitan Surat Keputusan Rektor Berdasarkan Pengajuan Unit
Kerja

POS Penerbitan Surat Keputusan Rektor Berdasarkan Memo Rektor
POS Penerbitan Peraturan Rektor Berdasarkan Memo Rektor

POS Penerbitan Perubahan Surat Keputusan Rektor Berdasarkan
Pengajuan Unit Kerja

POS Penerbitan Perubahan Surat Keputusan Rektor Berdasarkan
Memo Rektor

POS Pendistribusian Surat Keputusan Perubahan Surat Keputusan
Rektor

POS Penomoran Surat Keputusan Rektor

POS Penyusunan Peraturan Rektor Bidang Akademik Usulan Rektor
POS Penyusunan Peraturan Rektor Bidang Akademik Usulan Senat
POS Penyusunan Peraturan Rektor Bidang Non Akademik

POS Perubahan Peraturan Rektor Bidang Akademik

POS Perubahan Peraturan Rektor Bidang Non Akademik

POS Penomoran Peraturan Rektor

POS Pendistribusian Peraturan Perubahan Peraturan Rektor

POS Penyusunan Naskah Akademik Usulan OTK

POS Usulan Publikasi Salinan Peraturan Rektor Pada Website UBB
POS Sosialisasi Peraturan Rektor UBB

POS Inventarisasi Dokumen Hukum

POS Pengolahan Klasifikasi Dokumen Hukum Beserta Meta Data per
Dokumen Hukum

POS Penyimpanan Dokumen Hukum

POS Penyajian Dokumen Hukum Pada Website JDIH UBB

POS Pemeliharaan, Pembaruan, Pengembangan Koleksi Dokumen dan
Informasi Hukum pada Website JDIH

-



23. POS Pengelolaan dan Publikasi pada Media Sosial JDIH UBB
24. POS Pelaporan Pengelolaan JDIH UBB

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 23 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001




Lampiran X

Nomor

Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Perubahan Kedua Atas
Keputusan Rektor Nomor
4.8/UNS0/OT/I1I/2024 Tentang
Prosedur Operasional Standar
(POS) pada Biro Perencaaan,
Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum  Universitas  Bangka
Belitung

13.23/UNS0/OT/1IV/2026

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 001/UNS50/POS/F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

RISAHKAIN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si

NIP198104102012121001

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN PENGAJUAN UNIT KERJA

NAMA POS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
BERDASARKAN PENGAJUAN UNIT KERJA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1 Memahami Tata Naskah Dinas;
2 Memahami Peraturan yang berlaku;
3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi; 6 Alat-alat Penunjang
3 Printer;

£ 4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlambatan, tidak lengkap berkas, dan sulit berkoordinasi dalam hal pengajuan Surat Keputusan Rektor
dapat mengakibatkan mundurnya waktu proses pembuatan Surat Keputusan Rektor.

Dokumen administrasi harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan, dan harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang

ditetapkan.




mumrmmmmwummn

Reltor, ditujukan kepada Rektar dengan disertal data
dukung (data yang diperhikan untuk proses pembuatan
draf Keputusan Rektor)

Sust Pengantar Unit Kerja yaog di TTD oleh atasarn
| Tertinggi di Uinit Kerjn (Biro, Lambaga, UPA,

A0 Menit

Surat Pengantar dan

| Lampiran dari Unit Ketja

dhilirimkan ke Rektor melaiul aplikos
SINDE. Burat Pengantar, lampiran dan
salinan RKAKL kegiatan yang diajukan
dalam bentuk satu fle keseluruhan

format.pdf {PDF) dan untidk deaft Surt

Menerima dan Mendisposisikan ke Wakil Rektor [/11/111

Icemalaharn dulam hal pengetilan dan lain sebagainys

i

berkas P I — Disposisi Elektronik |
2 |untulk ditelaah kermbali surut pengantar pembniatan Surat dralt Surat Keputusan Rektor melalul aplikasi SINDE

Keputussn Rektor

Menerima dan ke Ka. Biro

Dwm Burat Pengantar, bvrhﬂ-mum Disposisi Elektrond

3 g, Kepegummiaci fake Juuipt Wrauk dislih Jung, dan draft Surat 15 Mt melatui apliiasi SINDE

Rektor

ke Tenage Disposisi WR [11,111, Surat Pengantar, berkin Disposist Blekironik

4 |idabatan Fungsioual/ Pelaksana) Bideng Hukum den Tata lampiran pendukung, dan draft Burat Keputusan 15 Menit ! caNDE |

Laknann wtntuk ditelaah loemmbali pengantar Barkas belujn

pembustan Surat Keputusan Relior beserta lampimn lengkan melalui aplilani

Menerima lembar dinposins pengsjuan permobonan |_< Disposisi Kn. BPKKU Surat Penguntar, berkas : o TR .

Kapuueas; Raictor dari Bira p » > \nmnpiran pendukung. dan draft Suret Keputusan | 15 Menit Thiypoiad Baky Ao uant konhe
5 |Kepegawsian dan Umum dan Menelaah Sural Pengantar melalud aplikasi SINDE | berkas yang disjulan kirang lenglap

dan Draft Surat Keputusan yang & sampatkan eleh unit Rektar

lensjan Betian

TR
Surat P berkas

Whmmmumm DHmposisl Elektronik -
6 i apabila semua berkas Inmpiran pendukung. dan draft Surst Keputusan 15 Menit melalui aplikasi BINDE

m"-n-ﬂﬂ-hhnshp

mwmmxﬁ;mmum | | E"P"""“‘"‘”"‘“““H”""_m::“ ik m“?m::m ]
7 |dan Tate Lakssns tentang tindak ut pempreses berkas P melalui aplikas

C Rak Surat Keputusan Rektor

J Diisposind Masuk Ketua Tim Bidang HTL, Surat "

5 |Memeriksa draf Keputusan Rektar sesusi dengan data 1—:| Penggantas, Muwmmmmm 15 Menit W“_m".':;u -

dukung dan ketentuin yang berlaku SBurat Keputusan Rektor

Lioriaing Ej Draft Surat Keputusan Rektor dan Salinan REAKL Diraft Surat Keputusan

9 Membuat Surat Keputusan Rektor sesuni dengan data adisen K diagak 15 Menit Reks =

pendukung sl =

Menyerahkan draf Keputusan Reltor yang sudah dicetak/ :: Drakt ra—— 2 Menlt Draft Surat Keputusan |
10 | Print Out sesuni Format yang berbaku kepada Ketus Tim Surat Kepu Rekctor Ratnr

Hidang Hukum dan Tata Laksana

Jikn masih nda kesalah dalam bl
penulisan maka akan

11 | Mereviu kembali Surat Keputusan Rektor apabila ada Draft Surat Keputusan Rektor 18 Menir m&““w dikembalikan ke Anggota Tin Bidung




PENERBITAN SURAT KEPT (RKAN PENGAJUAN UNIT KERJA

[ Memberikan Paral dikolom paraf pada Surat Keputusan
12 |Relaar dan ke Ka. Biro Pe — i ——— ‘ . Oraft Surat Keputusan |
{ Kepegawnian dan Umiam untuk diproses lebih L
lanjut
Memberikan Paraf dikolom paraf pads Surar Keputusan Draft Burat Keputusan
13 | Rektor dan menyerahkan Ke Sekretaris Wakil Rektor Draft Sural Keputusan Rekior 1 Menit Rektor =
/171 untuk diproses lebih lanjut
L
draft Surat urtule o parad 8 K
14 | kepada Wakil Reldor yang membidangl pengajuan Surat I:; Draft Surat Keputusan Rektor 1 Memit Mﬂ!l fusan
|Keputusan Rektor
I
Memberikon Paraf dikolom paraf pads, S Heputusan
I8 mmmuwmm Draht Surar Keputusan Rektor 1 Menit mﬂ] Siirt Bapulies’” |,
111101 untuk diproses lebit lanjut
1
i Diraft Surat Keputusan
Ltak Burm xnhik Dt Surat Keputusan Reltor 1 Menit =
16 | divandatangani (Bascode) Rektor kepada Sekretaris Rekior Kep Rektor
Draft furat Keputusan
A ol et untuk Dran Surat Ke Reletar 1 Mente -
17 | ditandatnngani (Barcode) Rektar P, Rektor
1
& i | Burat dan
18 Jembali ke in Rektor untuk Diraft Burat Keputusan Rektor 5 Menit m“"‘“‘w‘“—" -
diproses lebih lanjut
Memberiknn Surut Keputusan Rektor yang sudah
19 |dibubuhl Tandatangan (Barcode) Reloor ke Bagian Surat Keputusan Rektor I Menit Surat Keputusan Heitar |-
Hukum din Tatalaksann
4
{Sekretaris Rektor untuk dikirimkan
Menerlinn Ballnan Surat Keputusan vang sudal
30 | ey 4 mm ke Unit Kerja d) Surat Keputusan Rektor 1 Menit Sura: Keputusan Reidor | mesuai dengan daftar lampiran Perubahan
| Pengusul melahil Ooogle Drive Unit Kerje muslng-mssing Surat Keputusan Rektor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

Gy

¥ aanct™
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 002/UN50/POS /F.5/ 2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP198104102012121001

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN MEMO REKTOR

A POS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
5 BERDASARKAN MEMO REKTOR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi; 6 Alat-alat Penunjang
3 Printer;

| 4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Surat Keputusan Rektor yang diterbitkan harus mencantumkan "Berdasarkan Memo Rektor", Tanggal
dikirimkannya Memo Rektor, dan Mengarsipkan seluruh berkas pengajuan

Semua berkas yang diajukan langsung atas perintah Rektor melalui Memo

Rektor




== P e = ol

Memberikan perintah untuk Burat Kef

=

i

PENGAJUAN PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR DENGAN MEMO REKTOR

L

Reletor melalul MEMO Rektor

i

Memo Rektor

Menscan Memo Rektor dan menginimkan hasil scan ke Ka.

rhan nudah

2 |Biro P PR dan Umum Memo Rektor 10 Menit Scan Memo Rektor -
melalul Aplikasi SINDE
Mendisposisikan ke Ka. Biro Perencanaan, Keuangan, ] Disposisi Rekior, Mema Ment Disposisi Elektronik
3 |Kepegawaian, dan Umum untuk segera dibuatkan Surat Herkas Rektor, dan berkas lampiran |15 Menit melalui aplikasi SINDE
Key Relktor yang belum penduking
Disposisi Rektor, Memo
4 |Mencrima disposisi dan meneruskan ke Ketua Tim Bidang Rektor, dan berkas lampiran |15 Menit .D‘Iul;:u:!i mukmndsr:[;;m 2
Hukum dan Tata Laksana { sl melalui ap
Berkas Mengkonfirmasi ketersedinan
lengkap anggaran dan mengkonfirmasi
Menerima dan dan h disposisi serta Disposisi Rektor, Memo anggota yang diajukan dalam
5 |berkas yang diajukan setelah berkas lengkap maka akan I__.:] Rektor, dan berkas lampiran |15 Menit m‘f’?‘.k‘:pmmmmm:m pengajuan ke Sekretaris
diteruskan ke Anggota Tim Bidang Hukum dan Tata pendukung Rekior bila di Memo belum
Laksana lenghkap atau kurang
dimengeri
Disposisi Relktor, Memo S weap seene]
+ 4 i v ektronik dengan disposisi Ketua Tim
o |Mencrima disposisi dan Surat & Rebtor dun brrias tampiran. [16Mentt  [DipoMal Beleranll 10 i Tain
Rektor sesuai dengan perintah disposisi pendukung i Laksana
Draft Surat Keputusan
7  |Mencetak hasil draft untuk diproses lebih lanjut :Ij" Draft Surat Keputusan Rektor| 15 Menit i -
Jika masih ada kesalahan
Menelaah tulisan dalam pengetikan S e Kep e
enelaah tulisan dalam pen Surat Keputusan sesuai Format Draft Surat Keputusan | penu
8  |Rektor yang sudah dicetak berupa draft untuk di Sah kan </ Draft Surat Keputusan Rektor| 15 Menit Rektor dikembalikan ke Anggota Tim
oleh Rektor Bidang Hukum dan Tata

Laksana untuk diperbaikl

Memberikan paraf pada draft Surat Keputusan Rektor
yang sudah benar dan melanjutkan berkas ke K. Biro

F ian, dan Umum untuk
diparaf

juai Format

Draft Surat Keputusan Rektor|2 Menit

Draft Surat Keputusan
Rektor

Memberikan paral pada draft Surat Keputusan Rektor
vang sudah benar dan melanjutkan berkas ke Sekretaris
Wakil Rektor 1/11/1ll sesuni dengan bidang yang ditangani
untuk diparaf oleh Wakil Rektorl/11/1I

Draft Surat Keputusan Rektor|2 Menit

Draft Surat Keputusan
Rektor

11

Menyerahkan draft Surat Keputusan Rektor untuk di
Paral Wakil Relctor /11111 sesual dengan bidang vang
ditangani untuk diparaf

Draft Surat Keputusan Rektor|2 Menit

Draft Surat Keputusan
Rektor

Memberikan paraf pada draft Surat Keputusan Rektor
yang sudah benar dan melanjutkan berkas ke Sekretaris
Rektor untuk ditandatangani (Barcodej oleh Rektor

Draft Surat Keputusan Rektor|2 Menit

Draft Surat Keputusan
Rektor




PENGAJUAN PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR DENGAN MEMO REKTOR

draft Burat Relktor untuk Draft Surat Keputusan
13 | jitandatangani (Barcode) oleh Rektor Dralt Surat Keputusan Rektor|2 Menit Dre o b L
|
Paral Wakil Rektar 1/11/11l,
srigaiii (B de} Surat Kep Relktor yang ik ; parﬂhﬂhvhmm.
14 |sudah lengkap dengan paraf dan menyerahkan ke Draft Surat Keputusan Rektor|2 Menit Draft Surat Kep ian, tan
Selretaris Rektor untuk diproses lebih lanjut Rektor Umum, paral Ketua Tim
Hidang Hukum dan Tata
Laksana
Memberikan Surat Keputusan Rektor yang sudah
15 o i (Barcode) Kebagian Hulkum dan Tata JI l Surat Keputusan Rektor 2 Menit Surat Keputusan Rektor |-
Laksana
Menerima Salinan Surat Keputusan yang sudah mmnmim:: m&laim
16 |ditanda i (barcode] untuk dikirimkan ke Unit 5o
tangani ( ) un Kerja Surat Keputusan Rektor 1 Menit Surat Keputusan Rektor |5 00T S0 et CeVES

Pengusul melalui Google Drive Unit Kerja masing-masing

Surat Keputusan Rektor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

an,

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 003/UN50/POS/F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

PIERHEESN O Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ib: .Si
NIP198104102012121001

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN MEMO REKTOR

AMA POS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
" BERDASARKAN MEMO REKTOR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;,

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

KETERKAITAN :
1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi; 6 Alat-alat Penunjang
3 Printer;
4 Komputer/Laptop;
[PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Surat Keputusan Rektor yang diterbitkan harus mencantumkan "Berdasarkan Memo Rektor", Tanggal
dikirimkannya Memo Rektor, dan Mengarsipkan seluruh berkas pengajuan

Semua berkas yang diajukan langsung atas perintah Rektor melalui Memo

Rektor




PENGAJUAN PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR DENGAN MEMO REKTOR

Surat Pengantar dan Berkas
melalui aplikasi SINDE. Surat

dan

disposisi

,T:;:bfu'smi o CHIAn S Sann Bt Memo Rektor 30 Menit | Memo Rektor RKAKL kegiatan yang diajukan
dal E k satu file k luruhan
format.pdf (PDF) dan untuk draft
Surat Keputusan Rektor dalam
bentuk format.doc (WORD)
Menscan Memo Rektor dan mengirimkan hasil
Kepe;ew]:anadu:n Umum melalui Aplikasi Memo Relkior 10 Menit  |Scan Memo Rektor |-
SINDE
Mendisposisikan ke Ka. Biro Perencanaan, . . . L.
Keuangan, Kepegawaian, dan Umum untuk DI Rkt M0 o e ey |
segera dibuatkan Surat Keputusan Rekior hmmr;n g SINDE P
yang dimalksud pend :
Menerima disposisi dan meneruskan ke Ketua [:: Berkas belum Disposisl Rektor, Meso Dimafui Eiektmru.k
Tim Bidang Huk dan Tata Laksana lengicap Rektor, dan berkas 15 Menit  |melalui aplikasi
lampiran pendukung SINDE
Menerima disposisi dan dan menelaah Bockan leugiap . . anggaran dan mengkonfirmasi
pe st s v s i e Dot Skt Mo | Do i oSS,
berkas lengkap maka akan diteruskan ke g i il SINDE P 'pengajuan ke Sekretaris Rektor bila
Anggota Tim Bidang Hukum dan Tata Laksana piran ps & di Memo belum lengkap atau
(kurang dimengerti
Menerima disposisi dan membuat Surat Disposisi Rektor, Memo Disposisi Elektronik Berkas sudah lengkap sesuai
Keputusan Rektor sesuai dengan perintah Rektor, dan berkas 15 Menit | melalui aplikasi dengan disposisi Ketua Tim Bidang
lampiran pendukung SINDE Hukum dan Tata Laksana




PENGAJUAN PEMBUATAN SBURAT KEPUTUSAN REKTOR DENGAN MEMO REKTOR

f Draft Surat Keputusan Draft Surat |
7 Me:_:mkhn.nﬂdmﬁunmkdipmnuhb:h r 15 Menit tusan Rektor
lanjut e Rekto Kep
sudal
mesuAl
Formaz
Beskas.
e Jika masih ada kesalah dalam hal
Format tikan lisan maka akan
Menelaah tulisan dalam pengetikan Surat = Draft Surat Keputusan |, o\, .~ |Draft Surat ﬂ,-kmh.hk.m“z Anggota Tim
8 |Keputusan Rektor yang sudah dicetak berupa <___,.-— Rektor Keputusan Rektor g iionm: dan Tate Lalsans:
draft untuk di Sah kan oleh Rektor -uﬂnldtu“k‘s diperbaiki
Memberikan paraf pada draft Surat Keputusan
g |Rektor yang sudah benar dan melanjutkan I | mmt Keputusan |, iy m SuratR et -
berkas ke Ka. Biro Perencanaan, Keuangan,
Kepegawaian, dan Umum untuk diparaf
Memberikan paraf pada draft Surat Keputusan
Rektor yang sudah benar dan melanjutkan Draft Surat Keputusan 2 Menit Draft Surat |
10 | berkas ke Sekretaris Wakil Relctor 1/11/111 Rektor Keputusan Rektor
sesuai dengan bidang yang ditangani untuk
diparaf oleh Wakil Rektorl /11111
Menyerahkan draft Surat Keputusan Rektor Draft Surat Keputusan |, o Draft Surat I
11 juntuk di Paraf Wakil Rektor [/11/1]] sesuai Rektor Keputusan Rektor
dengan bidang yang ditangani untuk diparaf
Memberikan paraf pada draft Surat Keputusan
12 Rektor yang sudah benar dan melanjutkan m.ﬁumt Keputusan 2 Menit Dmﬁtﬁ;:ar:t L
berkas ke Sekretaris Rektor untuk ¥ EEow el
ditandatangani oleh Rektor
Draft Surat Keputusan . Draft Surat !
Menyerahkan draft Surat Keputusan Rektor 2 Menit
13 | iovik ditsndstangani cleh Relttor Rektor Keputusan Rektor




PENGAJUAN PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR DENGAN MEMO REKTOR

Paraf Wakil Rektor 1/11/11l, paraf

dikirimkan ke Unit Kerja Pengusul melalui
Google Drive Unit Kerja masing-masing

M latangani Surat Kep Rektor yang ) Ka. Biro Perencanaan, Keuangan,
14 |sudah lengkap dengan paraf dan DO BUETRINONS) | iy (Lo ou Kepegawaian, dan Umum, paraf
hkan ke Sekretaris Rektor untuk Rektor Keputusan Rektor Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata
diproses lebih lanjut Laksana
Memberikan Surat Keputusan Rektor yang Surat Keputusan . Surat Keputusan
15 |sudah ditandatangani (barcode] Kebagian 1 I Rektor 2 Menit Rektar +
Hukum dan Tata Laksana
Menerima Salinan Surat K an
|sudah ditandatangani (bem;)de] unmsi: > Surat Keputusan 1 Menit Surat Keputusan L
16 Rektor )  Rektor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

@b

S
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 004/UN50/POS/F.5/2024

I TANGGAL REVISI

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr, Ibrahim, M.Si
NIP198104102012121001

PENGAJUAN PENERBITAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN PENGAJUAN UNIT
KERJA

PENGAJUAN PENERBITAN PERUBAHAN
NAMA POS SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN
PENGAJUAN UNIT KERJA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

[KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2 Alat Tulis Kantor

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Perubahan Surat Keputusan harus mencantumkan Surat Keputusan Rektor yang pernah terbit dengan Judul
yang sama dan atau Perubahan Judul Surat Keputusan Rektor harus mencantumkan Nomor Surat
Keputusan yang sudah pernah terbit didalam DIKTUM untuk dibatalkan, dihapuskan, atau tetap berlaku
sepanjangn tida diubah dalam Surat Keputusan Rektor yang terbaru

Dokumen administrasi harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan, harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan,
dan pengecekan Perubahan Surat Keputusan Rektor dilakukan diunit kerja

masing-masing




A e e g

PENGAJUAN PENERBITAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN PENGAJUAN UNIT KERJA

e B

Surat Pengantar Perubaban Surat
Suat Pengantar Perubahan Keputusan Rektor dengan
Surat Keputusan Rektor mencantumkan Nomor Surat
dari Unit Kerja yang di TTD Keputusan Rektor vang sudah
Mk . _ ( > oleh atasan Tertinggi di terbit untuk diajukan
surat  per per i ; A P R o Qi Beckin
penerbitan Keputusan Rektor, ditujukan g?t !;ra‘j&tm'nmmf Pengantar dan - E:mpimu dikirimkan ke I;ektm'
| |kepada Rektor dengan disertai data dukung A, Falultas), 30 Menit X
dal i Perubahan Surat Lampiran dari Unit  |melalui aplikasi SINDE. Surat
(data yang diperlukan untuk proses Keput Rektor Sesual Keria P . lamplran dan seli
pembuatan draf Keputusan Rektor) Format terbaru yang RKAKL kegiatan yang diajukan
berlaku, Salinan RKAKL dalam bentuk satu file keseluruhan
| sesual dengan kegiatan format.pdfl (PDF) dan untuk draft
yang diajukan Surat Keputusan Rektor dalam
bentuk format.doc (WORD)
Menerima dan Mendisposisikan ke Wakil setiar Hsptite b"“"m Disposisi Elcktronik
2 |Rektor I/11/11l untuk ditelash kembali surat 1 | s rivar, s UkUOg, A |45 Menit | melalui aplikasi -
pengantar Perubahan Surat Keputusan Rektor Keputusan Rektor SINDE
i i i Rektor, S
Menerima dan Mendisposisikan ke Ka. Biro e mm Disposisi Elektronik
R % i L Pengantar,
3 I Peg dan 5 15 Meni Yalii ankikam k
Umum untuk ditelaah kembali surat {1 RAg padi e sl o
| pengantar Perubahan Surat Keputusan Rektor Keputusan Rektor
Menerima dan Mendisposisikan ke Ketua Tim pm‘ynwwmg 1,::,’|u, ' Disposisi Elektronik
a B:-dangﬂukumftm'ramukmammk J__I lmwm' ful dan |15 Mexit i 5
ditelanh kembali surat pengantar Perubahan | S— draft Perubahan Surat SINDE
Surat Keputusan Rektor oriond Keputusan Rektor
lenghap
Menerima lembar disposisi pengajuan
Ka. BPKKU Surat
ﬁéh.oh?wm Perubahmxgxgpummu Rektor Mmm. berkas Disposisi Elektronik
5 pareneanaan, hetangan, piran pendukung, dan |15 Meni lalui aplikasi -
Kepegawaian dan Umum dan Menelaah Surat {> ::& Perihahan Sirat e ;T\IDE'. e
Penge dan Draft Perubshan Surat Reletor
Keputusan yang di sampaikan oleh unit kerja Berkans Kppurisan
t=rgkap
« ; . Disposisi Elektronik, Surat
::m o MEE::[?:&M“E :j Pengantar, berkas Disposisi Elektronik
] tindak .mhm‘“ ] lampiran pendukung, den |15 Menit lalui aplikasi -
lanjuti apabila semua berkas pengajuan draft Perubahan Surat SINDE
perubahan sudah lengkap | | Keputusan Rektor




1/11/11] untuk diproses lebih lanjut

Disposisi Ketua Tim Bidang
HTL, Surat Pengantar, Disposisi Elektronik
Menerima lembar disposisi dari Ketua Tim berkas l“mwd:: ; 15 Menit tsnldulul
7 |Bidang Huk dan Tata Lak £ . 'RI NDE
instruksi pemprosesan Keputusan Rektor Perubahan Surat
Disposisi Ketua Tim Bidang
{1 H, Surat Pengantar, Disposist Elekironik
Memeriksa draf Perubahan Keputusan Rektor berkas lampiran ok 15 Menit  |melalui aplikasi
8 |sesunidengan data dukung dan ket pendukung, dan SINDE
yang ber Keputusan Rektor
Draft Perubahan Surat Draft Perubahan
Keputusan Rektor dan 1S Menit | Surat tusan
g || Mentbuat Parabalian Sufat K Rektoe 1 Salinan RKAKL Kegiatan |12 Menit | Surat Kepu
data e yang diajukan
Menyerahkan draf Perubahan Keputusan ; ik | I Draft Perubahan Surat 2 Menit Sun rat Keputusan
10 Rektor yang sudah dicetak/ Print Out sesuai Delusn Keputusan Rektor Rektor
Format yang berlaku kepada Ketua Tim Bidang .
Hukum dan Tata Laksana
i
= = Draft Perubahan
Mereviu kembali Perubahan Surat Keputusan Draft ?*m"::km ?“““ 15 Menit  |Surat Keputusan
11 [Rektor apabila ada kesalahan dalam hal Berkes Keputusan Rekto: Rektor
pengetikan _"'"m"t
Farmat
Memberikan Paraf dikolom paraf ) Draft Perubahan
Perubshan Surat Keputusan Rektor dan [::’ Draft Pemh;h::”mrat 1 Menit Surat Keputusan
12 |menyerahkan Ke Ka. Biro Perencanaan, Keputusan Rel Rektor
Keuangan, Kepegawaian dan Umum untuk
diproses lebih lanjut
Draft Perubahan
Memberikan Paraf dikolom paraf pada Draft Perubahan Surat 1 Menit Bunrf:l Keputusan
13 |Perubahan Surat Keputusan Relctor dan Keputusarn Rektor Rektor
menyerahkan Ke Sekretaris Wakil Rektor




- -

PENGAJUAN PENERBITAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN

o

PENGAJUAN UNIT KERJA

Menyerah} draft Perubat Surat
14 | Keputusan untuk diparaf kepada Wakil Rector Draft Porubehan Surst |y iy g::fthmumh&:;n
yang langi pengajuan Surat Kep Keputusan Rektor ke
Rektor
Memberikan Paraf dikolom paraf pada Draft Py 1
15 Perubahan Surat Keputusan Rektor dan rl Draft Perubahan Surat 1 Menit Srirsit hmm
menycrahkan Ke Sckretaris Wakil Rektor — Keputusan Rektor Rel Kepu
111/ untuk diproses lebih lanjut
enyerahkan draft Per Surat Draft Perubahan
16 K untuk ditandatangani Rektor , Mo Dm“"“‘z‘u“m“mﬂcms““‘ 1 Menit  |Surat Keputusen
kepada Selcretaris Rektor Rektor
Menyerah} Pe han Surat Draft Perubahan
17 untulk ditandatangani (Barcod 1 Bl P‘"“b“hn e St 1 Menit  |Surat Keputusan
Rektor = Rektor
Menandatangani Perubahan Surat Keputusan Draft Perubahan
18 liis  ian Ioviball e Sektetaria [ 3 m M“bm““‘ 5Menit  |Surat Keputusan
Rektor untuk diproses lebih lanjut tusan Rektor
Memberikan Perubahan Surat Kep
19 Rektor yang sudah dibubuhi Tandatangan i Perubahan Surat 1 Menit Perubahan Surat
(Barcode) Rektor ke Bagian Hukum dan Tata 1 Keputusan Rektor Keputusan Rektor
Laksana
Menerima Salinan Surat Keputusan yang
20 sudah ditandatangani (barcode) untuk Perubahan Surat 1 Menit Perubahan Surat
dikirimkan ke Unit Kerja Pengusul melalui Keputusan Rektor Keputusan Rektor

Google Drive Unit Kerja masing-masing




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

an

S panc®™
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 005/UN50/POS/F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP198104102012121001

PENGAJUAN PENERBITAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN MEMO REKTOR

PENGAJUAN PENERBITAN PERUBAHAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN
MEMO REKTOR

NAMA POS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGEKAPAN :
1 Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2 Alat Tulis Kantor

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Surat Keputusan Rektor yang diterbitkan harus mencantumkan "Berdasarkan Memo Rektor", Tanggal
dikirimkannya Memo Rektor, dan Mengarsipkan seluruh berkas pengajuan

Semua berkas yang diajukan langsung atas perintah Rektor melalui Memo
Rektor




untuk di Paraf Wakil Rektor [/11/11] sesuai dengan bidang
yang ditanganl untuk diparal

Keputusan Rektor

|Memberikan perintah untuk merubah Surat Keputusan Memo Rektor 30 Menit Memo Reltor =
Rektor melalui MEMO Rektor
Menscan Memo Rektor dan mengirimkan hasil scan ke Ka.
Biro Py K dan Umum Memo Rektor 10 Menit Scan Memo Rektor
melalui Aplikasi SINDE
e i Disposisl Rektor, Memo
e ke Ka. Biro Perencanaan, Keuangan, . Disposisi Elektronik
| Kepegawaian, dan Umum untuk segera dibu Rak:lorl;udan berkns lampizan | 15 Meatt melalui aplikasi SINDE
Perubahan Surat Keputusan Rektor yang dimaksud pencdimg
Disposisi Rektor, Memo i K
Menerima disposisi dan meneruskan ke Ketua Tim Bidang Berkan Rektor, dan berkas lampiran |15 Menit m:hgemk?&inna
Hukum dan Tata Laksana belum | pendukung
lenghnp
Mengkonfirmasi ketersediaan
anggaran dan mengkonfirmasi
X i i dan lanh disposisi serta berkas Disposisi Rektor, Memo i i Elektronik anggota yang digjukan dalam
yang diajukan setelah berkas lengkap maka akan | Rektar, dan berkas lampiran |15 Menit 2“”“];&,‘“ qNpp | PEngajuan ke Sekretaris
diteruskan ke Anggota Tim Bidang Hukum dan Tata pendukung Rektor bila di Memo belum
Laksana Berkan lengkap atau kurang
lengkap ‘dimengerti
Berkas sudah lengkap sesual
Disposisi Rektor, Memo i si Ketua Tim
Menerima disposisi dan membuat Per Surat ] Rektor, dan berkas lampiran |15 Mentt | DiPosai Elekiforle - cengan isponts Ketun T
Keputusan Rektor sesuai dengan perintah disposisi pendukung |Laksana
sesua Format [_:l Draft Perubahan Surat 15 Menit Draft Perubahan Surat L
Mencetak hasil drafl untuk diproses lebih lanjut 1 Keputusan Rektor Keputusan Rektor
Jika masih ada kesalah dalam
—— hal pengetikan penulisan
Menelaah tulisan dalam pengetikan Surat Keputusan = Draft Perubahan Surat 15 Menit Draft Perubahan Surat maka akan :mo_cmbnltkm e
Relctor yang sudah dicetak berupa draft untuk di Sah kan Keputusan Rektor Keputusan Rektor Anggota Tim Bidang Hukum
oleh Rektor dan Tata Laksana untuk
Memberikan paraf pada draft Perubahan Surat Keputusan
Draft Perubahan Surat Draft Perubshan Surat
Rektor yang sudah benar dan melanjutkan berkas ke Ka. - 2 Menit
Biro Pr K ki o fan, dan Umum 1 | Keputusan Rektor Heputupan Belctie
untul diparaf
Memberikan paraf pada draft Perubahan Surat Keputusan t
Rektor vang sudah benar dan melanjutkan berkas ke Draft Perubahan Surat 2 Menit mlmhm"mfum |
Sekretaris Wakil Rektor [/11/11] sesuai dengan bidang vang ¥ i
ditangani untuk diparaf oleh Walkil R)ekhurl,fl:[{!‘il
kan drafl Perubahan Surat Kep Rektor Diraft Perubahan Surmat Draft Perubahan Surat
1 2 Menit

HKeputusan Rektor




Memberikan paraf pada draft Perubahan Surat Keputusan

Draft Perubahan Surat

Draft Perubahan Surat

12 Rektor yang sudah benar dan melanjutkan berkas ke 2 Menit -
Sek Rektor untuk ditandatangan (Barcode) oleh Keg Rekior Keputusan Rekior
Rekior L
13 M hkan draft Perubahan Surat Kep Rektor Draft Perubahan Surat 2 Menit Draft Perubahan Surat
untuk ditandatangani (Barcode) oleh Rektor | T Keputusan Rektor |Keputusan Rektor
Parafl Wakil Rektor 1711710,
i Ly  Perubahis Bl Rel | Peru su paraf Ka. Biro Perencanaan,
14 |sudah lengkap dengan paraf dan menyerahkan ke | } g;;glml m‘ ;ﬁum 2 Menit Keputusan Rektor ok | Keuangan, Kepegawaian, dan
Sekretaris Rektor untulk diproses lebih lanjut — Umum, paraf Ketua Tim
Hukum dan Tata Laksana
} ikaq Perubahan Surat Kep Rektor yang Perubahan Surat tusan Perubahan Surat
15 |sudah ditand {Barcode| Kebagian Hukum dan { [ e 2 Meinit Rektor -
Tata Laksana Rektor Keputusan
Menerima Salinan Surat Keputusan yang sudah 8
16 |ditandatangani (barcode} untuk dikirimkan ke Unit Kerja Reiion " Suret KePUMSSR 1yt s ‘

Pengusul melalui Google Drive Unit Kerfa masing-masing




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS5)

NOMOR POS 006/ UN50/ POS/ F.5/ 2024
TANGGAL PEMBUATAN __ |2 Januari 2024
TANGGAL REVISI

= e TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

S sanct” DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Prof. Dr. IbrahrmMSi
TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA NIP198104102012121001
PENDISTRIBUSIAN SURAT KEPUTUSAN
PENDISTRIBUSIAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR/ PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NAMA POS REKTOR/ PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
REKTOR
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran | 1 Memahami Tata Naskah Dinas;
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 2 Memahami Peraturan yang berlaku;
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang | 3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata 4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2 Alat Tulis Kantor

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Keterlambatan penyampaian Surat Keputusan Rektor/Perubahan Surat Keputusan Rektor (pdf) dapat Untuk terus melihat informasi terkait penyampaian Surat Keputusan
mengakibatkan terhambatnya proses kegiatan Surat Keputusan yang diajukan Rektor/Perubahan Surat Keputusan Rektor (pdf) yang diajukan. Jika

mengalami kendala ataupun keterlambatan dalam hal penyampaian Surat
Keputusan Rektor/Perubahan Surat Keputusan Rektor (pdf) yang diajukan,
diharapkan untuk menghubungi Kepala/Pimpinan Unit Kerja agar dapat
segera berkoordinasi dengan Bidang Hukum dan Tata Laksana selaku
Pemroses Surat Keputusan Rektor.




PENDISTRIBUSIAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR/ PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

: Surat Keputusan Surat Keputusan
z;“f“"l‘;;i ?“B rat K”"ie] S f:ms T ’l““g;;‘ed%ﬁb“b“m Rektor/Perubahan Surat 2 Menit Rektor/Perubahan Surat 2
Keputusan Rektor (pdf) Keputusan Rektor (pdf)
Mendownload Surat Keputusan Rektor yang sudah
: A : Surat Keputusan Surat Keputusan
m:‘;z‘ t""""m} ‘B“’b°ah“f’°kLRB°ml e"éﬁ:ﬂ"ﬂ’m? km“"’.a Rektor/Perubahan Surat 5 Menit Rektor/Perubahan Surat %
pengusul masingg-masing. Keputusan Rektor (pdf) Keputusan Rektor (pdf)
Hanya disampaikan kepada admin
Menyampaikan informasi melalui Group WA Koordinasi SK unit kerja yang tergabung didalam
kepada admin unit kerja bahwa Surat Keputusan Rektor Surat Keputusan Surat Keputusan Group WA Koordinasi SK dan
yang sudah dibubuhi tandatangan (Barcode) Rektor sudah Rektor/Perubahan Surat 2 Menit Rektor /Perubahan Surat selanjutnya untuk diteruskan
terbit dan bisa didownload di Google Drive unit kerja Keputusan Rektor (pdf) Keputusan Rektor (pdi) kembali oleh admin unit kerja
pengusul masing-masing. kepada Kepala/Pimpinan Unit
Kerja.
Menerima Surat Keputusan Rektor yang sudah dibubuhi Surat Keputusan Surat Keputusan
tandatangan (Barcode) Rektor dan dipergunakan l , Rektor/Perubahan Surat 10 Menit Rektor /Perubahan Surat -

sebagaimana mestinya

Keputusan Rektor (pdf)

Keputusan Rektor (pdf)




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

—

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 007/ UN50/POS/F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

RISAREAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. lbrahim, M.Si
NIP198104102012121001

PENOMORAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

NAMA POS PENOMORAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2 Alat Tulis Kantor
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penomoran surat keputusan diambil berdasarkan disposisi Rektor pada surat pengajuan untuk menghindari
adanya pengambilan dua kali nomor yang sama pada tanggal, bulan, tahun, dan atau sesuai dengan yang
tertulis dalam surat pengajuan Surat Keputusan untuk tanggal penetapan Surat Keputusan Rektor tersebut

Penomoran Surat Keputusan diatur lebih rinci dalam Tata Naskah Dinas
Universitas Bangka Belitung




PENOMORAN SUI__!AT KEP‘UTUSAN REKTOR

Membuka Aplikasi SINDE dan melihat disposisi Surat
Masuk yang diterima

Disposisi Ketua Tim Bidang HTL, Surat
Pengantar/Memo Rektor, berkas lampiran
pendukung, dan draft Surat Keputusan
Rektor

15 Menit

Disposisi Elektronik melalui aplikasi
SINDE

Mencetak surat pengantar/Memo Rektor yang dikirimkan
melaui aplikasi SINDE

Disposisi Ketua Tim Bidang HTL, Surat
Pengantar/Memo Rektor, berkas lampiran
pendukung, dan draft Surat Keputusan
Rektor

15 Menit

Hasil Cetak Surat Pengantar/Memo
Rektor

Melihat tanggal disposisi Rektor untuk pengambilan nomor
Surat Keputusan Rektor

Hasil cetak Surat Pengantar/Memo Rektor,
Draft Surat Keputusan Rektor

2 Menit

Hasil cetak Surat Pengantar/Memo
Rektor, Draft Surat Keputusan Rektor

Mengisikan Nomor Surat Keputusan Rektor pada Excel
Nomor Surat Keputusan yang sudah dibuat sesuai Format
yang dibutuhkan bagian Hukum dan Tata Laksana

]
LU

Hasil cetak Surat Pengantar/Memo Rektor,
Draft Surat Keputusan Rektor, Excel
Nomor Surat Keputusan Hukum dan Tata
Laksana

2 Menit

Hasil cetak Surat Pengantar/Memo
Rektor, Draft Surat Keputusan Rektor,
Excel Nomor Surat Keputusan Hukum
dan Tata Laksana

Nomor Surat Keputusan diambil
berdasarkan tanggal surat pengajuan
yang sudah didisposisi oleh Rektor.
Contoh: 1.7 /UN50/SP/1/2024
keterangan lebih lanjut diatur dalam
Pedoman Tata Naskah Dinas
Universitas Bangka Belitung

Menuliskan Nomor Surat Keputusan Rektor pada hasil
cetak Surat Pengantar/Memo Rektor

Hasil cetak Surat Pengantar/Memo Rektor,
Draft Surat Keputusan Rektor, Excel
Nomor Surat Keputusan Hukum dan Tata
Laksana

2 Menit

Hasil cetak Surat Pengantar/Memo
Rektor, Draft Surat Keputusan Rektor,
Excel Nomor Surat Keputusan Hukum
dan Tata Laksana




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
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UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 008/UNS0/POS/F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN (2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. [brahim, M.Si
NIP198104102012121001

PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR BIDANG AKADEMIK USULAN REKTOR

PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR

N s BIDANG AKADEMIK USULAN REKTOR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

1 Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3 Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor dan
Keputusan Rektor;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

5 Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4.25/UN50/TU/VI/2020 tentang Pedoman Tata Naskah
Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami Tata Naskah Dinas

2. Memahami Peraturan yang berlaku

3. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

4. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

5. Memahami teknik Legal Drafting Peraturan Perundang-Undangan

5. Memahami teknik Legal Drafting Peraturan Perundang-Undangan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

POS PENOMORAN SURAT PERATURAN REKTOR UBB

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




| Rektor yang ditetapkan dengan s 1 haart Rektor
Rektor [ Penunjukan Langsung oleh Reltor melalui
langsung dalam bentuk meme
Ada Pactmita, Surat Keputusan, Memo
5 - Pera Rektor mesuai arshan s [ Rskm.an:ﬂr 17 Hart Draf Rancangan Peraturan|
Rekior dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku f Feraturan Relkior
e 3 Diraf Rancangan Peratucan Diref Rancangan Peraturan)
P draft hasil p F 15 menis -
3 |Rektor | Rektor Rektor
Handl Telank Draf
draft hasi F Rektor yang Draf Rancangan Peraturan .
5 |telah disusun dan Mentelash i draf < e DR 1 hari Rancangan Peraturan
Rektor ternebut i
Suclah senini
Dalam hal Rancangan Peraturan Rektor yang telah
Draf Rancangan Peratiran Draf Rancangan Peraturan)
s | IR b “m“' rakly ] Rektor, Surat Dinan gt Rektor, Surat Dinas
| Peratiran Relor ke Ketua Senat melahui Surst Reami
Diraf Paraturan Drraf Rancangan Pernturan)
Menerima Surat Resmi durl Rektor dengan lampiran -|| I 30 menit .
® | Rancarigan Peraturan Rekor Rektor, Surat Dinus Rektor, Surat Dinan
Drral Rancanjan Peratican
Berita Acara Rapat dan
: pos e e a— i R e
F - Daftar Hadir, Notulensi Z
ik Rektor Berita Acara Rapat, Draf Berita Acara Rapat, Draf
il s fplas | | | Rancangan Peraturn 30 menit Rancangan Peraturan
& [emgu s Rektor, Surat Dinas Rektor, Surat Dinas
Prraturan Rektor kepada Rektor melabul surat resmi 3 %
Rektor menerima Rancangan Peraturan Rektor yang telah I—_'I Berita Acarn Rapar, Drai Trisposisi Elnktronik
disetajui melalis surat resmi dan Mendisposisilan surat — Rancangan Peraturan 5 melalui Aplikasi SINDE,
9 |remmi tentang hasil h F Rektor, Surat Dinas, Berita Acaru Rupat, Draft
Rektor untuk diproses dan ditindaldajuti kepada WR 1/WE B o menit Burta e
/WR L
Mendisposisikan surat resmi tentang hasil pembabasan SINDIE, Berita e melali Apliknsi SINDE, |
10 |Raneangan Peraturan Rekior unnik diproses dun 1—:' Acnca Rapat, Draft i Rerita Acarn Rapat, Draft
ditindakinjuti dari Rektor kepada Ka Biro BPKKL Peraturan Peratursn
2 i 1 ek Dhnposisd Elektronie melalul Disposisi Elektronik
Mol iy ki Aplikasi SINDE, Herita ‘melalush Aplilcani SINDE,
11 wwmm}dwm . iridiry 30 menkt gt If
mwmmm.maﬂmﬁumm ta o




Mendisposisikan surat resmi tentang hasil pembahasan

Disposisi Elektronik melaha

Rancangan Peraturan Releor untuk diproses dan Aplikaai SINDE, Berita 30 menit o
12 | gini i d Acarn Rapat, Draft Berita Acarn Rapat, Dradt
wmw&mwmmmuum AL _ Acara R
ol
dan arduti ,—l:
Rektor dengan nomar dan drajti — Peraturan Rektor dengan |, Peraturan Rektar dengas
Ay menjadi Peraturan Rektor serta melanjutkan berkas ke penomoran pEnOmoran
Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata Lakeans mnﬂ
Mentelah substann, pengetikan kalimat, dan
4 | memberiican paraf pada draf Peraturan Rektor yang mudah ..<> Peraturan Rektor dengan | Pernturan Rektor dengan
' | henar dan melanjutkan beckas ke Kepala Biro penomaran il penomoran
F P dan, dan Umum
i Benar
Draf Peraturan Relclor yang sudah benar diserahlan Reldor dengan [y0 Rektor degan
15 |kepada Wakil Rektor 1/11/11 melahui Sekretaris Walkil Mok sy
Relketor 1/11/T
Maywraiiies Tieal Pacaturen Faleior yasg midkh beiac Peraturan Rekior dengan | o0 Peraturan Rektor dengan
16 |kepadn Wakil Rektor [/11/1] untuk ditelanh substansi, s me vy
pengetikan dan memberikan paraf i
lanh sub ikan kalimat, dan
memberikan paraf pada draf Peraturan Rektor yang sudah Peraturan Rektor dengan 36 menit .mwm
17 | enar dan melanjutkan berkas ke Rektor melaiui penomoran | penomeran
Sekreturis Relctor
Peraturan Reldor dengan
Menyerahkan Draf Peraturan Reltor yang sudah benar Peraturan Reltor dengan |40 o pennmoran yung teiah
18 [dari Walkil Rektor [/I/1I kepada Relktor untul ditelash - als
B i dan ditetapkun din hidatiapi
" Peraturan Rektor dengan Peraturan Reltor dengan
. dan : X yaog | ] vang telah penomoran yang teinh
19 |sudah lengkap dengan paraf dan menyerahkan ke 5! A Flust 30 menit o S i dan
| Bekretaris Rektor untuk diproses lebih lanjut  ditan
Peraturan Rektor dengan Peraturan Rektor dengan
0 Memberikan Peraturan Rektor yang sudah .| 'II | penomoran yang telah 30 aanit penmummd::lh
Ke Ketua Tim Bidang Hulum dan Tata Lakeana e mmmmm
Permturan Rektor dengan
F Rektor dan g ak e faladn )
21 |Anggota Tim Bidang Hulkum dan Tata Laksana untuk I:_I' ditand 7 dias 30 menit Salinan Peraturan Rektor
lean dan im Salinan Rektar di
tma P Rektor dan Salinan
Peraturan Rektor yang dibubuhi CAP Relctor untiude
dikirimknan ke Ketua Senat, WR 1/11/11l, Para Kepala Biro, D Salinan Rektar )
22 |Para Dekan, Para Ketua Lombaga dan Kepala UPA di i iarkt distrtbisis 30 menit Salinan Peraturan Rektor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
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UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 009/UN50/POS/F.5/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISABEAN GLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP198104102012121001

PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR BIDANG AKADEMIK USULAN SENAT

PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR

o Pue BIDANG AKADEMIK USULAN SENAT

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3 Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor dan
Keputusan Rektor;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

5 Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4.25/UN50/TU/VI/2020 tentang Pedoman Tata Naskah
Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami Tata Naskah Dinas
2. Memahami Peraturan yang berlaku

3. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

4, Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

' Memahami teknik Legal Drafting Peraturan Perundang-Undangan

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




dan ditindaklajuti kepada K Biro BPEKKU

5 | I thm " dan sakinan RKAKL
Rektor atau meminta Komisi di dalam senat untuk Memo Relctor 30 Menit Memo Rekior kegiatan yang diajukan
menyusun rancangan peratuman rekior :h.l.u.nhn‘mukunulilnw
[PDF) dan untuk draft
Burat Keputusan Rektor
dalam bentuk format  doc
[WORD)
Adn Perbaikan,
E i i i [ 1 Memo Rektor 10 Menit Scan Memo Rekior =
el ‘berinku dan ! menat
Disposisi Rektor, Memo Rektor, = ~
o | Melaporkan drat hasi ; | | i berkss 15 Menit Divposial Rliskironik -
Reltor kepndn ketua senat dan anggota sennt lainn ful melalui aplilasi SINDE
tmn draft hasil Pe Hoktor yang — Disposisi Rektor, Memo Rektaor, ” - &
4 |talah disusun dan bersama seluruh anggots senat < dan berkas lampiran 15 Menit nw"“m""m" O
Inah draf P Rektor tersebut - pendukung poielan phicad
Budah sesusi
Mengkonfirmasi
Dalam hal rancangan Peraturan Rektor yang telah diswsun me
i dan anggoli
wudah sesuai keteniiio pﬂlvmt:nuhuuh o :: ‘tpﬂmg.mmm. i bi ; :Wdiﬂ nas.

5 L melalul apliknsi SINDE pengajuan ke
Rektor melalui Surat Reami serta mengadakan rpat pendulong 3’ is Rektor bila di
tersnbut bersame relktor Hnmhhmlsn@_npauu

Pernturan Rektor dati Senat melalui -rj Disposisi Reltor, Meme Relanr,
Burat Reami dan menyampaikan kesepakatan dan berkas 15 Menit Dipouin] Misktront -

€ | iapat penthiahy P Rektor tersebut JLS— o melalui aplikasi SINDE
kepada Ketua Senat

" + Draft Rancangan Peraturan ; Diraflt Rancangan
F 15 Menit -
i mnmmmn'umnhnmm E Rektor Peraturan Rektor
Jika masih ada kesulohan
dalam hal pengetikan
Fakin yuig telkh I Draft Rancangan Peraturan Draft Rencangan pessiliunn sika o

8 4 i dak " . i Raktoe 15 Menit dikembalilean ke Anggots

Pecuturan Rektor kepada Rektor melalui surat resmi Foaprna el Tim Bidang Hukum dan
Tata Laksana untik
diperbaikd

Rektor menerima Rancangan Peraturan Relitor yang telah

disetujui melalui surat resmi dan mendisposisiion surat Draft Rancangan Peraturan Dirnft Rancangan

9 hasil peimbik 11 2 Menit .

Rektor untuk diproses dan ditindaklajuti kepada Wi I/WR S Rekior Pernturan Rektor

W I

| Mendisposisdkcan surat resm| dari Reltor tentang hasil g . o

10 |pembah Rektor untuk diproses o 2 Menit Wliouripas)




Mupe-‘:lkmmnlmmi tentang hasil pembuhasan
dan

Rektor untuk dip
Mnu Iup-d.nl:amnﬂuadd-m Hubum dan Tuta

Drraft Rancangan Peraturan
Rektor

@ Menit

Mendisposimikan sunt reami tentang hasil pembahasan

Lingkungan UBB dimana softfile dikirim melalui SINDE
dan cetakan F Rektor dikirim ke alamat
kantor masing masing wnit kega

surat distribusi

Rancangan Peraturan Rektor untuk diproses dan Ij Diraft Rancangan Peraturan — Drafi Rancangan
12 | fitindaklajuti kepuda Anggota Tim Bidang Hulum dan y Rektor Pernturan Rekior
Tata Laksana
dan jutd L |j
Rektur dengan nomr i | EE== Draft Rancangan Peraturan Draft Rancangan
B - o Rkh: 2 Menkt Peraturan Reltor
menjardi Peraturan Rektor serta melanjutioan berkas ke
Ketun Tim Bidang Hukum dan Tata Laksana
FParaf Walil Relaor
AL flcan kalima | I /11T, pournd Ka, Biro
I:"z::: sudab Draft Rancangan Prenturan Draft K
- mbwunmwdpmdrﬂm yang 2 Menit . Koo
benar dan melanjutkan berkas ke Kepala Biro Relktor Permturan Rektor M‘rhmm
o Hukum dan Tata Laksana
Memberikan paraf pada draf Peraturan Rektor yang sudah | i
15 |benar dan diserahkan kepada Wakil Relktor {1111 melahi | I Rencangan Peraturan Rektor |2 Menit il
Seleretaria Waldl Reloor 1/11/ 11
dan h Rektor yang | o :
16 mmhmw.mmumm untuk ditelanh 1 l Rancangnn Peraturnn Rektor |1 Menit 'mmr P
penge paraf Rukto
Mentelaah kalimat, dan
|_‘ Peraturan Rektor dengan Peraturan Rekior dengan
mbﬂmpﬂpﬂdﬂl%hﬂﬂyﬂwdlﬁ . "
AT benur dan melanjutkan berkas ke Rekior 1 penumaran penomoran
Rekior
Peraturan Rektor dengan
B ima dan Draf Rektor yang
i telnk
18 sudah benar dari Wakil Rektor [(T1/T1 kepade Rektor "II i Peraturan Rektor dengan a0 pmnmwmm i
untuk ditelanh substans dan ditetapkan dan P d.{nnrh“ lm'ni
asia)
Jaah Hektor Peraturan Reitor dengan deorgan
19 Ii.lhhn.:;:deumplnfdlnmwu'ﬂllunheyq | | penemoran yang telah 30 menit ""“““"‘""""‘m““‘ -
untuk diproses lebih lanjut — I ditandntangani dan ditstapkan sitetapk
i i 1 penomoran yang telah 30 menit pencmioran yang telah -
20 |ditandatangani ke Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata i I o trlali iy
e ] — ]pounmnnmahh 20 menit Balinan Peraturan Reltor
Wu‘l‘hmkummewmmm .
. Saltinan Rektor ditandatangani dan ditetaplan |
F Rektor dan dakan Salinan
Rektor yung ditabubi CAF Rektor untuk
dikirimlan ke Ketua Sennt, WR 1/1[/ 111, Para Kepala Biro, Pe Pk i 3
22 |Para Dekan, Para Ketua Lembagn dan Kepala UPA di { } o 30 menit Salinan Peraturan Relitor




PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR BIDANG NON AKADEMIK

e o g o
: Menysrahkan Peraturan Rektor yarg sudah Fﬂﬂﬂmm‘:'h 30 menit |pemamanan ¥Rng. -
b ke Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata "_"‘m“

Laksana ditetapkan ditetapican

hmmxn

P — Rektor dan meng it penomoran yang Peratusasn Rektot |-
14 | Anmgota Tim Bidang Bidang Hukum dan Tats Laksana l ] sl } dan 30 menis Stico

untuk dan Salinan F ditetapkan

Rektor

Menertmea Pe Reltor dan mes Salinan

Prraturan yong dibabuhi CAP Reletor untuk 3

|dikcirimkan ke Ketua Senat, WR I/11/1I1, Para Kepala Biro, ::fmn?ﬂmm 30 mentt Salinan Peratoran Rektor |-
15 |Parn Dekan, Para Keton Lembaga dun Kepala UPA di

L UBB dimana softfile dilirim melalui SINDE

dan cetaloan salinan F Rekuor dildrim L ke

alamat kantor masing- masing unit kera




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 011/UNSO/POS/ F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP198104102012121001

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR BIDANG

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

PERUB

AHAN PERATURAN REKTOR BIDANG AKADEMIK NAMA POS AKADEMIK

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang 1. Memahami Tata Naskah Dinas

1 Z P ;
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; o 3 i i i i

3 Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor dan % Mampm berkeorsinasy dengat plufclsin denga Sckl din hsien
Keputusan Rektor; 4.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

S5 Kt‘apl.ltusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4.25/UN50/TU/VI/2020 tentang Pedoman Tata Naskah
Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

2. Memahami Peraturan yang berlaku

Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PERUBAHAN PERATURAN REKTOR BIDANG AKADEMIK

melalui surat resmi

Undangan Rapat
Sennt mengirh:nknn und.u.ugan rapat paripurna Undangan Rapat 30 menit Paripurna, Surat
1 1 Rektor Paripurna, Surat Dinas Dinas
k:pnd.n Rektm- meialui Surut Resmi
Meny ikan K 1 1 rapat JI | Undangan Rapat :
2 |pembahasan Pbruhahan Peraturan Paripuria, Sures Dlais 30 menit Surat Dinas
Rektor tersebut kepada Ketua Senat
T Bk Berita Acara Rapat
Mengadakan Rapat Paripurna Pembat P:m“l::m pasatian i , dxmlm;ai' Rancangan
3 |Rancangan Perubahan Peraturan Rektor yang Daftar Hadir Notulemi' : s
diajukan bersama Rektor ’ Peraturin Relcur,
M, et Perubal Berita Acara Rapat dan Berita Acara Rapat
Peraturan mmx yang telah disetujui dalam Draf Rancangan 30 menit e Dkt Raciosnghis
4 |rapat parip Perubahan Peraturan Perubahan
Perubahan Peramrm Rektor kepada Rektor Rekior, Peraturan Rektor,

Per dan

ke 4 gAn, Kepeg: '

. Disposisi Elektronik
Rektor menerima Rancangan Perubahan Berita Acara Rapat, Draf melalui Aplikasi
Peraturan Rektor yang telah disetujui melalui Perubal . SINDE, Berita Acara

5 |tantm re;m;’:nn ST maaL el I_..:] Peraturan Rektor, Surat |20 Denit Rapat, Draft ’
Perubahan Peraturan Rektor untuk diproses Dinas, Disposisi E:::mm
dan ditindaklajuti kepada WR I/WR 11/ WR 111
Disposisi Elektronik
Disposisi Elektronik melalui Aplikasi
Menf:ipmmkan surat resmi lLem.nng hasil Jj m:&nul Aplikasi SINDE, i SINDE, Berita Acara
pem Per Peraturan j = . 30 menit
6 Rektor untuk di dan diti: lajuti dari Berita Acara Rapat, Draft Rapat, Draft
¥ " u Perubahan
Rektor kepada Ka Biro BPKKU Perubahan Peraturan gy
Disposisi Elektronik
Mendisposisikan surat resmi tentang hasil Disposisi Elektronik lalui Aplikasi
b melalui Aplikasi SINDE, 30 menit SINDE, Berita Acara

7 |Rektor untuk diproses i 4 d:ﬁnclaklmuﬁ Ij Berita Acara Rapat, Draft Rapat, Draft
kepada Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata | S— Perubahan Peraturan Perubahan
Laksana Peraturan

Disposisi Elektronik
ME“dinodsilean surat resmi tentang hasil J ' Disposisi Elektronik melalui Aplikasi
: Per — .meﬁui Aplikasi SINDE, 30 menit SINDE, Berita Acara

8 Pemrumn R:kmr untuk diproses dan Berita Acara Rapat, Draft ® Rapat, Draft
ditindaklajuti kepada Anggota Tim Bidang Perubahan Peraturan Perubahan
Bidang Hukum dan Tata Laksana Peraturan
Memproses dan indaklanjuti R Perubahan Peraturan Perubahan

9 ::T :nend.rnﬂingrmenindj Peml?:han nnmnr L..._:I Rektor dengan 30 menit Peraturan Rektor

Peraturan Rektor serta melanjutkan berkas ke penomoran dengan penomoran
Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata Laksana

Mentelaah substansi, pengetikan kalimat, dan

memberikan paraf pada draf Perubahan Perubahan Peraturan Perubahan

10 Peraturan Rektor vang sudah benar dan Rektor dengan 30 menit Peraturan Rektor
melanjutknn berkaa ke Kepu.la Ehm penomoran dengan penomoran




Kepala Biro, Para Dekan, Para Ketua Lembaga |
dan Kepala UPA di Lingkungan UBB dimana
softfile dikirim melalui SINDE dan cetakan
Peraturan Rektor dikirim langsung ke alamat
kantor masing-masing unit kerja

surat distribusi

Menerima draf Perubahan Peraturan Rektor ;2::::1:-“ P:mmmn i mammn Rkt
vang sudah benar dan memberikan paraf SRR
117 ST hkan kepada Wakil Rektor | penomoran dengan penomaoran
1711/ melalui Sekretaris Wakil Rektor 1/11/111
Menerima dan werahkan Draf Perubat Perubahan Peraturan Per Ubﬁlm‘mem
12 | Peraturan Rektor yang sudah benar kepada i | Rektor dengan 30 menit .mmm;xmumn
Wakil Rektor I/11/111 untuk ditelaah substansi, — penomoran dengan
pengetikan dan memberikan paraf
Mentelanh substansi, pengetikan kalimat, dan Perubahan Peraturan Perubahan
memberikan paraf pada draf Perubahan Rektor dengan 30 menit Peraturan Rektor
13 |Peraturan Rektor yang sudah benar dan [ ] penomoran dengan penomoran
| melanjutkan berkns ke Rektor melalui —
Sekrutaris £ Peraturan Rektor
Menerima dan menyerahkan Draf Perubahan Perubahan Peraturan lengan. g o
14 | Peraturan Rektor yang sudah benar dari Wakil J| _[ Rektor dengan 30 menit d.l]' t.nm!“::hnwxi diki
Rektor I/11/111 kepada Rektor untuk ditelaah penomoran ditstapkan
bstansi dan ditetapkan dan ditand gani
Perubahan
Perubahan Peraturan Peraturan Rektor
iaiidin datsmgani Perubahan Rektor dengan = dengan penomoran
15 Penmrannelctnrymwdah‘lmgkgpdmgan I__I smomynng;hh 30 menit yang telah
paraf dan hkan ke is Rektor I* d;f:mmknnmw ditandatangani dan
untuk diproses lebih lanjut etap ditetapkan
Perubahan
Perubahan Peraturam Peraturan Rektor
Rektor dengan
Menyerahkan Perubahan P Rektor { ] |pcnomoranyangtelah |30 menit dyangew&rﬁmmm
16 |yang sudah di tangani ke Ketua Tim L ditandatangani dan b e
Bidang Hukum dan Tata Laksana ditetapkan ditetapkan
Ktord Perubahan Peraturan
Menerima Perubahan Peraturan Rektor dan Rektor dengan Foribahn
menginstruksikan Anggota Tim Bidang Bidang ] penomoran yang telah |30 menit e
17 \Hukum dan Tata Laksana untuk - ditandatangani dan
menggandakan dan mengirim Salinan ditetapkan
Peraturan Rektor
menerima Perubahan Peraturan Rektor dan
menggandakan Salinan Perubahan Peraturan
Rektor yang dibubuhi CAP Rektor untuk Salinan Perubahan :
dikirimkan ke Ketua Senat, WR I/11/11l, Para Bretursn Rektordan 30 menit |Salinan Perubahan
18

Peraturan Rektor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

- NOMOR POS 012/UN50/POS/F.5/2024
. TANGGAL PEMBUATAN _ |2 Januari 2024
£ 2 TANGGAL REVISI
%) == TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024
ﬁ-—._._"
aanct” DISAHEAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Prof. Dr. [brahim, M.Si

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA
NIP198104102012121001
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR BIDANG
PERUBAHAN PE
RATURAN REKTOR BIDANG NON AKADEMIK NAMA POS NON AKADEMIK
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang 1. Memahami Tata Naskah Dinas

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah

Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3 Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor dan

Keputusan Rektor;
4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomeor 751);

5 th:pllltusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4.25/UNS50/TU/VI/2020 tentang Pedoman Tata Naskah
Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

KETERKAITAN :

Memahami Peraturan yang berlaku

N

Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

B

Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya

2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




Rektor membentuk tim penyusun rancangan
Perubahan Peraturan Rektor yang ditetapkan

Surat

Surat Keputusan,

| Sekretaris Wakil Rekor 1/11/111

1 |dengan bentuk Keputusan Rektor/ Penunjukan Keputusan/Memo |1 hari Memo Rektor
Langsung nama Tim penyusun rancangan melalui Rekior
instruksi Rektor langsung dalam bentuk memo
Surat Keputusan/
Memo Rektor, Berkas Draf Rancangan
Menyusun rancangan Perubahan Peraturan ! i" Pendukung bahan turan
2 |Rektor sesuai arahan Rektor dan peraturan Penyusunan Draf 17 Harl ::;um Fern
perundang-undangan berlaku Perubahan Peraturan
Rektor
fr— Drafl Draf Rancangan
3 Melaporkan draft hasil penyusunan rancangan 1 | Perubahan Peraturan |15 menit Perubahan Peraturan
Perubahan Peraturan Rektor Rektor Relkior
Menerima draft hasil rancangan Perubahan Adn Perhatkan, Draf Rancangan m@“ Dusf
4 |Peraturan Rektor yang telah disusun d <"--..._ Susun Kphall Perubahan Peraturan |1 hari Pari
Ina} + : bt o bahan Peraturan
: draf Per I§ an Rektor Rektor
Rektor tersebut A pamts
Dalam hal rancangan Perubahan Peraturan
Rektor yang telah disusun sudah sesuai dengan Draf Rancangan Draf Rancangan
s } Rektor ginstruksikan keg Tim I::] Perubahan Peraturan |30 menit Perubahan Peraturan
Penyusun untuk dilanjutkan proses dan minta Rektor, Surat Dinas Rektor, Surat Dinas
ditelaah oleh Ketua Tim Bidang HTL, Ka, BPKKU,
WR I/
v Rens indaklanjuti R ngs e
Perubahan P Rektor deng s ikan (SRR Perubahan Peraturan Nmn Peraturan
6 |nomor dan Irafting jadi Perubahan Rektor dengan 30 menit Rummm:ﬂnw
Peraturan Rektor serta melanjutkan berkas ke penomoran pe
Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata Laksana o
Mentelaah sub i, pengetikan kali dan R
memberikan paraf pada draf Perubahan Peraturan Perubahan Peraturan 56 . :g:umr d
7 | Rektor yang sudah benar dan melanjutkan berkas /> Rektor dengan menit engan
ke Kepala Bira Perencanaan, Keuangan, T penomoran. : e
Kepegawaian, dan Umum Sudsh
BraUAt -
Menerima draf Perubahan Peraturan Rektor vang Perubahan Peraturan Perubahan Peraturan
8 sudah benar dan memberikan paraf kemudian Rektor dengan 30 menit Rektor dengan
diserahkan kepada Wakil Rektor 1/11/11I melalui PEOOMOTAT penomoran




PERUBAHAN PERATURAN REKTOR BIDANG NON AKADEMIK

hkan draf Perut

Menerima dan
Peraturan Rektor yang sudah benar kepada Wakil
Rektor /117111 untuk ditelash substansi,
pengetikan dan memberikan parafl

Perubahan Peraturan
Rektor dengp.n

30 menit

Perubahan Peraturan
Rektor dengan
penomoran

A, 1aat ‘_ L Ll

p i , dan
memberikan paraf pada draf Perubahan Peraturan

Perubahan Peraturan

Perubahan Peraturan

Rektor dengan 30 menit Rektor dengan
10 Rektor yang sudah benar dan melanjutkan berkas JI | penomorar. penomoran
ke Rektor melalui Sekretaris Rektor
Perubahan Peraturan
Menerima dan ahkan draf Perul Perubahan Peraturan Rektor dengan
11 |Peraturan Rekior yang sudah benar dari Wakil Rektor dengan 30 menit penomoran yang
Rektor 1/11/111 kepada Rektor untuk ditelaah r——_] penomoran telah ditandatangani
L i dan ditetapkan dan ditand gani |55== dan ditetapkan
d Perubahan Peraturan Peruhnhande Peraturan
Mentelagh dan \atangant Perubit Rektor dengan Rektor dengan
12 |Peraturan Rekior yang sudah lengkap dengan I:_l' penomoran yang 30 menit penomoran yang
paral dan hkan ke Sel is Rektor telah ditandatangani telah ditandatangani
untuk diproses lebih lanjut dan ditetapkan dan ditetapkan
Perubahan Peraturan Perubahan Peraturan
Me. hkan Perubat Rel Jj | Rektor dengan ! Rektor dengan
13 |sudah ditandatangani ke il::;:“'hm; Bm;ynng — PENOMOTAn Yang 30 menit PENOMOTAN Yang
ditandatangani telah ditandatangani
Hukum dan Tata Laksana mhd'mpkm dan ditetapkan
1l
Menerima Perubahan Peraturan Rektor dan P"’k‘“’“‘:“ Perhtitin
menginstruksikan Anggota Tim Bidang Bidang ?I Rektor dengan i Salinan Ferubahan
14 |Hukum dan Tata Laksana untuk menggandakan e mm yang Peraturan Rektor
dan mengirim SalinanPerubal P
Rekn::‘ dan ditetaplkan

Menerima Perubahan Peraturan Rektor dan
menggandskan Sali Perubahan Pe
Rektor yang dibubuhi CAP Rektor untuk
dikirimkan ke Ketua Senat, WR 1/11/111, Para
Kepala Biro, Para Dekan, Para Ketua Lembaga dan
Kepala UPA di Lingkungan UBB dimana softfile
dikirim melalui SINDE dan cetakan salinan
Perubahan Peraturan Rektor dikirim langsung ke

L ' kantor ing ing unit kerja

Sali Perubahan

Peraturan Rektor dan
surat distribusi

30 menit

| Salinan Perubahan

Peraturan Rektor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 013/UNS0/POS/F.5/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024
0110t TANGGAL REVISI
—— TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024
‘a“"‘_":'.—"
e DISAEHCAN QLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si

NIP198104102012121001

PENOMORAN PERATURAN REKTOR

NAMA POS PENOMORAN PERATURAN REKTOR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan Rektor;

Nomor 751);

Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah

3 Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor dan

4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

5 Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4.25/UN50/TU/VI/2020 tentang Pedoman Tata Naskah

1. Memahami Tata Naskah Dinas
2. Memahami Peraturan yang berlaku

3. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

4, Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penomoran Peraturan diatur lebih rinci dalam Pedoman Tata Naskah
Dinas Universitas Bangka Belitung dan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun
2021




PENOMORAN PERATURAN REKTOR _

Melihat disposisi tindak lanjut untuk penomoran atas
peraturan rektor yang diajukan baik melalui disposisi dari
Aplikasi SINDE atau Memo Rektor atau Arahan langsung
dari Rektor

Disposisi, Surat Pengantar/Memo Rektor,
berkas lampiran pendukung, dan draft
Surat Peraturan Rektor

Disposisi, Surat Pengantar/Memo
Rektor, berkas lampiran
pendukung, dan draft Surat
Peraturan Rektor

Mencetak Bukti Disposisi baik berupa surat
pengantar/Memo Rektor dll

Disposisi, Surat Pengantar/Memo Rektor,
berkas lampiran pendukung, dan draft
Surat Peraturan Rektor

1 menit

Bukti Disposisi

Mentelaah tanggal penyampaian surat hasil rapat senat
kepada rektor tentang pembahasan peraturan rektor
sebagai acuan pengambilan nomor dan penyesuaian
dengan nomor peraturan rektor terakhir yang diambil

Surat Dinas, Draft Peraturan

15 menit

Penomoran pada Draft Peraturan
yang diajukan

Mengisikan Nomor Peraturan Rektor pada Excel Nomor
PFratumn Rektor yang sudah dibuat sesuai format yang
dibutuhkan bagian Hukum dan Tata Laksana

Penomoran pada Draft Peraturan yang
diajukan

15 menit

Penomoran pada Draft Peraturan
yang diajukan

P?ncmoran dilakukan pada Draft Peraturan Rektor yang
diajukan agar selanjutnya dapat dinaikan ke Pimpinan
untuk ditelanh melalui Ketua Tim Bidang HTL

inpinl

Draf Peraturan dengan Nomor

15 menit

Draf Peraturan dengan Nomor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 014/UN50/POS/F.5/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

£ % TANGGAL REVISI

Ty TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

“Som®
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibra%un M.Si

NIP198104102012121001

PENDISTRIBUSIAN PERATURAN

PENDISTRIBUSIAN PERATURAN REKTOR/PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NAMA POS REKTOR/PERUBAHAN PERATURAN
REKTOR
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

1. Memahami Tata Naskah Dinas

2 gt‘_.‘ratu;an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah 2. Memahami Peraturan yang betlaku
Inas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; : : . . : :
; : fi
3 Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor dan 3. Mampi. etkoardinesi dengen piliak lan dengen elckbl dan clidien
Keputusan Rektor; 4. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
4 Peraturan Men.teri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);
5 K_eputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4.25/UN50/TU/VI/2020 tentang Pedoman Tata Naskah di
Lingkungan Universitas Bangka Belitung.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlan_lbatan penyampaian berkas Surat Keputusan Rektor/Perubahan Surat Keputusan Rektor dapat
mengakibatkan terhambatnya proses kegiatan Surat Keputusan yang diajukan

Untuk terus melihat informasi terkait pengiriman berkas Surat
Keputusan Rektor/Perubahan Surat Keputusan Rektor yang diajukan.
Jika mengalami kendala ataupun keterlambatan dalam hal penyampaian
Surat Keputusan Rektor/Perubahan Surat Keputusan Rektor yang
diajukan diharapkan untuk menghubungi Kepala/Pimpinan /Koordinator
Tertinggi Unit Kerja agar dapat segera berkoordinasi dengan Tim Kerja
Hukum dan Tata Laksana selaku Pengirim berkas.




PENDISTRIBUSIAN PERATURAN REKTOR/PERUBAHAN PERATURAN REKTOR

Menscan Salinan Peraturan Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor yang sudah dibubuhi paraf dan ditandatangani
oleh Kepala BPKKU

Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor

5 Menit

Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan
Peraturan Rektor

Membuat Copyan Salinan Peraturan Rektor,/Perubahan
Peraturan Rektor yang sudah dibubuhi paraf dan
ditandatangani oleh Kepala BPKKU untuk Cap/Stempel
dan mencetak salinan peraturan rektor tersebut dalam
bentuk buku

Salinan Peraturan
Rektor /Perubahan Peraturan
Rektor

5 Menit

Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan
Peraturan Rektor

Menscan Salinan Peraturan Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor yang telah ditandatangan dan stempel

Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor

5 Menit

Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan
Peraturan Rektor

Mengirimkan hasil scan copy salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan Rektor yang telah
ditandatangan dan stempel ke Pimpinan Seluruh Unit
Kerja di Linglkungan UBB melalui Aplikasi SINDE dan
hasil cetakan salinan Peraturan Rektor dalam bentuk
buku ke Pimpinan Seluruh Unit Kerja di Lingkungan UBB
secara langsung ke alamat masing-masing

]
i

SINDE Salinan Peraturan
Rektor /Perubahan Peraturan
Rektor

5 Menit

SINDE Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan
Peraturan Rektor

Pengiriman salinan Peraturan
Rektor dengan tujuan Ketua
Senat, Para WR, Ketua SPI,
Para Dekan, Para Kepala Biro,
Para Kepala Lembaga dan Para
Kepala UPA

Menerima hasil scan salinan Peraturan Rektor/
Perubahan Peraturan Rektor melalui Aplikasi SINDE dan
cetakan salinan Peraturan Rektor dalam bentuk buku

SINDE Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor

5 Menit

SINDE Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan
Peraturan Rektor

Mendisposisikan hasil scan salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan Rektor melalui Aplikasi
SINDE ke bagian unit kerja terkait

inl

SINDE Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor

5 Menit

SINDE Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan
Peraturan Rektor

Menerima disposisi berupa hasil scan salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan Rektor melalui Aplikasi
SINDE

SINDE Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor

5 Menit

SINDE Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan
Peraturan Rektor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG HUKUM DAN TATALAKSANA

S ganc®

NOMOR POS 015/UNSQ/POS/F.5/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

rahim, M.Si
NIP198104102012121001

Prof. Dr.

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK USULAN OTK

NAMA POS

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK USULAN
OTK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 751);

1. Memahami Tata Naskah Dinas

2. Memahami Peraturan yang berlaku

2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
5 ‘Peratiivan Menteti Pendidiken dan Kebud ; : 3. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien
_ : dil ebudayaan Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4, Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya

2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




Menugaskan Wakil Rektor Bidang

dokumen Usulan OTK.

1 |Keuangan dan Umum untuk menyusun ( ) Nota Dinas 2 Menit Nota dinas =
OTK
Menugaskin Kepala Biro Perencanaan,
2 |Keuangan, Kepegawaian, dan Umum untuk l__] Disposisi Nota Dinas Reltor 2 Menit Disposisi Nota Dinas Rektor
indakianjuti Peny ey 1
Disposisi Nota Dinas Rektor dan Disposisi Nota Dinas Rektor
3 |Mengkoordi Peny OTK J | Rapat Koordinasi Pembentukan |3 Jam dan Rapat Koordinasi
Tim Kerja Pembentukan Tim Kerja
Menugaskan Anggota Tim Bidang Hukum T Sikaa ot Disposisi Nota Dinas,/Notula
dan Tata Laksana untuk membuat Surat promd;Ng:: sy Rapat dan Disposisi perintah
4 |Usulan dan Penetepan Surat Kep T R’P‘:u P“'i"u Pﬂmmlsumlt —_— pembuatan Surat Usulan,
tentang Tim Penyusunan OTK, serta P yuREn adanmm. sukin, & Surat Keputusan, dan
menyiapkan bahan-bahan/data b Parot n OTK Pengumpulan Bahan
peny OTK) . Peny OTK
Disposisi Nota Dinas/Notula
;lx?ﬂnt Surat Usulan d.u;aknPc::mpan ===l Rapat dan Disosisi perintah Surat Usulan, Surat
5 F g Tim Peny | ST | buatan Surat Usulan, Surat |1 Hari Keputusan, dan Bahan
OTK, serta menyiapkan bahan-bahan /data o dan Pr ! Penyusunan OTK
BERY aTH Bahan Penyusunan OTK
Meny R lakuk — Bahan-bahan /data (peraturan Rapat/Workshop
6 | pembat dan draf usulan 1 I perundang-undangan tentang 5x5Jam Pm!l):luinnnn OTK
OTK OTK)
e — Y — re
71 P iy dan Uji publik Soft File OTK/ Daftar Undangan |3 Jam Undangan, Notula Masu
veR Uji Publik
|
Meng; ghompilasi dan Draf Usulan OTK dan Notula & Draf Usulan OTK yang telah |
8 draf usulan OTK E ( ] I Masukan Uji Publik Fxd Jam lesal dikompilasi
Mencetak dan wenyernhkan Dref OTK |—|:| Soft file dan hard copy Draf
9 |kepada Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata Soft file Draf Usulan OTK 30 Menit Usulan OTK »
Laksana L
Mengorek idasi draf Usulan ¥a Tidak
10 |OTK dan menyerahkan kepada Kepala <\‘ Hard copy Draf Usulan OTK 1 Jam Parafl pada draf usulan OTK |-
BPKKU ~
Menerima dan menelaah rancangan dan Ya Tidak
11 |memvalidasi draf usulan OTK kemudian <> Hard copy Draf Usulan OTK 1 Jam Paraf pada draf usulan OTK
menyerahkan kepada Wakil Rektor I1 /
Menerima dan menelagh rancangan dan
Memvalidasi draf usulan OTK kemudian Yo N Tiduk pada ulan A
12 copy ulan OTK 14 Paraf draf us OTK
menyerahkan kepada Rektor untuk \ Hard Draf Us am
disetujui dan ditandatangani
Menyetujui da - < N\ Tidak | Tandatangan pada Draf I
13 | o & gantumiian ( Hard copy Draf Usulan OTK 30 Menit  [JRnCatanERS
Ya
Membuat Surat Pengantar, menggandakan Terkirim Soft File/ hard copy
dan menjilid Naskah Akademik/Usulan A Dokumen Naskah
i [ e i e A e R i sl
Merrdnl S M slokan sudah di tandatangan Pengantar dan Dokumen
Naskah Akademik




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS

016/UN50/POS/F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

b
o™

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

NIP198104102012121001

USULAN PUBLIKASI SALINAN PERATURAN REKTOR PADA WEBSITE UBB

NAMA POS

USULAN PUBLIKASI SALINAN PERATURAN
REKTOR PADA WEBSITE UBB

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5 Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor
dan Keputusan Rektor

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung,

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

KETERKAITAN :
1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi; 6 Alat-alat Penunjang
3 Printer;




USULAN PUBLIKASI SALINAN PERATURAN REKTOR PADA WEBSITE UBB

Membuat dan mengirimkan melalui SINDE Surat Dinas
tentang Permohonan Publikasi Salinan Peraturan Rektor

Surat Dinas
Permohonan Publikasi
Salinan Peraturan

Surat Dinas
Permohonan
Publikasi Salinan

surat dinas tersebut
ditandatangani oleh
Wakil Rektor Bidang

UBB

Rektor dan link google
drive salinan
Peraturan Rektor

dan link google drive
salinan Peraturan
Rektor

pada Website UBB dengan dilengkapi link google drive Rektor dan link google| 20 M°™t :Z: I‘Iﬁ“flfé"ém o -
salinan Peraturan Rektor kepada Kepala UPA TIK UBB. drive salinan salinan Pirafuran demyan tujusn kepeada
Peraturan Rektor Kepala UPA TIK UBB
Rektor
Menerima Surat Dinas Permohonan Publikasi Salinan Surat Dinas ]S)::;tﬁhl)::;;
Peraturan Rektor beserta link google drive salinan Permohonan Publikasi Publikasi Salinan
Peraturan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Salinan Peraturan 15 Menit |Peraturan Rektor |-
Umum kemudian mendisposisikan kepada Admin Website Rektor dan link google dan link google drive
Universitas untuk mempublikasi Salinan Peraturan Rektor drive salinan salinan Peraturan
yang dimaksud Peraturan Rektor
Rektor
Surat Dinas Surat Dinas
Permohonan Publikasi :I;;li;:z:i Sulinan
Mempublikasi Salinan Peraturan Rektor pada Website Salinan Peraturan 10 Menit |Peraturan Rektor =




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS

017/UN50/ POS/F.5/ 2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. T M.Si
NIP198104102012121001

SOSIALISASI PERATURAN REKTOR UBB

NAMA POS

SOSIALISASI PERATURAN REKTOR UBB

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

S Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor
dan Keputusan Rektor

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung,

1 Memahami Tata Naskah Dinas;
2 Memahami Peraturan yang berlaku;
3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

KETERKAITAN :

1 Meja/ Kursi;

2 Komputer/Laptop;

3 ATK.

4 Alat-alat Penunjang
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Terkait pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan Tim Kerja Bidang Umum dan Rumah Tangga UBB agar

kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.




SOSIALISASI PERATURAN REKTOR UBB

Membuat Jadwal Sosialisasi Peraturan Rektor UBB dan

UBB kepada Peserta Sosialisasi

Jadwal Sosialisasi 10 Menit Jadwal -
berkoordinasi dengan Kepala Biro BPKKU
Berkoordinasi mengenai Jadwal Sosialisasi Peraturan el
Rektor UBB yang telah disusun oleh Bidang HTL kepada 1 l Jadwal Sosialisasi 15 Menit Jadwal =
Rektor
Rektor memberikan persetujuan terkait Jadwal Sosialisasi
serta menunjuk Tim Penyusun Peraturan atau Unit Kerja J | . i .
terkait menjadi Narasumber sosialisasi Peraturan Rektor f —— Jadwal Sosialisasi 5 Menit Jadwal -
UBB atau berkoordinasi dengan Senat UBB untuk
menjadi Narasumber Sosialisasi Peraturan Rektor UBB
Rektor meminta Tim Kerja HTL yang mempersiapkan | | Jadwal Sosialisasi 5 Menit Jadwal =4
Kegiatan Sosialisasi melalui Kepala BPKKU
Menginstruksikan Ketua Tim Bidang HTL untuk P :
mempersiapkan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Rektor | I Jadwal Sosialisasi 5 Menit Jadwal =
UBB
Draf Surat

Menginstruksikan Anggota Tim Bidang HTL untuk Draf Surat ) Undangan dan
membuat Surat Undangan Narasumber dan Peserta I I Undangan dan DMt Jadwal )
Sosialisasi Peraturan Rektor UBB Jadwal Sosialisasi Sosialisasi

Terkait

pelaksanaan
Membuat Surat Undangan Narasumber dan Peserta kegiatan
Sosialisasi Peraturan Rektor UBB dan mengirimkannya | I SINDE Scan Surat : SINDE Scan berkoordinasi
kepada Narasumber dan daftar undangan melalui SINDE Undangan 20 Memit Surat Undangan [dengan Tim Kerja
serta mempersiapkan segala sesuatunya terkait kegiatan Bidang Umum dan
sosialisasi, agar berjalan dengan lancar Rumah Tangga

UBB
Narasumber Memberikan Sosialisasi Peraturan Rektor : ) Powerpoint 120 Menit Powerpoint =




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS

001/UN50/POS/F.5/2025

3 November 2025

3 November 2025

|
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
DISA LEH
o HKAN O

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

;’Réﬁror Universitas Bangka Belitung,
Prof. Dr.\lﬁwimi‘>

4 R NP 198104102012121001 g

LY
INVENTARISASI DOKUMEN HUKUM

Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 2

Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
5 Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029
Nomor 692);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
7 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
60);

INVENTARISASI DOKUMEN HUKUM NAMA POS
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional -
1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 Memiliki kemampuan inventarisasi dokumen hukum;

Memiliki kemampuan analisis hukum dasar dan pengelolaan data;

3 Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Mampu mengoperasikan komputer dengan baik;
5336);

4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Mampu menginventarisasi dokumen hukum dengan teliti dan
Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2012 Nomor 82); i berintegritas.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN : s

1 Meja/ Kursi;

2 Prnter;

3 Komputer/Laptop;
4 ATK.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




Menginventarisasi seluruh dokumen hukum yang
berlaku dan/atau pernah berlaku di lingkungan
Universitas Bangka Belitung dan menyampaikan
kepada Ketua Tim Kerja Bidang Hukum dan Tata
Laksana untuk diverifikasi

Dokumen hukum

1 Minggu

Daftar Inventarisasi dokumen
hukum

Memverifikasi Daftar Inventarisasi seluruh
dal hukum yang berlaku dan/atau pernah
berlaku di lingkungan Universitas Bangka Belitung

dan menyampaikan kepeda Kepala BPKKU untuk
divalidasi

Dokumen hukum dan Daftar
Inventarisasi dokumen hukum

2 Hari

Daftar Inventarisasi dokumen
hukum

Memvalidasi Daftar Inventarisasi seluruh dokumen
hukum yang berlaku dan/atau pernah berlaku di
lingkungan Universitas Bangka Belitung dan
melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang
Keuangan dan Umum

Daftar Inventarisasi dokumen
hukum

1 Hari

Daftar Inventarisasi dokumen
hukum

Menerima Laporan Dafltar Inventarisasi seluruh
dokumen hukum yang berlaku dan/atau pernah
berlaku di lingkungar Universitas Bangka Belitung

Daftar Inventarisasi dokumen
hukum

10 Menit

Daftar Inventansasi dokumen
hukum




PROSEDUR:

Pelaksana pada Tim Kerja
Bidang Hukum dan Tata
Laksana

INVENTARISASI DOKUMEN HUKUM

l

Menginventarisasi seluruh dokumen hukum yang
berlaku dan/atau pernah berlaku di lingkungan
Universitas Bangka Belitung dan menyampaikan
kepada Ketua Tim Kerja Bidang Hukum dan Tata
Laksana untuk diverifikasi

Dokumen hukum

1 Minggu

Daftar Inventarisasi dokumen
hukum

Ketua Tim Kerja Bidang
Hukum dan Tata Laksana

Memverifikasi Daftar Inventarisasi seluruh dokumen
hukum yang berlaku dan/atau pernah berlaku di
lingkungan Universitas Bangka Belitung dan
menyampaikan kepada Kepala BPKKU untuk
divalidasi

Dokumen hukum dan Daftar
Inventarisasi dokumen hukum

2 Hari

Daftar Inventarisasi dokumen
hukum

Kepala BPKKU

Memvalidasi Daftar Inventarisasi seluruh dokumen
hukum yang berlaku dan/atau pernah berlaku di
lingkungan Universitas Bangka Belitung dan
melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan
dan Umum

Daftar Inventarisasi dokumen hukum

1 Hari

Daftar Inventarisasi dokumen
hukum

Wakil Rektor
Keuangan dan Umum

Bidang

Menerima Laporan Daftar Inventarisasi seluruh
dokumen hukum yang berlaku dan/atau pernah
berlaku di lingkungan Universitas Bangka Belitung

Daftar Inventarisasi dokumen hukum

10 Menit

Daftar Inventarisasi dokumen
hukum




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 002/UNS50/POS/F.5/2025

TANGGAL PEMBUATAN 3 November 2025

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 3 November 2025

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
4 NIP. 198104102012121001

PENGOLAHAN KLASIFIKASI DOKUMEN HUKUM BESERTA META DATA PER DOKUMEN HUKUM

PENGOLAHAN KLASIFIKASI DO
NAMA POS HUKUM BESERTA META DATA PER
DOKUMEN HUKUM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

4301);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2012 Nomor 82);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
5 Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029
Nomor 692);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia

7 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
1 Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3 Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024

1 Memiliki kemampuan klasifikasi,

2 Memiliki kemampuan literasi digital dan ketelitian administratif;

3 Mampu mengoperasikan komputer dengan baik;

Mampu menginventarisasi dokumen hukum dengan teliti dan
berintegritas.

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

KETERKAITAN :
1 Meja/ Kursi;
2 Printer;
3 Komputer/Laptop;
4 ATK.
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penyusunan meta data dokumen hukum berpedoman pada Permenkumham
Nomor 8 Tahun 2019




PENGOLAHAN KLASIFIKASI DOKUMEN HUKUM BESERTA META DATA PER DOKUMEN HUKUM

Menyusun metadata, mengklasifikasi selurub
dokumen hukum di lingkungan Universitas
Bangka Belitung seasuai dengan ketentuan dan
menyampaikan kepada Ketua Tim Kerja Bidang
Hukum dan Tata Laksana untuk diverifikasi

Dokumen hukum dan format
meta data per jenis dokumen
hukum

7 Hari

Daftar Klasifikasi Dokumen Hukum
beserta Meta Data per Jenis
Dokumen Hukum

Memverifikasi Daftar Klasifikasi Dokumen Hukum
beserta Meta Data per Jenis Dokumen Hukum dan

menyampaikan kepada Kepala BPKKU untuk
divalidasi

Daftar Klasifikasi Dokumen
Hukum beserta Meta Data per
Jenis Dokumen Hukum

2 Hari

Daftar Klasifikasi Dokumen Hukum
beserta Meta Data per Jenis
Dokumen Hukum

Memvalidasi Daftar Klasifikasi Dokumen Hukum
beserta Meta Data per Jenis Dokumen Hukum dan
melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang
Keuangan dan Umum

Daftar Klasifikasi Dokumen
Hukum beserta Meta Data per
Jenis Dokumen Hukum

1 Hari

Daftar Klasifikasi Dokumen Hukum
beserta Meta Data per Jenis
Dokumen Hukum

Menerima Laporan Daftar Klasifikasi Dokumen
Hukum beserta Meta Data per Jenis Dokumen
Hukum

Dafrar Klasifikasi Dokumen
Hukum beserta Meta Data per
Jenis Dokumen Hukum

10 Menit

Daftar Klasifikasi Dokumen Hukum
beserta Meta Dala per Jenis
Dokumen Hukum




PROSEDUR:

Pelaksana pada Tim Kerja
Bidang Hukum dan Tata
Laksana

Menyusun metadata, mengklasifikasi seluruh
dokumen hukum di lingkungan Universitas Bangka
Belitung seasuai dengan ketentuan dan

menyampatkan kepada Ketua Tim Kerja Bidang
Hukum dan Tata Laksana untuk diverifikasi

PENGOLAHAN KLASIFIKASI DOKUMEN HUKUM BESERTA META DATA PER DOKUMEN HUKUM

Dokumen hukum dan format meta
data per jenis dokumen hukum

7 Hari

Daftar Klasifikasi Dokumen

Hukum beserta Meta Data per
Jenis Dokumen Hukum

Ketua Tim Kerja Bidang

Memverifikasi Daftar Klasifikasi Dokumen Hukum
beserta Meta Data per Jenis Dokumen Hukum dan

Daftar Klasifikasi Dokumen Hukum
beserta Meta Data per Jenis Dokumen

2 Hari

Daftar Klasifikasi Dokumen
Hukum beserta Meta Data per

beserta Meta Data per Jenis Dokumen Hukum dan

Daftar Klasifikasi Dokumen Hukum

Hukum dan Tata Laksana rl'fen)"anlpaikan kepada Kepala BPKKU untuk Hulaum Jenis Dokamen Hukum
divalidasi
Memvalidasi Daftar Klasifikasi Dokumen Hukum Daftar Klasifikasi Dokumen

Hukum beserta Meta Data per

Keuangan dan Umum

Hukum beserta Meta Data per Jenis Dokumen
Hukum

Hukum

Kepala BPKKU . . beserta Meta Data per Jenis Dokumen |1 Hari
melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan Hukum Jenis Dol s Mkt
dan Umum
Wakil Rektor Bidan Menerima Laporan Daftar Klasifikasi Dokumen|Daftar Klasifikasi Dokumen Hukum Daftar Klasifikasi Dokumen
& beserta Meta Data per Jenis Dokumen |10 Menit Hukum beserta Meta Data per

Jenis Dokumen Hukum




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
l NOMOR POS 003/UNS0/POS/F.5/2025
TANGGAL PEMBUATAN 3 November 2025
Fy TANGGAL REVISI
%} TANGGAL EFEKTIF 3 November 2025
98 ganct” DISAHKAN OLEH " Rektor Universitas Bangka Belitung,
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG *
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
- lbrahim, M.Si
TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA NIP. 198104102012121001 >
PENYIMPANAN DOKUMEN HUKUM NAMA POS PENYIMPANAN DOKUMEN HUKUM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

3 Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5336);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang

5 Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029
Nomor 692);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

7 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
60);

1 Memahami prinsip kearsipan;

2 Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

KETERKAITAN :

1 Meja/ Kursi; 5 ATK,

2 Printer; 6 Media penyimpanan digital;
3 Scanner;

4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




Menyimpan setiap dokumen hukum yang telah
ditetapkan dan dilegalisasi dalam 2 (dua) kategori
arsip yaitu arsip dokumen asli dan arsip digital
pada media penyimpanan sesuai arahan pimpinan
dan progres penyimpanannya dilaporkan kepada
Ketua Tim Kerja Bidang Hukum dan Tata Laksana

Alat penunjang pengarsipan,
media penyimpanan, dan
dokumen hukum yang
diarsipkan

7 Hari

Arsip Dekumen Hukum

Memastikan setiap dokumen hukum yang telah
ditetapkan dan dilegalisasi telah disimpan dalam 2
(dua) kategori arsip yaitu arsip dokumen asli dan
arsip digital pada media penyimpanan sesuai
arahan pimpinan

Arsip Dokumen Hukum

10 Menit

Arsip Dokumen Hukum




PROSEDUR: PENYIMPANAN DOKUMEN HUKUM

_

Menyimpan setiap dokumen hukum yang telah
dltgtapk.an da".l jl]::lahsaa: cllla.l:m 3 !du;} -k:ltegt:in Alat penunjang pengarsipan, media
:::an a;:;;rniﬁm:n ?ee;: anazrs:i)m ;fnltan Pf;a: penyimpanan, dan dokumen hukum |1 Hari Arsip Dokumen Hukum -
progres penyimpanannya dilaporkan kepada Ketual
Tim Kerja Bidang Hukum dan Tata Laksana

Pelaksana pada Tim Kerja
1 [Bidang Hukum dan Tata

Laksana yang diarsipkan

Memastikan setiap dokumen hukum yang telah
ditetapkan dan dilegalisasi telah disimpan dalam 2
(dua) kategori arsip yaitu arsip dokumen asli dan|Arsip Dokumen Hukum 10 Menit Arsip Dokumen Hukum -
arsip digital pada media penyimpanan sesuai arahan
pimpinan

2 Ketua Tim Kerja Bidang
Hukum dan Tata Laksana




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS

004/UN50/POS/F.5/2025

TANGGAL PEMBUATAN

3 November 2025

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

3 November 2025

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

-l

. Prof. Dr! “M.Si
’/ NIP. 198104102012121001 k

PENYAJIAN DOKUMEN HUKUM PADA WEBSITE JDIH UBB

NAMA POS

PENYAJIAN DOKUMEN HUKUM PADA
WEBSITE JDIH UBB

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

7

KETERKAITAN :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029
Nomor 692);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
60);

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

PERINGATAN :

1 Meja/ Kursi;

2 Printer,

3 Komputer/Laptop;
4 ATK;

5 Stempel

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




FPENYAJIAN DOKUMEN HUKUM PADA WEBSITE JDIH UEB

uum(lu.-p-.hB
i .‘lhh :mdll i"l_ i ‘ , Diraft Surat Dines 20 Menit Ciraft Surat Thnas
{ yang £ I gal

pada Website JDIH UBE dan menyampaikan

kepada Kepala Bagian Umum BPEKU untule
nni dan el T

Mengecek dan memparaf surat kepala . 3 x .

| kepada Kepala UPA TIK perihal pesmohonan 1 Draft Surat Dinas 15 Menit | Draft Surat Dinas

2 W'llhi"' FY y-q\ellh“‘ ok _I

dan dilegalinani pads Webmte JDIH UBB dan
|- —rn tkan kevada Kepala BEKKU

My datangai surat ' publikas: ) . ) .
dokumen hukum yang telah ditetapkan dan J ' Siirat Dinas 10 Menit Surat Dinas

3 |dilegalinasi pada Website JDIH UBB kepada ]_

Kepaln UPA TIK dan meminta sekretaris BPKKU
untuk menginmkan surat melalu aplikas: SINDE

Mengirimbkan surat kepala BPKKU kepada Kepala Surat Dinas 5 Menit Surat Dinas =
4 |UPATIK perihal permohonan publikas: dokumen I

huleum yang telah ditetapkon dan dilegalisns:
pada Website JDIH UBB melalui aplikasi SINDE

Menerima aurat 5 i publikasi dolk; . 11
hukum yang telah ditetapkan dan dilegalisas: Siivat Ditise 15 Memit  |Surat Dinas dan Lembar Dispoais
3 |pada Website JDIH UBB dan mendisposisikan
kepada Tim Kena pads UPA TIK untuk STE _—
| fmemoublikan dokumen hul ! A
PR Lo Surat Dinas, Lembar Dinposiai, 2 Dokumen Hukusn terpublikesi
Mempublikenika dok yang telah —-C) aus e, 15 Menit
6 |ditetapkan dan dilegal pada Website JDIH
uBR Ferangkat Kom




PROSEDUR:

Ketua Tim Kerja Bidang
Hukum dan Tata Laksana

Menyiapkan surat kepala BPKKU kepada Kepala
UPA TIK perihal permohonan publikasi dokumen
hukum yang telah ditetapkan dan dilegalisasi pada :

Website JDIH UBB dan menyampatkan kepadal " o0 curatDines
Kepala Bagian Umum BPKKU untuk dilakukan

PENYAJIAN DOKUMEN HUKUM PADA WEBSITE JDIH UBB

20 Menit

Draft Surat Dinas

verifikasi dan paraf

Kepala Umum

BPKKU

Bagian

Mengecek dan memparaf surat kepala BPKKU
kepada Kepala UPA TIK perihal permohonan
publikasi dokumen hukum yang telah ditetapkan
dan dilegalisasi pada Website JDIH UBB dan
menyvampaikan kepada Kepala BPKKU

Draft Surat Dinas

15 Menit

Draft Surat Dinas

Kepala BPKKU

Menandatangai  surat  permohonan  publikasi
dokumen hukum yang telah ditetapkan dan
dilegalisasi pada Website JDIH UBB kepada Kepala
UPA TIK dan meminta sekretaris BPKKU untuk
mengirimkan surat melalui aplikasi SINDE

Surat Dinas

10 Menit

Surat Dinas

sekretaris BPKKU

Mengirimkan surat kepala BPKKU kepada Kepala
UPA TIK perihal permohonan publikasi dokumen
hukum yang telah ditetapkan dan dilegalisasi pada
Website JDIH UBB melalui aplikasi SINDE

Surat Dinas

5 Menit

Surat Dinas

Kepala UPA TIK

Menerima surat permohonan publikasi dokumen
hukum yang telah ditetapkan dan dilegalisasi pada
Website JDIH UBB dan mendisposisikan kepada Tim
Kerja pada UPA TIK untuk mempublikasi dokumen
hukum tersebut

Surat Dinas

15 Menit

Surat Dinas dan Lembar
Disposisi

Tim Kerja pada UPA TIK

Mempublikasikan dokumen hukum yang telah
ditetapkan dan dilegalisasi pada Website JDIH UBB

Surat Dinas, Lembar Disposisi, dan
Perangkat Komputer

15 Menit

Dokumen Hukum terpublikasi




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

} NOMOR POS 005/UNS0/POS/F.5/2025
TANGGAL PEMBUATAN 3 November 2025
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 3 November 2025
aanct” DISAHKAN OLEH W&ktor Universitas Bangka Belitung,
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG =

Prof. Dr, im, M.Si
NIP. 198104102012121001 “

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

T
PEMELIHARAAN, PEMBARUAN,
PEMELIHARAAN, PEMBARUAN, PENGEMBANGAN KOLEKSI DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM PADA NAMA POS PENGEMBANGAN KOLEKSI DOKUMEN DAN
WEBSITE JDIH INFORMASI HUKUM PADA WEBSITE JDIH

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846},
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
3 Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2012 Nomor 82);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
5 Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029
Nomor 692);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
7 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

1 Memahami Tata Naskah Dinas;
2 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien

3 Memiliki keterampilan pengelolaan website yang baik;

O

60);
PERALATAN/PERLENGHKAPAN :

KETERKAITAN :

1 Meja/ Kursi; 5 Alat-alat Penunjang.
2 Printer;
3 Komputer/Laptop;
4 ATK;

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PEMELIHARAAN, PEMBARUAN, PENGEMBANGAN KOLEKSI DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM PADA WEBSITE JDIH

" [Menyiapkan undangan tentang rapat cvaluasi| o
1 untuk Pemeliharaan, pembaruan, Pengembangan ( )

hukum pada Website JDIH sesuni dengan hasil

Surat Dinas undangan rapat I
2 20 Menit Surat Dinas undangan rapat evaluasi|-
koleksi dokumen dan informasi hukum pada evaluasi T
Website JDIH
Melakukan mapat evaluasi untuk Menyusun agenda ) P )
2 teknis Pemeliharaan, pembaruan, Pengembangan Sarana prasarana pelaksanaan 180 Menit Nott'lknm Rapat encana Tindak |
koleksi dokumen dan informasi hukum pada rapat dan bahan mpat Lanjut
Website JDIH
Meclakukan Pemeliharaan, pembaruan,
3 Pengembangan koleksi dokumen dan informasi Notulensi Rapat dan Rencana 3 Hari Prg;ea Pengembangan Sistem JDIH
Tindak Lanjut u

| |rapat evaluasi Tim Pengelola JOIH UBB




PROSEDUR:

Ketua Tim Kerja Bidang
Hukum dan Tata Laksana

PEMELIHARAAN, PEMBARUAN, PENGEMBANGAN KOLEKSI DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM PADA WEBSITE JDIH

Menyiapkan surat undangan tentang rapat evaluasi
untuk Pemeliharaan, pembaruan, Pengembangan
koleksi dokumen dan informasi hukum pada Wehsite
JDIH

Surat Dinas undangan rapat evaluasi

20 Menit

Surat Dinas undangan rapat
evaluasi

2 |Tim Pengelola JDIH UBB

Melakukan rapat evaluasi untuk Menyusun agenda
teknis Pemeliharaan, pembaruan, Pengembangan
koleksi dokumen dan informasi hukum pada Website
JDIH

Sarana prasarana pelaksanaan rapat

dan bahan rapat

180 Menit

Notulensi Rapat dan Rencana
Tindak Lanjut

3 [Tim Kerja pada UPA TIK

Melakukan Pemeliharaan, pembaruan,
Pengembangan koleksi dokumen dan informasi
hukum pada Website JDIH sesuai dengan hasil rapat
evaluasi Tim Pengelola JDIH UBB

Notulensi Rapat dan Rencana Tindak
Lanjut

3 Hani

Proses Pengembangan Sistem
JDIH UBB




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS

006/ UN50/POS/F.5/2025

TANGGAL PEMBUATAN

3 November 2025

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

3 November 2025

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

DISAHKAN OLEH

W Rektor Universitas Bangka Belitung,

% Prof. Dr.\[ M.Si
" NIP. 198104102012121001

PENGELOLAAN DAN PUBLIKASI PADA MEDIA SOSIAL JDIH UBB

NAMA POS

PENGELOLAAN DAN PUBLIKASI PADA MEDIA

SOSIAL JDIH UBB

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029
Nomor 692);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
60);

sosial

Memiliki keterampilan mendesain dan mengelola informasi pada media

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1 Meja/ Kursi;
2 Printer;
3 Komputer/Laptop.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PENGELOLAAN DAN PUBLIKASI PADA MEDIA SOSIAL JDIH UBB

BEE R = [ = T v'E 7 = neat e ||

Menyiapkan materi publikasi informasi Hukum
untuk media sosial JDIH UBB dan Menyampaikan Materi publikasi informasi 5 sz ;
Ji likasi informas: Hukum |-
! | kepada Tim Pengelola JDIH UBB Bidang Pengelola ( ) Hulum 2am Minael putiiionst s
Komunikasi dan Media
Materi publikasi informasi
2 Mendesain tampilan informasi hukum dan Hukum, Konten visual o Jaii Informasi Hukum terpublikasi pada |
mempublikasikan pada media sosial JDIH UBB infromasi hukum dan media Media Sosial JDIH UBB
sosial JDIH UBB




PROSEDUR: PENGELOLAAN DAN PUBLIKASI PADA MEDIA SOSIAL JDIH UBB

Menyiapkan materi publikasi informasi Hulum
Tim Kerja Bidang Hukum|untuk media sosial JDIH UBB dan Menyampaikan

Materi publikasi informasi

mempublikasikan pada media sosial JDIH UBB

Komunikasi dan Media

media sosial JDIH UBB

1 . ——_— .
dan Tata Laksana kepada Tim Pengelola JDIH UBB Bidang Pengelola| =" Publikasi informasi Hukum 2 Jam Hukum
Komunikasi dan Media
Tim Pengelola JDIH UBB p ; ; ; Materi publikasi informasi Hukum . ——
. ; ; ’ Inf Hukum t blik
2 |Bidang Pengelola Mendesain tampilan informasi hukum dan Konten visual infromasi hukum dan |2 Jam ormasi Fukum terpudbi cast

pada Media Sosial JDIH UBB




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

| NOMOR POS 007 /JUNS0/POS/F.5/2025
TANGGAL PEMBUATAN 3 November 2025
£ TANGGAL REVISI
i} TANGGAL EFEKTIF 3 November 2025
95 ganot™ ISAHKAN OLEH ektor Universitas Bangka Belitung,
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

X Prof. Dr. Tbrahim, M.Si
TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA ‘r *NIP. 1931041020121210014#

PELAPORAN PENGELOLAAN JDIH UBB

PELAPORAN PENGELOLAAN JDIH UBB NAMA POS

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik M e Iaseran dsaiuas dengan betsnisnnelalii
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 2 T AIpYaRe g ren e
Indonesia Nomor 4846); Wabale-o-eperting

3 Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3
5336);

4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan 5 - - : :
Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2012 Nomor 82); % Masmpw beckoordid dengnn pibal laioesvure ikl den efisien;

5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029
Nomor 692);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia

7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik;

60);
PERALATAN /PERLENGKAPAN :

KETERKAITAN :

1 Meja/ Kursi; 5 Alat Penunjang lainnya.
2 Printer;
3 Komputer/Laptop;
4 ATK,

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




fe
undangan tentang penyiapan

Menyiapkan surat

JDIH UBB pada website e-reporting JDIH yang
dikelola Kementerian yang menangani urusan
Hukum

Rapat

i (871 t

1 laporan pengelolaan JDIH UBB pada website o Surat Dinas undangan rapat 20 Menit Su:u inas undr;,usan rapa

reporting JDIH yang dikelola Kementerian yang penyiapan laporan penyiapan lapo

menangani urusan Hukum

Melakukan rapat penyiapan laporan pengelolaan . 5 ——
2 JDIH UBB pada website e-reporting JDIH yang Sarana prasarana pei.!:kﬂnn!mn P ml Rapat dan Rencana .

dikelola Kementerian VANR MENANGANi urusan rapat dan bahan rapa

Hukum

Mengisi dan mengunggah laporan pengelolaan Data dukung laporan scsuai

Rencana Tindak Lanjut hasil |2 Han Laporan Tersubmil




PROSEDUR: PELAPORAN PENGELOLAAN JDIH UBB

Menyiapkan  surat undangan  tentang

1 g‘:;f;lm I;:ria Bli?tg penyiapan laporan pengelolaan JDIH UBB Suraf Dinas undangan rapat 20 Menit SuraF Dinas undangan rapat |
N pada website e-reporting JDIH yang dikelola|penyiapan laporan penyiapan laporan
Kementerian yang menangani urusan Hukum
Melakukan  rapat penyiapan  laporan
o Tim  Pengelola JDIH|pengelolaan JDIH UBB pada website e-|Sarana prasarana pelaksanaan Tk Notulensi Rapat dan
UBB reporting JDIH yang dikelola Kementerian|rapat dan bahan rapat Rencana Tindak Lanjut

yang menangani urusan Hukum

Tim Kerja Bidang Mengx;.-‘. 11 d?IIE)IH 1{::)1;1113311 nggah bﬁlt):m: Data dukung laporan sesuai
3 |Hukum dan Tata|P¢8¢0@a0 . PAOA_WE . _|Rencana Tindak Lanjut hasil 2 Hari Laporan Tersubmit -
e —— reporting JDIH yang dikelola Kementerian Rapat

yang menangani urusan Hukum




Lampiran XI

Nomor

Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Perubahan Kedua Atas
Keputusan Rektor Nomor
4.8/UNS0/OT/III/2024 Tentang
Prosedur Operasional Standar
(POS) pada Biro Perencaaan,
Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum  Universitas  Bangka
Belitung

13.23/UN50/0T/IV/2026

DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG BARANG MILIK NEGARA

PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

ool e Ul U8 =

POS Pemusnahan BMN

POS Pendistribusian Aset Tetap Hasil Pengadaan

POS Pencatatan Penerimaan Barang

POS Pencatatan Pengeluaran Barang Persediaan

POS Perpindahan/Mutasi BMN antar Ruangan/Gedung

POS Sewa Aset Bangunan dan Tanah UBB

POS Kegiatan Dan Pencatatan Stock Opname Barang Persediaan
POS Usulan Pengadaan Kebutuhan dari Unit Kerja

POS Usulan Penghapusan Aset Tetap

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 23 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

&M@—

IBRAHIM

NIP 198104102012121001




Lampiran XII : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Perubahan Kedua Atas
Keputusan Rektor Nomor
4.8/UNS0/OT/IlI/2024 Tentang
Prosedur Operasional Standar
(POS) pada Biro Perencaaan,
Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum Universitas Bangka
Belitung

Nomor : 13.23/UN50/0T/IV/2026

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG BARANG MILIK NEGARA
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 001/UN50/POS /F.6/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHEAN OLEH REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Prof. Dr. Ibrahim; ., M.Si

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA NIP. 198104102012121001
PEMUSNAHAN BMN NAMA POS PEMUSNAHAN BMN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

Indonesia Nomor 4301);
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran

2 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
4 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
5 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun

€ 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;
KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :
1 Stempel, 5 ATK.
2 Meja/ Kursi;
3 Printer;
4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




Melakukan inventarisasi terkait BMN yang akan

Mengarsipkan Berita Acara Permusnahan BMN

Pemusnahan BMN

1 d ! dan paikan ke Kepal Daftar Aset Rusak Berat 7 Hari daftar barang yang akan -
BPKKU ‘dimusnahkan
| Menerima Laporan berita acara terkait barang l
N vang akan di i dan gintrulksil Berita Acara Invetm:lsaald&n daftar {idam L "
untuk buat permoh I han BMN barang vang akan dimusnahkan
ke Sekretaris Jenderal Kemendikbudristel I
Surat Usulan Persetujuan
a Membuat Surat Usulan Pe i P h @[ Berita Acara Invetarisasi dan daftar 1 Jam Pemusnahan BMN dan Menyertakan alasan
BMN ke Sel is Jenderal K dikbudristek barang yang akan dimusnahkan Lampiran Kelengh penghap BMN
Dokumen
Surat Usulan Persetujuan
Memeriksa Surat Usulan Persetujuan Pemusnahan / ) Pemusnahan BMN dan
4 |BMN sebelum ditandatangani oleh Wakil Rektor - 10 Menit .
Lampiran Kelengkapan
Bidang Keuangan dan Umurn Dokumisn
L
Surat Usulan Persetujuan
5 |Menandatangani Surat Usulan Persetujuan I, 10 Menit Pemusnahan BMN dan 2
Pemusnahan BMN Lampiran Kelengkapan
Dokumen
Menerima surat usulan dan melakukan . 4
o Surat Usulan Persetujuan ; 5 | Mempertimbangkan alasan
6 l?efﬁwkk‘n ‘dan penelitian terhadap data bmn dan Pemus BMN i Henil peng dany | pemusnahan
gkapan surat usul | pebian
Apabila petirioh p han disetujui mal
i Surat Persetujuan Pemusnahan
v Sekjen menerbitkan surat persetujuan Hasil kan d. elitian B -
; I dan Apabila tidak disetujui Sekjen asil pengece an pen By
memberitahukan beserta alasan tidak disetujui
Menerima Surat wjm Persetujuan Surat P i P h Surat Persetujuan Pemusnahan
8 |P han dan mendisposisikan kepada Kepala BMN . ; BMN -
BPKKU
Menerima Disposisi dari Wakil Rektor Bidang l
9 Keuangan dan Umum dan memerintahkan Tim Surat Persetujuan Pemusnahan e Surat Py 1l B h .
kerja BMN melakukan pemusnahan BMN sesuai BMN BMN
dengan surat p tuj ¥ han BMN T
| Permusnahan BMN dapat
dilakukan dengan cara
Melnkukan P 1 BMN dan Membuat Surat Persetujuan Pemusnahan 1.Dibakar, 2,Dihancurkan,
10 | Berita Acara Pemusnahan BMN BMN e Derita fcern PenAnalaa BN |y Ditimbun; Q,dltenggehlajziknn.
| 5. Dirobohkan, 6.Cara lain sesuai |
ketentuan
Arsip Surat Persetujuan
11 Berita Acara Pemusnahan BMN 5 Menit Pemusnahan BMN dan BA -




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 002/ UN50/ POS/ F.6/2024
TANGGAL PEMBUATAN _ |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si
NIP. 198104102012121001

PENDISTRIBUSIAN ASET TETAP HASIL PENGADAAN NAMA POS

PENDISTRIBUSIAN ASET TETAP HASIL
PENGADAAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

6

KETERKAITAN :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751});

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun
2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Stempel;

2 Meja/ Kursi;

3 Printer;

4 Komputer/Laptop;

5 ATK.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




ASET TETAP HASIL PENGADAAN

Menginstruksikan Tim Kerja BMN untuk

1 |mempersiapkan Label Barang Milik Negara hasil dari ) o Menit ) i
Pengadaan
i
2 |Menyiapkan Data BMN yang akan di buatkan label nya Data BMN 4 Jam Data BMN =
i
Mengumpulkan Barang vang akan di Distribusikan . =
3 |berdasarkan Klasifikasi Jenis dan Peruntukkannya i 29 Menit Catatan
agar dapat lebih Efisien dalam Penempelan Label [
|
4 |Penempelan label BMN di Lakukan Label 15 Menit Catatan =
1
!
5 Membuat Berita Acara BMN Untuk Pimpinan unit kerja Draft BAST 15 Menit 2 RANGKAP BAST
Sesuai Barang yang akan di Distribusikan
)
6 Melaporkan BAST tersebut ke Kepala BPKKU untuk BAST 10 Menit BAST
diketahui dan di tandatangani sebelum penyerahan.
]
7 Melakukan Koreksi terhadap isi BAST, Jika ada koreksi BAST 10 Menit BAST 9
di kembalikan ke tim kerja BMN untuk di perbaiki,
1
8 Mendistribusikan BMN yang Sudah di label ke unit BMN yang sudah di Label 1 Jam BMN Terdistribusikan -
kerja
Menerima Barang beserta Surat BAST untuk di tanda Jika pimpinan unit kerja tidak
tangani Pimpinan unit Kerja dan di tanda tangani oleh 30 Mesit BAST ada, maka bisa di wakilkan
9 |penerima Barang, kemudian 1 rangkap BAST tersebut barang beserta BAST 1 ataf it leega tarkebu
di arsipkan Unit Kerja dan 1 rangkap dikembalikan ke
unit kerja BMN,
1
10 Menerima kembali BAST dari unit kerja untuk BAST 10 Menit BAST =
dilaporkan Ke kepala BPKKU
11 |Mengarsipkan Surat BAST di Tim kerja BMN BAST 10Meake Hewip ]




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
NOMOR POS 003/ UN50/ POS / F.6/ 2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA NIP. 198104102012121001
PENCATATAN PENERIMAAN BARANG NAMA POS PENCATATAN PENERIMAAN BARANG
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
= , : , — .
e e NV TR AT —————

Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
2 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
4 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
5 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun

6 s
2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :
1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi; 6 Jaringan Internet
3 Printer;
4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PENCATATAN PENERIMAAN BARANG

Menyerahkan barang secara fisik dan dokumen

berupa Faktur Barang hasil Pengadaan Barang )
1 |Habis Pakai yang berisi Nama Barang, Kuantitas, Faktur Barang, SP2D 3 jam - g

dan Jumlah Harga Barangnya, beserta dokumen
SP2D ke Tim Kerja BMN.

Menerima barang dan dokumen yang diserahkan
oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

Tim Kerja BMN memeriksa apakah sesuai
spesifikasi barang antara dokumen dan fisik

4 |barang, apabila tidak sesuai maka dikembalikan / _ 3 jam - =

ke pihak Tim Pengadaan, tetapi apabila sudah
sesuai maka barang dan dokumen tersebut
diserahkan ke petugas Gudang

[a] ,
4 Petugas Gudang menerima barang dan dokumen b g & Dokumen 3; ~ 3
dari Tim Kerja BMN d
Petugas Gudang yang sekaligus sebagai operator Aolikasi Persedi Data _ )
5 |aplikasi Persediaan mencatat barang masuk bzrupa dol en ! 5 jam ADK Persediaan =
tersebut sesuai dengan fisik dan dokumennya. C :




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA

NOMOR POS 004/UN50/POS /F.6/ 2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024
TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si
NIP. 198104102012121001

PENCATATAN PENGELUARAN BARANG PERSEDIAAN

NAMA POS

PENCATATAN PENGELUARAN BARANG
PERSEDIAAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun
2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;

1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1 Stempel,

2 Meja/ Kursi;

3 Printer;

4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN :

5 ATK.
6 Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PENCATATAN PENGELUARAN BARANG PERSEDIAAN

Pihak pimpinan unit kerja/UPA, Mengirim Surat
Pengajuan permintaan barang habis pakai, yang
ditujukan ke Wakil Rektor Bidang keuangan dan
Umum,kemudian Disposisikan ke Kepala BPKKU,

Surat Pengajuan permintaan
barang habis pakai

15 Menit

Kepala BPKKU Memerintahkan Tim kerja BMN
Untuk langsung dilaksanakan.

10 Menit

Tim kerja BMN menerima Surat Pengajuan
permintaan barang habis pakai dari pimpinan unit
kerja/UPA vg di ketahui dan di teruskan dari
Kepala BPKKU

15 Menit

Tim kerja BMN memeriksa untuk menyaring
permintaan baik item dan jumlahnya sesuai stok
yang tersedia di gudang habis pakai/ATK. Apabila
permintaan barang tersebut tidak Sesuai, maka
Surat Pengajuan permintaan barang habis pakai
dikembalikan untuk direvisi,Sesuai Stok Barang
Yang Tersedia di Gudang Stok Persediaan.

N

30 Menit

Jika Surat Pengajuan dari Unit Kerja tidak
dikembalikan, maka Surat Pengajuan permintaan
barang tersebut diteruskan ke pihak petugas
Gudang /Operator Bahan Persediaan BMN

15 Menit

Petugas Gudang menyiapkan barang-barang
permintaan sesuai isi Surat Pengajuan permintaan
barang yang sudah di tandatangani oleh Pimpinan
Unit Kerja dan sudah di ketahui oleh kepala BPKKU

45 Menit

Petugas Gudang/Operator Persedian BMN Mencatat
data barang-barang, membuat BAST bahan
Persediaan, Setelah itu Langsung didistribusikan,
dan di aplikasi persediaan pada transaksi habis
pakai, dan mendistribusikan barang-barang
tersebut ke pihak Unit Kerja yang telah Mengirim
Surat permintaan barang tersebut.

Aplikasi Persediaan, Surat
Pengajuan Bahan habis Pakai.

1 Jam

ADK Persediaan




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS

005/ UN50/POS /F.6/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Prof. Dr. Ibrahim, D
NIP. 198104102012121001

PERPINDAHAN /MUTASI BMN ANTAR RUANGAN/GEDUNG NAMA POS

PERPINDAHAN /MUTASI BMN ANTAR
RUANGAN /GEDUNG

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
2 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
4 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
5 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751});

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun

6
2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;

1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1 Stempel;

2 Meja/ Kursj;

3 Printer;

4 Komputer/Laptop;

5 ATK.

[PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PERPINDAHAN /MUTASI BMN ANTAR RUANGAN /GEDUNG

Menerima surat permohonan perpindahan Aset
Tetap dari satu ruangan ke ruangan lain, dari
suatu Fakultas/ Prodi/Unit Kerja/UPT dan
mendisposisikan ke Tim Kerja BMN

Surat permohonan perpindahan Aset
Tetap

10 Menit

Melakukan pengecakan terhadap aset yang akan
dipindahkan dan koordinasi dengan Kepala BPKKU
apakah disetujui atau tidak

Menjawab surat permohonan tersebut bahwa
permohonannya ditolak

Sural permohonan perpindahan Aset
Tetap

10 Menit

Surat balasan

Menginstruksikan Tim Kerja BMN untuk
menyaksikan perpindahan BMN tersebut dan
mencatat perubahan identitas kode ruangan pada
BMN tersebut

Surat permohonan perpindahan Aset
Tetap

1 Jam

Catatan perpindahan BMN

Menyaksikan perpindahan BMN dan membuat
Berita Acara perihal perpindahan BMN tersebut

Kamera, draf Berita Acara

2 Jam

Dokumentasi, Berita Acara

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh pihak yg
menyerahkan dan pihak yg menerima BMN

Berita Acara Serah Terima BMN

30 Menit

Tim Kerja BMN merubah data DBR atas
perpindahan BMN tersebut dan mencetak ulang
DBR yang sudah diubah

Berita Acara Serah Terima BMN

10 Menit

Form DBR




Form DBR tersebut ditandatangani oleh pihak yg

8 Form DBR 10 Menit  |Form DBR
terkait perpindahan BMN
|
1
9 Form DBR dibuatkan salinannya, dan ditempel di Form DBR 10 Menit -
masing-masing ruangan
10 Salinan BA discrahkan ke masing-masing unit vg Salinan Berita Acara Serah Terima BMN |10 Menit :allnanBMN
terlibat perpindahan BMN
11 |Mengarsipkan salinan BA -"' ' Salinan Berita Acara Serah Terima BMN |5 Menit Arsip




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA

NOMOR POS

006/UN50/ POS/ F.6/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Prof. Dr. Ib A
NIP. 198104102012121001

SEWA ASET BANGUNAN DAN TANAH UBB

NAMA POS

SEWA ASET BANGUNAN DAN TANAH UBB

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
1 Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelavanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038},

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 tentang
4 Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
5 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2023
Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;

1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Komputer/Laptop
2 Printer;

3 Meja/ Kursi;

4 Stempel;

S ATK.
6 Pedoman sewa aset barang milik negara
7 Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




SEWA BANGUNAN DAN TANAH UBB

Mengajukan Permohonan Sewa Aset berupa
bangunan dan tanah UBB kepada Wakil Rektor
Bidang Umum dan Keuangan selaku Kuasa
Pengguna Barang

1 Hari

Surat Permohonan

SEWa

Mendisposisikan surat ke Kepala Biro,
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum untuk dilakukan pengecekan apakah aset
yang akan disewa itu lersedia

1 Jam

Menerima dan meneliti surat permohonan sewa
berserta dokumen pendukung dari calon penvewa

6 Jam

Membahas permohonan sewa dari calon penyewa
dan hal-hal lain yang terkait, termasuk jangka
waktu sewa, nilai sewa dan peninjauan ke
lapangan.

Surat Pengajuan,
Dokumen sewa

1 Hari

Surat Pengajuan,
Dokumnen sewa

Jika disetujui dapat
langsung menyiapkan
dokumen sewa dan
memberitahukan ke
calon penyewa untuk
dapat dilanjutkan ke
tahap berikutnya, jika
tidak disetujui
menyiapkan surat
pemberitahuan ke calon
penyewa disertal alasan

Membuat Surat Permohonan Penilaian BMN
Berupa Tanah dan fatau Bangunan ke KPNKL

Surat Usulan Penilaian,
Surat Permohonan sewa
dan Dokumen Pendukung
lainnya.

6 Jam

Dokumen Pendukung
lainnya Berupa
Sertifikat PSF, Foto
BMN,Kondisi BMN.

Melakukan Pengecekan terhadap surat
permohonan Penilaian Aset dan melakukan
Peninjauan Lokasi yang akan di sewakan

Surat Usulan Penilaian
dan Dokumen Pendukung
lainnya.

KPKNL Menerbitkan Surat Hasil Penilaian Aset
BMN

Tidak di Setujui

Surat Perjanjian Sewa

Surat Permohonan
sewa

Menginformasikan kepada pihak calon penyewa
terkait Hasil Penilaian aset yang akan di sewakan

Surat Perjanjian Sewa

1 Hari

Melakukan Penandatanganan Perjanjian Sewa
Antara Pihak UBB/Wakil Rektor 11 Bidang
Keuangan dan Umum dengan Calon Penyewa

gl

Dokumen sewa

1Jam




10

SEWA ASET BANGUNAN DAN TANAH UBB

Menyampaikan Satu rangkap Perjanjian Sewa
yang telah ditandatangani kedua belah pihak
kepada Penyewa serta menyerahkan kunci asset
yang disewa

I'-‘

Surat Perjanjian Sewa

Surat Pengajuan,
Dokumen sewa

Membayar sewa ke Kas Negara melalui bank yang

11 [ditunjuk sesuai jangka waktu yang telah Bukti Bayar 6 Jam -
disepakati
Menerima Bukti bayar dan mengkonfirmasi N Uang sewa harus
12 [pembayaran sewa kepada Wakil Rektor Bid Umum ﬁfé?kgﬁm‘: oo L - dibayar sekaligus, tidak
dan Keuangan diwakili oleh Team kerja BMN = bertahap/dicicil
Surat Perjanjian Sewa,
13 |Mengarsipkan Dokumen/Kontrak sewa yang l ' Bukti bayar,Surat T idai Arsip dokumen
Pengajuan, dan Dokumen sewa

sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak

sewa




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

| NOMOR POS 007 /UN50/POS /F.6/2024
e it TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024
SE IS TANGGAL REVISI
Bk TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

i
N

% ganot”
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA

DISAHKAN OLEH REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Prof. Dr. Ibrahim, S:F{l., M.Si
NIP. 198104102012121001

KEGIATAN DAN PENCATATAN STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN

KEGIATAN DAN PENCATATAN STOCK

JEANA PO OPNAME BARANG PERSEDIAAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
2 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
4 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
S 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun

1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

9 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;
KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :
1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi; 6 Jaringan Internet;
3 Printer;
4 Komputer/Laptop;
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




KEGIATAN DAN PENCATATAN STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN

Tim Kerja BMN menginstruksikan Kepada petugas
1 gudang/Operator barang persediaan untuk menyiapkan Data Barang Persediaan 15 Menit o
dokumen data barang habis pakai yang akan di stock
opname

..

Petugas gudang barang persediaan menyiapkan formulir
daftar barang yang akan di stock opname

- 1 Jam Formulir SO

Melakukan pencatatan jumlah setiap barang persediaan 5 Jam Catatan
secara fisik

e

Memasukkan hasil pencatatan fisik stock opname barang-
4 |barang tersebut ke dalam aplikasi Persediaan pada 3
transaksi Stock Opname

5 Jam ADK

Memeriksa hasil pencatatan fisik stock opname dari
5 |aplikasi Persediaan, apabila ada yang kelimi maka Catatan SO 1 Jam
dilakukan revisi pencatatan transaksi stock opname-nya

Cetak laporan hasil stock opname dan diserahkan ke Tim 3 15 Menit Lap. Hasil SO
Kerja BMN untuk diperiksa

memeriksa laporan stock opname, apabila ada yang harus TIDAK )
7 |diperbaiki maka dikembalikan berkas laporan ke petugas - 15 Menit *
gudang

Berkas laporan stock opname oleh Tim kerja BMN 1 L . i
8 |diserahkan ke Kepala BPKKU, untuk diperiksa dan - 5 Menit Lap. Hasil SO
ditandatangi selaku penanggung jawab UAKPB

L

Kepala BPKKU memeriksa berkas laporan, apabila ada
vang keliru maka berkas dikembalikan ke Tim Kerja BMN

= 15 Menit Lap. Hasil SO

v

Kepala BPKKU menandatangani berkas laporan dan
menyerahkannya kembali ke Tim kerja BMN untuk . 5 Menit Lap. Hasil SO
diarsipkan oleh Operator persediaan/Petugas Gudang
Barang Persediaan.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 008/UN50/POS/F.6/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024
PEASEROREE REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
T K NEGARA Ero .
IM KERJA BIDANG BARANG MILI NIP. 198104102012121001
USULAN PENGADAAN KEBUTUHAN DARI
USULAN PENGADAAN KEBUTUHAN DARI UNIT KERJA NAMA POS
UNIT KERJA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
2 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
4 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
5 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun

6 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;
KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :
1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi;
3 Printer;
4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




USULAN PENGADAAN KEBUTUHAN DARI UNIT KERJA

™ . e T

Surat Pengajuan, Daftar

(Barang Aset tetap / Barang Persediaan)

Sesuai Klasifikasi

Menerima Daftar Pengajuan Kebutuhan dari i =
unit Kerja Folotint Barang 10 Menit Daftar Kebutuhan Barang
Memerintahkan Tim Kerja BMN untuk
memilah Antara Barang Habis Pakai dan Surat Pengajuan, Daftar .
* 0 aftar Kebutuhan Baran, -
Barang Aset tetap Serta Mensortir Barang yang Kebutuhan Barang 10 Meat Dx Kebg &
tidak Efisien
g'foc;gklasmkas:kan Masing -Masing B g ke
ngan Barang Habis Pakai (Belanja Barang = 44J Daftar Kebutuhan Barang |
"52"), dan Barang Aset Tetap (Belanja Modal Defter Kebutulian Barang, [4:Jam Per kategori
"53").
) Tidak
Daftar Kebutuhan Barang
Mencatat usulan Barang Aset tetap il i 1 Jam Per kategori
Mencatat Usulan Barang habis Pakai / Barang i 1 {5t Daftar Kebutuhan Barang |
Persedian ] Per kategori
: 5 R Daftar Kebutuhan Barang
ygmmﬁg-mg yang tidak Efisien — = 1 Jam yang sudah di Sortir dan di |-
yang Urgen Klafikasikan
3 7 & " Daftar Kebutuhan Barang
Menerima Hasil Klasifikasi Jenis Barang dan s ; 7 : s
: g ; Catatan Sortir barang 5 Menit yang sudah di Sortir dan di |-
Barang yang Efisien dari Tim Kerja BMN. Klafikasikan
Menerima Daftar Barang Usulan Pengadaan | 5 Menit Daftar Kebutuhan Barang |




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 009/ UN50/POS/F.6/ 2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHEAN OLEH REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA

USULAN PENGHAPUSAN ASET TETAP NAMA POS USULAN PENGHAPUSAN ASET TETAP
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
2 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
4 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
5 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun

6 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;
KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :
1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi;
3 Printer;
4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




Ketua Tim Kerja yang selanjutnya sebagai ketua

apabila tidak disetujui Sielqen memberitahu
beserta alasan tidak disetujui,

pelak kegiatan menyusun Rencana kegiatan 1 Jam -
kegi. Ponghag BMN.
|
Mendata secara tertulis dan dokumen foto
khusus BMN yang rusak berat serta Data hasil pengecekan dan 1
mengumpulkan barang rusak berat tersebut dokumentasi BMN yang rusak |5 hari BAST mint‘:emt il Bl
serta dibuatkan BAST hasil pengecekan barang berat ynag "
rusak berat.
Data barang-barang vang rusak berat tersebut .
disampaikan ke petugas BMN untuk dirubah Duatasl Daisee - o | sam  |PAST dan Dokumentasi BMN
catatan kondisi BMN nya di aplikasi SAKTI- fart L2 vang rusak berat.
BMN
Daftar BMN rusak berat beserta hasil penilaian
untuk hnm limit nﬂmjual BMN
didok k:'_’,“fk = % Dikti = Data hasil pengecekan dan Draf Surat Usulan
(jika nilai perolehan dibawah 100 jm.n] | zm"“"t nentsst BMN yangrisake | (1 Jem mﬂ‘;‘:‘“"ﬁ"m
dan/atau ke KPKNL Pangkalpinang (jika nilai R apan S
pemlaehan diatas 100 juta dan berikut dokumen|
lainnya yang ruyaratkan)
Mi k valid atau tidal data dari BMN Draf Surat Usulan Draf Surat Usulan
yangnunkb«atd.nndnkummmdnri Penghag . kelengkag 1 .Jam Penghapusan, dan
Operator BMN untuk diparaf, |lampiran kelengkapan lampiran
Mengecek valid atau tidaknya data dari BMN /\ Draf Surat Usulan Draf Surat Usulan
yang rusak berat dan dokumentasi dari Penghap . dan kelengkap 1 Jam Penghapusan, dan
Operator BMN untuk diparaf, \\/ lampiran | kelengkapan lampiran
Menerima surat permol h Draf Surat Usulan
beserta data BMN yang rusak dan dokumentast Penghapusan, dan kelengkapan |1 Jam ::n";n‘l’:u“"“""““’”m FAaly
dari Operator BMN untuk di tandatangani lampiran ghapan 4
Matissina surat iisulan dan malakb
pengasmiun dan penehmm terhadap data BMN Surat Usulan Penghapusan, dan 5 hari -
dan d surat lan (jika kelengkapan lampiran
nilai perolehan dibawah 100 juta),
maka sek]en menerbitkan surat pe:raem_]u.nn /
penjualan BMN deng 1ye takan Surat Usulan Penghapusan, dan 5 hari Surat Persetujuan
)’ pelak dan kelengkapan lampiran FPenghapusan




Menerima surat usulan dan melakukan
dan penelitian terhadap data BMN Surat permohonan =
10 dan dokumen kel gkapan surat usulan (jika pengl! diii dil 3 hari -
nilai perolehan diatas 100 juta).
Pgbi,],g, per it gh 1i i
maka KPimL Pangkn.lpmmg mnnrbmmn surat
BMN Surat
11 mnyannkan ketentuan pelaksanaan Bt permoho L SR Surat Persetujuan
dan apabila tidak disetujui penghag dan Panghapusan
KPKNL memberitahu beserta alasan tidak
disetujui, _I
{
Menerima surat persetujuan penghapusan dan . Surat Persetujuan
12 Jisposisikan kepada Kepala BPKKU. Surat Persetujuan Penghapusan |1 Jam Penmpumj
—
Menerima disposisi dari wakil rektor bidang
k gan dan dan intahkan tim Surat Persetujuan
13 kerja BMN untuk menindaklanjuti surat Surat Persetujian Fenghiapusani) Jad F:nr:hapuse:]
Menelaah dan indeklanijuti surat
pm-setu,]unn pﬂrnglmpmn apabllu.
penjualan
mu]mbe-rwral kn KPENL Pan ang dan
1% : o gknlpln g Surat Per i Penghag 1 Jam BA Pemusnahan BMN
pmmahan maka tim kerja BMN
han tersebut dengan
1 orita atara pemusnahan,
| Memt surat permok lelang ke KPKNL Draf
5 ; Per i e surat usulan
1 Panglalpinang, Surat j Penghap 1 Jam germohonan ldang
i Mengecek surat permoh lelang ke KPKNL / Draf surat usulan permohonan : Draf surat usulan
P Lealisl un 1 T lelan, 1 Hari
g \/ g permohonan lelang
7 M ima surat permohonan lelang ke KPKNL I Draf surat usulan permohonan surat usulan permohonan
Pangkalpi untuk di tand, gani '_l llelang 1 Jam Jelang
Menerima surat usulan permohonan lelang dan )
18 |melakukan pengecekan terhadap lampiran surat usulan permohionan lelang|2 Hari surat usulan permohonan
permohonan. lelang
Apn.biln permohonan lelang sudah lengkap dan
sesuai ketentuan maka KPKNL Pangkalpinang 1
19 melaksanakan lelang berkoordinasi dengan tim surat usulan permohonan lelang|2 Hari -
kerjia BMN UBB.




lelang ki dian dikiri

ke Kemendikbudristek

Pelaksanaan Lelang

20| rhith I;jmuh;lamz Keipuidien surat usulan permohonan lelang|2 Hari Risalah lelang
girimkan ke
21 |Panghaipinang kemudian mendisposisd Risalah lelang IJam | Risalah lelang
| Kepala BPKKU.
22 |risalah lelang da:?mtgl&k ey » :"”9 W‘ Lol 1 Jam Risalah lelang
indaklanjuti penghap di aplikasi SAKTI ¥
AP PR T Je0 o e T = 5 Risalah lelang, Penghapusan
ay {MEaIadxIGnfiol peddhinpiista pAtA mpliid aplikasi SAKTI 1.Jam 2 apwﬁmﬂ' v
Mmsusipkanrhala.h lelang dan memb Risalah lel danT i i




Lampiran XIII : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Perubahan Kedua Atas
Keputusan Rektor Nomor
4.8/UNS0/OT/I11/2024 Tentang
Prosedur Operasional Standar
(POS) pada Biro Perencaaan,
Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum Universitas Bangka
Belitung

Nomor : 13.23/UN50/0T/IV/2026

DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BAGIAN UMUM

PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

@S9 e

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

POS Administrasi Surat Masuk

POS Administrasi Surat Keluar

POS Peminjaman Kendaraan Dinas/Operasional
POS Peminjaman Ruang Rapat

POS Pengarsipan Dokumen

POS Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 23 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001




Lampiran XIV : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Perubahan Kedua Atas
Keputusan Rektor Nomor
4.8/UNS50/0OT/IlI/2024 Tentang
Prosedur Operasional Standar
(POS) pada Biro Perencaaan,
Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum  Universitas  Bangka
Belitung

Nomor : 13.23/UN50/0T/IV/2026

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BAGIAN UMUM
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

BAGIAN UMUM

NOMOR POS OOI/UNSO/POS/I?‘.’?/QOQ‘I-

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DiSAH OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

ADMINISTRASI SURAT MASUK

NAMA POS ADMINISTRASI SURAT MASUK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standart Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190/M /2023
tentang Standart Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung

Memahami tata cara adm. Pengajuan dan laporan penggunaan dana
operasional

2 Memahami tugas dan fungsi Administrasi Umum dan Keuangan

3 Memahami Pedoman Tata Naskah Dinas Universitas Bangka Belitung

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

POS Administrasi Surat Keluar

1 Stempel; 5 ATK.

2 Meja/ Kursi; 6 Alat-alat Penunjang
3 Printer; 7 Aplikasi SINDE

4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Seluruh data yang berhubungan dengan pengelolaan proses surat masuk
fakultas




ADMINISTRASI SURAT MASUR

Pelaksana Mutu Baku
No., Aktivitas Kopala Biro Peroncanaan, Jabatan Heterangan
Roktor Wakil Rektor Kouangan, Kopogawalan | Kepala Bagian Umum Fungsional/ Kelongkapan Waktu Output
dan Umum Pelaksana
Menerima Surat masuk dan menyampaikan ke Surat 10 Menit (Surat elekrtonik/Hard Copy -

Rektor (Sinde/Manual)

Mendisposisikan kepada Wakil Rektor sesuai

Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde 5 Menit

Surat yang telah di disposisi pada

2 dengan bidang kerjanya aplikasi sinde
Mendisposisikan kepada Kepala Biro Perencanaan, s s s e . Surat yang telah di disposisi pada .
3 Keuangan, Kepegawaian dan Umum Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde 5 Menit aplikasi sinde
4 |Mendisposisikan kepada Kepala Bagian Umum Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde | S Menit E;I’il“;ii“;‘ii;hh di disposisi pada |
Mendi isikan kepada Jab . f e . Surat yang telah di disposisi pada R
5 Fungsional/Pelaksana Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde S Menit aplikasi sinde
Menerima dan menyampaikan/mendistribusikan
6 |sesuai disposisi dan garsipkan untuk Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde 10 Menit |Surat Keluar -
dokumentasi




ADMINISTRASI SURAT MASUK

Pelaksana

dokumentasi

aplikasi sinde

Jabatan Menerima Surat masuk dan menyampaikan ke . .
tonik/H
! Fungsional /Pelaksana Rektor (Sinde/Manual) Surat 10 Menit Suratelelrtonil/Hard Copy
Mendisposisikan kepada Wakil Rektor sesuai dengan |Surat yang sudah di disposisi di : Surat yang telah di disposisi pada
2 |Rektor : ; . - 5 Menit ; 5
bidang kerjanya aplikasi sinde aplikasi sinde
3 |Wakil Rektor Mendisposisikan kepalxda Kepala Biro Perencanaan, Sur_'at yang sudah di disposisi di 5 Menit Sur.at yang telah di disposisi pada
Keuangan, Kepegawaian dan Umum aplikasi sinde aplikasi sinde
Kepala Biro Perencanaan, . C . ..
4 |Keuangan, Kepegawaian dan [Mendisposisikan kepada Kepala Bagian Umum Suz:at yang sudah di.disposisi.di 5 Menit Sur_at yang telah.didispostsl pada
aplikasi sinde aplikasi sinde
Umum
; Mendisposisikan kepada Jabatan Surat yang sudah di disposisi di 4 Surat yang telah di disposisi pada
© (et Bepyiy St Fungsional/Pelaksana aplikasi sinde S aplikasi sinde
. Menerima dan menyampaikan/mendistribusikan s e
6 Jabaten Fugsionsl/ sesuai disposisi dan mengarsipkan untuk Saratysng sasl: & disposiel di 10 Menit Surat Keluar




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

9

= ¥,

3 z
5 E
>
'S ganct
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

BAGIAN UMUM

NOMOR POS OO2/UN50/POS/ﬁ/QO24
TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

NIP. 198104102012121001

ADMINISTRASI SURAT KELUAR

NAMA POS

ADMINISTRASI SURAT KELUAR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standart Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190/M /2023
tentang Standart Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung

Memahami tata cara administrasi Pengajuan dan laporan penggunaan

dana operasional

2 Memahami tugas dan fungsi Administrasi Umum dan Keuangan

3 Memahami Pedoman Tata Naskah Dinas Universitas Bangka Belitung

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

POS Administrasi Surat Masuk

1 Stempel;

2 Meja/ Kursi;

3 Printer;

4 Komputer/Laptop;

5 ATK.
6 Alat-alat Penunjang
7 Aplikasi SINDE

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Seluruh data yang berhubungan dengan pengelolaan proses surat masuk

fakultas




ADMINIBTRASI SURAT KELUAR

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Eepala Biro Porencanann, Jebatan Kotorangan
Rolstor Wakil Roktor Kouangan, Kepegawaian | Kopala Bagian Umum | Fangsional/Pelaks Kelongkapan Waktu Output
dan Umum ana
| [Menerima Surat keluar dan menyampaikan ke Surat 10 Menit |Surat elekrtonik/Hard Copy -

Rektor (Sinde/Manual)

Mendisposisikan kepada Wakil Rektor sesuai

Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde

5 Menit

Surat yang telah di disposisi pada

2 dengan bidang kerjanya aplikasi sinde
3 |Mendisposisikan kepada Kepala BPKKU Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde 5 Menit Sul:at yang telah di disposisi pada
aplikasi sinde
I
4 |Mendisposisikan kepada Kabag. Umum Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde 5 Menit Surat yang telah di disposisi padn -
aplikasi sinde
Mendisposisikan kepada Jab ] - . . . Surat yang telah di disposisi pada i
5 Fungsional/Felaksana Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde 5 Menit aplikasi sinde
[
| I
Menerima dan menyampaikan/ distribusik
6 |sesuai disposisi dan kan untuk Surat yang sudah didisposisi di aplikasi sinde 10 Menit |Surat Keluar -

dokumentasi persuratan




dokumentasi persuratan

PROSEDUR: ADMINISTRASI SURAT KELUAR
Jabatan Menerima Surat keluar dan menyampaikan ke Rektor . .
1 Pungsional/Pelaksana (Sinde /Manual) Surat 10 Menit Surat elekrtonik/Hard Copy
Mendisposisikan kepada Wakil Rektor sesuai dengan |Surat yang sudah di disposisi di ; Surat yang telah di disposisi pada
2 |Rektor : ; g o 5 Menit g
bidang kerjanya aplikasi sinde aplikasi sinde
3 |Wakil Rektor Mendisposisikan kepada Kepala BPKKU Surdt yeae sudah 4 disposia ai 5 Menit PRI ddiggosishgada
aplikasi sinde aplikasi sinde
Kepala Biro Perencanaan, - c . A .
4 |Keuangan, Kepegawaian dan [Mendisposisikan kepada Kabag. Umum Sur.'at yang midah di-tispGeini-di 5 Menit Suljat y.an.g telah dl disposisl sada
aplikasi sinde aplikasi sinde
Umum
: Mendisposisikan kepada Jabatan Surat yang sudah di disposisi di . Surat yang telah di disposisi pada
5 |Kepala Bagian Umum Fungsional /Pelaksana aplikasi sinde 2. Memit aplikasi sinde
6 [Jabaten Soone iaposist dan mengarsiplean wmkc | |Suratyang sudah didisposisi i 10 Menit  |Surat Keluar
Fungsional/Pelaksana P g g p aplikasi sinde




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 003/UN50/POS/F.7/2024
, TANGGAL PEMBUATAN __ |2 Januari 2024
2 TANGGAL REVISI
a8 S TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024
Dl o/
5 aanc® TISAHEAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

BAGIAN UMUM

NIP. 198104102012121001

PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

PEMINJAMAN KENDARAAN

e DINAS/OPERASIONAL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standart Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190/M/2023
tentang Standart Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung

1 Memahami tugas dan fungsi Administrasi Umum dan Keuangan

2 Memiliki ketelitian dalam menyortir surat

3 Mengetahui alur pemrosesan surat masuk

Memberikan panduan bagi sivitas akademika dalam peminjaman/
4 penggunaan kendaraan dinas operasional pada Universitas Bangka
Belitung

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Pelaksanaan/Mekanisme Peminjaman Kendaraan Operasional di Lingkungan Universitas Bangka
Belitung

1 Stempel;

2 Meja/ Kursi;

3 Printer;

4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pengadministrasi Peminjaman Kendaraan Operasional Tidak Tertib Mengakibatkan Informasi Tidak Bisa
ditindaklanjuti Tepat Waktu serta Pengarsipan tidak terkendali dan tidak terpelihara

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja
secara elektronik/manual




PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Mutu Baku
No. Aktivitas Ketcrangan
Pihak Pominjam Ka. Biro BPKKU Kabag. Umum Jabatan Pungalonal/ Helengkapan Waltu Output
1 Mengajukan surat permoh peminj ' ( f Surat Permoh Peminjaman 5 Menit  [Surat Permohonan Peminjaman

kendaraan dinas operasional;

Mendisposisikan untuk diproses lebih lanjut kepada

Surat Permohonan Peminjaman dan Lembar

Surat Permohonan Peminjaman dan

penggunaan

2 Kabag. Umum Disposisi 5 Menit Lembar Disposisi
Memeriksa permohonan untuk diproses Surat Permoh Peminj dan Lembar Lembar Disposisi
3 : ] : i 5 Menit  |Tindaklanjut/Persetujuan
selanjutnya; Disposisi .y
Peminjaman
v . T X .
4 Mencatat jadwal pemakaian dan menyiapkan - ;::;afrmz;p‘z:'g; dc:klanj\ilt*/mP::vzet\uuan 10 Menit Pencatatan Jadwal Peminjaman dan
kebutuan kendaraan sesuai disposisi; P Y tatan kendaraan dapat digunakan
eminjaman
5 [Menggunakan kendaraan; Kendaraan yang dapat digunakan 10 Menit |Kendaraan yang dapat digunakan
¢ |Mengembalikan kunci kendaraan setelah selesai J‘ ) Kendaraan yang dapat digunakan 10 Menit |Kunci Kendaraan




PROSEDUR:

ST

PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
R == i i : g

Mengajukan surat permohonan peminjaman kendaraan dinas

1 |Pihak Peminjam . Surat Permohonan Peminjaman 5 Menit Surat Permohonan Peminjaman
operasional;
5 |Ka. Biro BPKKU Mendisposisikan untuk diproses lebih lanjut kepada Kabag. Sl‘zral F"e‘rmohonan Peminjaman dan Lembar 5 Menit Surat Pen:nuhops_m Peminjaman dan
Umum Disposisi Lembar Disposisi
3 |Kabag. Umum Memeriksa permohonan untuk diproses selanjutnya; Sl."m F.'e.rmohonan Pemumyampi o Lembac 5 Menit Lf:mba.r DI.SPO R . s
Disposisi Tindaklanjut/Persetujuan Peminjaman
Jabatan Fungsional/Pelaksana |Mencatat jadwal pemakaian dan menyiapkan kebutuan bem!)a'.r Disposisi Tindaklanjut/Persetujuan . Pencatatan Jadwal Peminjaman dan
4 : T o Peminjaman dan Pencatatan Jadwal 10 Menit ;
pada Bagian Umum kendaraan scsuai disposisi; i kendaraan dapat digunakan
Peminjaman
5 |Pihak Peminjam Menggunakan kendaraan; Kendaraan yang dapat digunakan 10 Menit Kendaraan yang dapat digunakan -
Kendaraan yang dapat digunakan 10 Menit Kunci Kendaraan -

6 |Pihak Peminjam

Mengembalikan kunci kendaraan setelah selesai penggunaan




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

| NOMOR POS 004/UN50/POS/F.7/2024
" TANGGAL PEMBUATAN __ |2 Januari 2024
ET I8 TANGGAL REVISI
= H R
el L .f: TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024
3 DISAHKAN OLEH

s qu&
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

BAGIAN UMUM

Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ib =¥ o1
NIP. 198104102012121001

PEMINJAMAN RUANG RAPAT

NAMA POS PEMINJAMAN RUANG RAPAT

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standart Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190/M /2023
tentang Standart Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung

1 Memahami tugas dan fungsi Administrasi Umum dan Keuangan

2 Memiliki ketelitian dalam menyortir surat

3 Mengetahui alur pemrosesan surat masuk

Memberikan panduan bagi sivitas akademika dalam peminjaman/
penggunaan ruang rapat pada Universitas Bangka Belitung

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :
1 Stempel;

SOP Pelaksanaan/Mekanisme Peminjaman Ruang Rapat di Lingkungan Universitas Bangka Belitung g yg—rﬁé rl-(ursu
4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pengadministrasi Peminjaman Ruang Rapat Tidak Tertib Mengakibatkan Informasi Tidak Bisa ditindaklanjuti
Tepat Waktu serta Pengarsipan tidak terkendali dan tidak terpelihara

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja
secara elektronik/manual




PEMINJAMAN RUANG RAPAT

ketentuan

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Jabatan Fungsional/ Koterangan
Pihalk Peminjam Ka. Biro BPKKU Kabag. Umum Pclaksana pada Bagian Kolengkapan Waktu Output
Umum
1 xz‘;ﬁ;’ka surat permohonan peminjaman ( _/7‘ Surat Permohonan Peminjaman 5 Menit [Surat Permohonan Peminjaman
2 Mendisposisikan untuk diproses lebih lanjut kepada Surat Permohonan P dan Lemb S Menit Surat Permohonan Peminjaman dan
Kabag, Umum Disposisi Lembar Disposisi
3 |Memeriksa permohonan untuk diproses Tamx / Surat Permohonan Peminjaman dan Lembar 5 Menit |DiSPosisi Tindaklanjut/Persetujuan
selanjutnya; Disposisi Peminjaman
4 M jadwal p kaian dan menyiapkan hid Disposisi Tindaklanjut/Persetujuan 5 Menit Per 1 Jadwal Pemakaian dan
ruangan yang akan dipakai i disposisi; Peminjaman dan Pencatatan Jadwal Pemakaian Form Peminjaman Ruangan
5 |Mengisi Form Peminjaman Ruangan; Form Peminjaman Ruangan 5 Menit  |Form Peminjaman Ruangan
Dapat menggunakan ruangan sesuai dengan : : . :
6 Ruangan tersedia untuk digunekan S Menit  |Ruangan tersedia untuk digunakan




PROSEDUR:

PEMINJAMAN RUANG RAPAT

1 |Pihak Peminjam Mengajukan surat permohonan peminjaman ruangan Surat Permohonan Peminjaman 5 Menit Surat Permohonan Peminjaman
2 |Ka. Biro BPKKU Mendisposisikan untuk diproses lebih lanjut kepada Kabag. Sl:lrat F"e_rmohonan Peminjaman dan Lembar 5 Menit Surat Perr.nohopa.m Peminjaman dan
Umum Disposisi Lembar Disposisi
3 |Kabag. Umum Memeriksa permohonan untuk diproses selanjutnya; Sl.lrat l?e'rmohonan Peminjeman den Lewbar 5 Menit DISP‘OS.ISI Tindaidaniut/Perserujuan
Disposisi Peminjaman
Jabatan Fungsional/Pelaksana |Mencatat jadwal pemakaian dan menyiapkan ruangan yang DlSp.OFfISI fingdbiayut) Fervetijuan y Pencatatan Jadwal Pemakaian dan
4 . R . s . Peminjaman dan Pencatatan Jadwal 5 Menit i
pada Bagian Umum akan dipakai sesuai disposisi; . Form Peminjaman Ruangan
Pemakaian
5 [|Pihak Peminjam Mengisi Form Peminjaman Ruangan; Form Peminjaman Ruangan 5 Menit Form Peminjaman Ruangan
Dapat menggunakan ruangan sesuai dengan ketentuan Ruangan tersedia untuk digunakan 5 Menit Ruangan tersedia untuk digunakan

6 |Pihak Peminjam




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

BAGIAN UMUM

NOMOR POS 005/UNSO/POS/F.7/2024
TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

PENGARSIPAN DOKUMEN

NAMA POS

PENGARSIPAN DOKUMEN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standart Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190/M/2023
tentang Standart Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung

1 Memahami tugas dan fungsi Administrasi Umum dan Keuangan

2 Memiliki ketelitian dalam menyortir surat

3 Mengetahui alur pemrosesan surat masuk

Memberikan panduan bagi sivitas akademika dalam pengarsipan
dokumen pada Universitas Bangka Belitung

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :
1 Stempel; 5 Dokumen
SOP Pengarsipan Dokumen di Lingkungan Universitas Bangka Belitung 3 yr?:ié rI.(ursu

4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pengadministrasi Pengarsipan Dokumen Tidak Tertib Mengakibatkan Informasi Tidak Bisa di Tindaklanjuti
Tepat Waktu serta Pengarsipan tidak terkendali dan tidak terpelihara

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja

secara elektronik/manual




PENGARSIPAN DOKUMEN

No.

Aktivitag

Mutu Baku

Ka. Biro BPKKU

Kabag. Umum

Jabatan Fungsional/

Kelenghkapan

Waktu

Output

Koterangan

Mendisposisikan kepada Kabag. Umum untuk
mengarsipkan dokumen;

C

Dokumen yang diperintah untuk diarsipkan

10 Menit

Lembar Disposisi dan Dokumen yang|_

diperintah untuk diarsipkan

Menerima disposisi dan menelash dokumen yang
mau diarsipkan dan memerintahkan kepada
jabatan fungsional/pelaksana bagian umum untuk
proses pengarsipan dokumen;

Lembar Disposisi dan Dokumen yang
diperintah untuk diarsipkan

1S Menit

Lembar Disposisi dan Dokumen yang| _

diperintah untuk diarsipkan

Menerima disposisi untuk mengarsiapkan dan
meneliti dokumen sesuai dengan klasifikasi
arsipnya yaitu termasuk arsip dinamis, arsip
dinamis inaktif, atau arsip statis

Lembar Disposisi, Dokumen yang diperintah
untuk diarsipkan, Klasifikasi Arsip

Disesuaikan

Lembar Disposisi, Dokumen yang
diperintah untuk diarsipkan,
Klasifikasi Arsip

Dalam hal dokumen diputuskan tidak dilakukan
alih media maka dokumen akan dipilah termasuk
bersifat penting atau biasa (Apabila bersifat biasa
maka dokumen langsung dicatat dan diarsipkan,
namun apabila dokumen bersifat penting maka
dokumen digandakan dan selanjutnya dicatat
kedalam buku daftar arsip; Pelayanan kebutuhan
dokumen).

Lembar Disposisi, Dckumen yang diperintah
untuk diarsipkan, Klasifikasi Arsip

Disesuaikan

Arsip Dokumen

Setelah menentukan sifat dokumen arsip,
selanjutnya menentukan dokumen tersebut akan
diarsipkan oada media penyimpanan manual atau
elektronik melalui scaner, CD, DVD maupun
penyimpanan media lainnya yang dapat menjamin
keamananan arsip;

Arsip Dokumen

Disesuaikan

Arsip Dokumen




PROSEDUR:

PENGARSIPAN DOKUMEN

e

Mendisposisikan kepada Kabag. Umum untuk mengarsipkan

Lembar Disposisi dan Dokumen yang

2 |Kabag. Umum

fungsional/pelaksana bagian umum untuk proses
pengarsipan dokumen;

diperintah untuk diarsipkan

1 [Ka. Biro BPKKU ekttt Dokumen yang diperintah untuk diarsipkan 10 Menit diperintah untuk diarsipkan
Menerima disposisi dan menelaah dokumen yang mau
diarsipkan dan memerintahkan kepada jabatan Lembar Disposisi dan Dokumen yvang 15 Menit Lembar Disposisi dan Dokumen yang

diperintah untuk diarsipkan

Jabatan Fungsional/Pelaksana

Menerima disposisi untuk mengarsiapkan dan meneliti
dokumen sesuai dengan klasifikasi arsipnya yaitu termasuk
arsip dinamis, arsip dinamis inaktif, atau arsip statis

Lembar Disposisi, Dokumen yang diperintah
untuk diarsipkan, Klasifikasi Arsip

Disesuaikan

Lembar Disposisi, Dokumen yang
diperintah untuk diarsipkan,
Klasifikasi Arsip

Dalam hal dokumen diputuskan tidak dilakukan alih media
maka dokumen akan dipilah termasuk bersifat penting atau
biasa (Apabila bersifat biasa maka dokumen langsung dicatat
dan diarsipkan, namun apabila dokumen bersifat penting
maka dokumen digandakan dan selanjutnya dicatat kedalam
buku daftar arsip; Pelayanan kebutuhan dokumen).

Lembar Disposisi, Dokumen yang diperintah
untuk diarsipkan, Klasifikasi Arsip

Disesuaikan

Arsip Dokumen

3 pada Bagian Umum

4 Jabatan Fungsional/Pelaksana
pada Bagian Umum

5 Jabatan Fungsional/Pelaksana

pada Bagian Umum

Setelah menentukan sifat dokumen arsip, selanjutnya
menentukan dokumen tersebut akan diarsipkan oada media
penyimpanan manual atau elektronik melalui scaner, CD,
DVD maupun penyimpanan media lainnya yang dapat
menjamin keamananan arsip;

Arsip Dokumen

Disesuaikan

Arsip Dokumen
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PERAWATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NAMA POS

PERAWATAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |1
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai seluk beluk kendaraan

2 Memahami tugas dan fungsi Administrasi Umum dan Keuangan

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60); 3 Memiliki ketelitian dalam menyortir surat

4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standart Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

4 Mengetahui alur pemrosesan surat keluar

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

6 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190/M/2023
tentang Standart Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 Stempel; 5 ATK.
SOP Pelaksanaan/Mekanisme Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkungan Universitas Bangka |2 Meja/ Kursi; 6 Bengkel
Belitung 3 Printer; 7 Form SPK
4 Komputer/Laptop;
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Seluruh data yang berhubungan dengan pengelolaan proses surat masuk
fakultas

Pengadministrasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Tidak Tertib Mengakibatkan Informasi Tidak
Bisa di Tindaklanjuti Tepat Waktu serta Pengarsipan tidak terkendali dan tidak terpelihara




PERAWATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Koterangan
Kabag, Umam Pemeriksa Pongguna/Driver Kolenghkapan Waktu Qutput
1 Melaporkan kerusakan atau pemeliharaan rutin ( ) Catatan terakhir service dari bengkel dan 5Menit |dan lt:?)o t:;:khu- service dari bengkel )
kendaraan dinas/operasional Laporan Kerusakan/Pemeliharaan Kerusakan/Pemeliharaan
2 ;‘e a p:r: ;tka; kz:’: dan ‘;‘in;s'/:pae‘:;:;z]m;t:h Catatan terakhir service dari bengkel dan 5 Menit Surat Perintah Kerja Perbaikan )
bagian umum rumat m" v WL Laporan Kerusakan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Surat Perintah Kerja Perbaikan
Membawa kendaraan dinas/operasional ke bengkel Surat Perintah Kerja Perbaikan Kendaraan N Kendaraan Dinas/Operasional dan
3 dengan membawa SPK (surat perintah kerja) Dinas/Operasional 5 Menit  |Kendaraan yang akan )
diperbaiki/dilakukan pemeliharaan
rutin
s 1 . . . Surat Perintah Kerja Perbaikan Kendaraan
4 mmxrg:,ﬁ::;t e:nntglhn ;::/f;)per::m:fé::: ual Dinas/Operasional dan Kendaraan yang akan 120 Menit |Kendaraan selesai diperbaiki -
8 P e yang diperbaiki/dilakukan pemeliharaan rutin
Menyampaikan tagihan perbaikan kendaraan - s . 8 : . . .
5 dinas/o ional ke Bagien Umum BPKKU Kendaraan selesai diperbaiki Disesuaikan |Kwitansi/Inveice/Nota Penagihan
Menerima dokumen SPJ/tagihan untuk di . . : . .. |Dckumen SPJ/tagihan untuk di ;
6 Kwitansi/Invoice/Nota Penagihan 15 Menit tindaklanjuti pertanggunglawabannya

tindeklanjuti pertanggungjawabannya




PERAWATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

e

Catatan terakhir service dari bengkel dan

Catatan terakhir service dari bengkel

dinas/operasional ke Bagian Umum BPKKU

q Melaporkan kerusakan atau pemeliharaan rutin kendaraan :
1 |D A . ; A
Hiver/ Pengewna dinas/operasional Laporan Kerusakan/Pemeliharaan 5 Menit dan Laporan Kerusakan/Pemeliharaan
5 Mcngt?cek krncaraan dz.m Membuat. surat permlta.h keja Catatan terakhir service dari bengkel dan . Surat Perintah Kerja Perbaikan
2 |Pemeriksa perbaikan kendaraan dinas/operasional ke bagian umum : 5 Menit 3 :
Laporan Kerusakan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
rumah tangga
Surat Perintah Kerja Perbaikan
. X . . . Kendaraan Dinas/Operasional dan
: Membawa kendaraan dinas/operasional ke bengkel dengan Surat Perintah Kerja Perbaikan Kendaraan "
3 |Driver/Pengguna membawa SPK (surat perintah kerj Dinas/Operasional B bem Headpeman yaug aian
& (surat penintah kerja) a8/ ap diperbaiki/dilakukan pemeliharaan
rutin
Surat Perintah Kerja Perbaikan Kendaraan
Memperbaiki kendaraan dinas/operasional sesuai dengan SPK|Dinas/Operasional dan Kendaraan yang ; = e
4 |B i T F 120 3 B
ragiel (surat perintah kerja) yang dibuat akan diperbaiki/dilakukan pemeliharaan Mt kendaraan seleal diperbail
rutin
5 |Bengkel Mty RIS AR, per R SENCRRRT Kendaraan selesai diperbaiki Discsuaikan Kwitansi/Invoice/Nota Penagihan

6 |Kabag. Umum

Menerima dokumen SPJ/tagihan untuk di tindaklanjuti
pertanggungjawabannya

Kwitansi/Invoice/Nota Penagihan

15 Menit

Dokumen SPJ/tagihan untuk di
tindaklanjuti pertanggungjawabannya
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